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ABSTRAK

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) merupakan perusahaan manufaktur pulp
dan kertas dengan rantai pasok yang luas, sehingga aktivitas pengadaan memiliki peran
penting dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Sustainability Report
APRIL 2024 telah disusun dengan mengacu pada GRI Standards untuk mengungkapkan
kinerja keberlanjutan perusahaan. Namun, GRI Standards lebih berfokus pada pelaporan
keberlanjutan secara umum dan belum secara spesifik mengevaluasi pengungkapan
sustainable procurement berdasarkan tahapan pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan
analisis berbasis 1SO 20400 untuk menilai sejaun mana pengungkapan sustainable
procurement telah tercermin dalam laporan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis tingkat pengungkapan sustainable procurement pada PT RAPP berdasarkan
Sustainability Report APRIL 2024 dengan mengacu pada Key Performance Indicator
(KPI) 1SO 20400 Klausul 7, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan
kelengkapan dan kualitas pengungkapan sustainable procurement. Metode yang
digunakan adalah content analysis dengan bantuan NVivo 15 untuk melakukan coding
dan pemetaan pengungkapan, kemudian dilanjutkan dengan scoring disclosure dan
substansi. Kategori yang masih memiliki gap dianalisis menggunakan fishbone diagram
dan Five Whys, sedangkan rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan best practices
SCOR. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 37 pengungkapan sustainable
procurement yang tersebar pada enam kategori ISO 20400 Klausul 7. Kategori dengan
nilai tertinggi adalah Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi
(K3), dengan disclosure 87% dan substansi 93%. Sementara itu, kategori Meninjau dan
Mempelajari Kontrak (K6) memperoleh nilai terendah, yaitu 0% pada disclosure dan
substansi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan sustainable procurement PT
RAPP telah tergambar cukup baik pada aspek persyaratan keberlanjutan, sertifikasi,
audit, uji tuntas, dan pemantauan pemasok, tetapi masih memerlukan penguatan pada
prosedur teknis, analisis biaya siklus hidup, pengelolaan tender, rencana kontrak, akhir
masa pakai, dan pembelajaran pascakontrak.

Kata Kunci: Best Practice, Content Analysis, 1SO 20400, Sustainable Procurement,
Sustainability Report
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Industri manufaktur merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian
Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2024 sektor ini
menyumbang 18,98 persen terhadap PDB nasional dan menjadi kontributor utama ekspor
non-migas dengan nilai mencapai USD 196,54 miliar (Cahyaningurum & Budiyanti,
2025). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri manufaktur
memiliki peran penting dalam menciptakan nilai ekonomi, membuka lapangan kerja, dan
meningkatkan daya saing nasional. Namun, tingginya intensitas kegiatan produksi juga
menyebabkan sektor manufaktur memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek
lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur dituntut tidak
hanya berorientasi pada pencapaian kinerja ekonomi, tetapi juga mampu menjalankan
aktivitas bisnis secara bertanggung jawab melalui penerapan prinsip keberlanjutan
(Bello-Pintado et al., 2023; Li et al., 2025).

Salah satu perusahaan manufaktur berskala besar yang beroperasi di Indonesia adalah
PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), anak perusahaan dari APRIL Group yang
merupakan bagian dari Royal Golden Eagle (RGE) Group. PT RAPP bergerak di bidang
industri pulp dan kertas yang mengoperasikan kompleks pabrik terintegrasi di Pangkalan
Kerinci, Provinsi Riau. Berdasarkan Sustainability Report APRIL 2024, perusahaan ini
mengelola area seluas 1.423.815 hektar yang mencakup hutan tanaman industri, kawasan
konservasi, dan perkebunan serat milik masyarakat. Dalam operasionalnya, PT RAPP
memproses lebih dari 15,4 juta ton kayu dan serat untuk memproduksi 3,9 juta ton pulp
serta berbagai produk hilir seperti kertas, viscose staple fiber (VSF), benang, dan karton
yang dijual ke lebih dari 98 negara di seluruh dunia. Skala operasional yang sangat besar
ini menempatkan PT RAPP pada posisi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap
keberlanjutan lingkungan dan sosial, terutama dalam pengelolaan rantai pasoknya.

Dalam menjalankan operasional berskala besar tersebut, fungsi pengadaan memegang

peranan yang sangat penting dalam struktur rantai pasok PT RAPP. Pengadaan



merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan barang
maupun jasa dengan mengacu pada regulasi atau ketentuan yang berlaku agar kebutuhan
yang sebelumnya belum tersedia dapat diadakan dan digunakan secara langsung untuk
mendukung kegiatan operasional perusahaan (H. Subagaya M.S. dalam Sukmana &
Respasti, 2024). Dalam konteks PT RAPP, aktivitas pengadaan mencakup pengadaan
kayu dan serat dari 35 mitra pasokan jangka panjang dan 18 pemasok independen di pasar
terbuka, serta pengadaan bahan kimia produksi, energi, dan jasa pendukung operasional
pabrik. Manajemen rantai pasok yang efektif dan terintegrasi diperlukan agar dapat
mendukung kelancaran proses pengadaan, produksi, pengolahan, pemasaran, hingga
distribusi produk dapat berjalan secara optimal (Hulu et al., 2025). Dengan jaringan
pemasok yang sangat luas dan beragam, keputusan pengadaan PT RAPP memiliki
dampak yang signifikan tidak hanya terhadap efisiensi operasional perusahaan tetapi juga
terhadap kondisi lingkungan dan sosial di wilayah sekitar operasionalnya.

Secara empiris, dorongan internal terhadap keberlanjutan pada PT RAPP terlihat dari
adanya kebijakan dan mekanisme yang dilaporkan perusahaan, seperti Sustainable Forest
Management Policy (SFMP) 2.0, Due Diligence System (DDS), Prosedur Kepatuhan
Pemasok, sertifikasi, audit, serta pemantauan pemasok. Hal ini menunjukkan adanya
kesadaran internal perusahaan untuk mengelola risiko keberlanjutan dalam rantai
pasoknya. Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tuntutan eksternal melalui standar
dan regulasi seperti Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) serta
EU Deforestation Regulation (EUDR), yang menuntut produk berbasis komoditas
tertentu, termasuk kayu dan produk turunannya, dapat dibuktikan bebas dari deforestasi
serta memenuhi proses uji tuntas. Dengan demikian, sustainable procurement menjadi
penting karena pengadaan berperan sebagai pintu awal dalam memastikan bahwa
pemasok, bahan baku, spesifikasi, dan kontrak pengadaan selaras dengan komitmen
keberlanjutan perusahaan serta tuntutan regulasi eksternal.

Besarnya skala dan dampak kegiatan pengadaan PT RAPP terhadap lingkungan dan
sosial menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pengungkapan
sustainable procurement dalam laporan keberlanjutan perusahaan telah mencerminkan

komitmen tersebut secara komprehensif. Kegiatan pengadaan dalam industri manufaktur



sering kali membawa dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan dan sosial sehingga
perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam fungsi
pengadaannya (Monicaetal., 2021). Minat perusahaan terhadap sustainable procurement
telah meningkat seiring meningkatnya tekanan dari regulator, pelanggan global, dan
lembaga keuangan internasional yang menuntut praktik bisnis yang lebih bertanggung
jawab dan transparan (Ogunsanya et al., 2022). Dalam konteks PT RAPP, dorongan ini
semakin kuat karena perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan pengadaannya tidak
hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap
standar keberlanjutan, menjaga reputasi perusahaan, serta memperkuat daya saing di
pasar global.

Namun, pengungkapan sustainable procurement tidak selalu tergambar secara
eksplisit dan terstruktur dalam Sustainability Report. Sustainability Report merupakan
laporan yang umumnya disusun berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan, salah
satunya Global Reporting Initiative (GRI) Standards. GRI menyediakan pedoman bagi
organisasi untuk mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara
transparan serta dapat dibandingkan antarperusahaan (Agama & Zubairu, 2022). GRI
Standards terdiri dari Universal Standards yang mencakup pengungkapan umum seperti
profil organisasi, strategi, tata kelola, dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta Topic
Standards yang mencakup topik material spesifik seperti emisi, air, keanekaragaman
hayati, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia. Dalam penyusunannya, APRIL Group
mengacu pada GRI Standards 2021 sebagai dasar pelaporan keberlanjutannya. Meskipun
demikian, GRI Standards dirancang untuk mengungkapkan kinerja dan dampak
keberlanjutan organisasi secara umum, bukan untuk mengevaluasi pengungkapan
sustainable procurement berdasarkan tahapan dan prinsip operasional pengadaan.
Akibatnya, informasi mengenai pengadaan berkelanjutan dapat tersebar pada berbagai
bagian laporan, seperti rantai pasok, pemasok, sertifikasi, uji tuntas, kepatuhan,
lingkungan, dan tata kelola, tanpa selalu disebut secara eksplisit sebagai sustainable
procurement dan tanpa mengikuti struktur tahapan pengadaan yang sistematis.

Kondisi tersebut menjadi gap dalam penelitian ini. Di satu sisi, Sustainability Report

yang disusun berdasarkan GRI menyediakan informasi keberlanjutan yang penting dan



dapat diakses secara publik. Namun, di sisi lain, struktur GRI tidak menyediakan
kerangka evaluasi yang spesifik untuk menilai sejauh mana setiap tahapan pengadaan, di
mulai dari tahapan perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, seleksi pemasok,
pengelolaan kontrak, hingga pembelajaran pascakontrak telah mengintegrasikan prinsip
keberlanjutan secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mampu
menelusuri, memetakan, dan menilai informasi dalam Sustainability Report untuk
mengetahui sejauh mana pengungkapan sustainable procurement telah tergambar dalam
laporan perusahaan berdasarkan kerangka yang lebih spesifik dan operasional.

Untuk melakukan evaluasi sustainable procurement secara objektif dan
terstandarisasi, diperlukan kerangka acuan yang jelas dan relevan. Beberapa kerangka
seperti Green Public Procurement (GPP), Flexible Framework, dan Procura+ telah
digunakan dalam pengadaan berkelanjutan (Ahmed et al., 2024; Bomfim et al., 2014;
Department for Environment, 2011). Oleh karena itu, 1ISO 20400 dipilih sebagai kerangka
acuan dalam penelitian ini karena secara khusus memberikan panduan mengenai
sustainable procurement dan dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk
perusahaan manufaktur swasta. 1SO 20400 mencakup aspek kebijakan, tata kelola,
manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, spesifikasi pengadaan, hubungan
dengan pemasok, serta pengelolaan kontrak secara menyeluruh. Berbeda dengan GRI
yang berorientasi pada pelaporan dampak keberlanjutan secara umum, 1SO 20400
memberikan panduan operasional yang terstruktur per tahapan pengadaan sehingga dapat
digunakan sebagai acuan untuk menilai kelengkapan dan kedalaman pengungkapan
sustainable procurement dalam SR secara lebih sistematis. Standar ini juga telah diadopsi
sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga relevan digunakan dalam konteks
penelitian di Indonesia (Adebayo et al., 2024; Charkaoui, 2025).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan memanfaatkan Sustainability
Report APRIL 2024 sebagai sumber data utama dalam mengevaluasi pengungkapan
sustainable procurement yang berkaitan dengan rantai pasok PT Riau Andalan Pulp and
Paper (PT RAPP). Sustainability Report dipilih karena memuat informasi mengenai
kebijakan, program, dan komitmen perusahaan yang berkaitan dengan aspek

keberlanjutan. Evaluasi tingkat pengungkapan sustainable procurement dilakukan



dengan menggunakan metode Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur tingkat
pemenuhan indikator pengadaan berkelanjutan yang disusun berdasarkan klausul 7 1ISO
20400, untuk mengukur kelengkapan dan kedalaman informasi yang diungkapkan
perusahaan pada setiap tahapan pengadaan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan bantuan perangkat lunak
NVivo untuk melakukan coding dan pemetaan isi Sustainability Report terhadap
indikator 1SO 20400. Melalui NVivo, informasi yang terdapat dalam laporan
diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan indikator yang telah disusun. Hasil
analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan
sustainable procurement berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan dalam
Sustainability Report. Selanjutnya, hasil evaluasi tingkat pengungkapan digunakan
sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang mengacu pada komponen
Practices dalam kerangka Supply Chain Operations Reference (SCOR) versi 14. SCOR
14 terdiri atas empat komponen utama, yaitu Process, Performance, People, dan
Practices. Dalam penelitian ini, hanya komponen Practices yang digunakan karena
penelitian memanfaatkan data sekunder berupa Sustainability Report dan tidak memiliki
akses terhadap data internal perusahaan yang diperlukan untuk mengevaluasi komponen
Process (proses pengadaan aktual), Performance (kinerja operasional), maupun People
(kompetensi dan struktur sumber daya manusia pada fungsi pengadaan). Komponen
Practices dalam SCOR 14, yang memuat katalog best practice pengadaan berkelanjutan,
dipilih karena dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang
konkret. Selain itu, komponen ini memungkinkan rekomendasi disusun berdasarkan
kesenjangan (gap) pengungkapan yang diidentifikasi dari analisis Sustainability Report
tanpa memerlukan data primer dari perusahaan. Dengan demikian, rekomendasi yang
dihasilkan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mengacu pada best practice yang
terstandarisasi dan relevan dengan konteks pengadaan berkelanjutan, sehingga dapat
mendukung peningkatan kualitas pengungkapan sustainable procurement PT RAPP di

masa mendatang.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat diperoleh beberapa

rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1.

Bagaimana tingkat pengungakapan sustainable procurement pada PT Riau Andalan
Pulp and Paper (PT RAPP) jika ditinjau melalui analisis Sustainability Report dengan
merujuk pada Key Performance Indicators (KPI) 1ISO 204007

Apa saja rekomendasi yang dapat untuk meningkatkan kualitas pengungkapan
sustainable procurement di PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) berdasarkan
best practice dalam kerangka SCOR versi 14?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Menganalisis dan mengevaluasi tingkat pengungkapan sustainable procurement pada
PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) berdasarkan hasil analisis Sustainability
Report yang mengacu pada Key Performance Indicators (KPI) 1SO 20400.
Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan
sustainable procurement di PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan
mengacu pada best practice dalam kerangka SCOR versi 14.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:
1.4.1 Bagi Peneliti

1.

Menambah wawasan dan memperdalam pemahaman konseptual mengenai
sustainable procurement dan standar 1SO 20400.

Mengembangkan kompetensi dalam menganalisis serta mengukur efektivitas
pengungkapan sustainable procurement melalui Sustainability Report yang dimiliki

perusahaan.

1.4.2 Bagi Perusahaan

1.

Memberikan gambaran tingkat pengungkapan sustainable procurement yang telah

diterapkan oleh perusahaan,



2.

Menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mengidentifikasi aspek-aspek
pengungkapan sustainable procurement yang masih perlu ditingkatkan agar
penyampaian informasi mengenai kebijakan dan praktik pengadaan berkelanjutan
menjadi lebih lengkap, sistematis, dan selaras dengan pedoman 1SO 20400.
Memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas
pengungkapan sustainable procurement berdasarkan best practice SCOR versi 14.

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1.

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metode evaluasi pengungkapan
sustainable procurement berdasarkan pedoman 1SO 20400 dalam lingkup perusahaan
manufaktur.

Menjadi bahan acuan dan referensi bagi pihak yang tertarik dengan masalah
sustainable procurement, pengelolaan rantai pasok, dan penerapan praktik

keberlanjutan dalam sektor industri.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan kejelasan ruang lingkup pembahasan, penelitian ini memiliki

beberapa batasan sebagai berikut:

1.

Penelitian ini hanya difokuskan pada evaluasi tingkat pengungkapan sustainable
procurement pada PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), bukan pada evaluasi
implementasi praktik pengadaan secara langsung.

Evaluasi tingkat pengungkapan dilakukan dengan mengacu pada Key Performance
Indicator (KPI) yang disusun berdasarkan klausul 7 SNI ISO 20400.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada dokumen
Sustainability Report APRIL 2024 yang dipublikasikan secara resmi dan memuat
pengungkapan terkait kegiatan operasional, pemasok, pengadaan, serta rantai pasok
PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) sebagai unit operasional APRIL Group.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan tahapan penelitian yang menitikberatkan pada penelusuran,
pengkajian, dan penafsiran berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian
(Kurniati & Jailani, 2023). Tahap ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai
perkembangan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kecenderungan dan hasil
penelitian yang telah ada, serta mengkaji kontribusi yang telah diberikan oleh para
peneliti terdahulu. Selain itu, kajian literatur juga menjadi acuan dalam penyusunan
kerangka konseptual dan pengembangan penelitian.

Pengadaan berkelanjutan telah berkembang menjadi elemen strategis dalam tata
kelola perusahaan modern yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang
secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara konseptual, sustainable procurement
didefinisikan sebagai proses pengadaan yang mengintegrasikan pertimbangan
lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam setiap keputusan pembelian, dengan tujuan
meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hasil positif di seluruh rantai pasok
(Jean, 2024). Berbeda dengan procurement konvensional yang berorientasi pada harga
terendah, sustainable procurement mendorong organisasi untuk mempertimbangkan
dampak jangka panjang terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan, sehingga
menjadikannya selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kerangka
kerja keberlanjutan. Sustainable procurement telah menjadi fokus dalam penelitian
manajemen dan rantai pasok, khususnya dalam lima tahun terakhir seiring meningkatnya
tuntutan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan selaras dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan (Wagqar et al., 2025).

Adebayo et al (2024) menjelaskan bahwa sustainable procurement melibatkan tiga
dimensi utama yaitu kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, penerapan prinsip etika
dalam setiap keputusan pengadaan, dan efisiensi biaya yang tidak mengorbankan
keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur

dan analisis kasus pada standar ISO 20400 serta praktik perusahaan global ini



menggarisbawahi bahwa selain berfungsi untuk mengurangi risiko hukum, sustainable
procurement juga mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi operasional yang pada
akhirnya berujung pada penghematan biaya jangka panjang. Temuan ini menegaskan
bahwa sustainable procurement bukan sekadar kewajiban regulatif melainkan investasi
strategis yang memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. Sejalan dengan hal
tersebut, penelitian yang dilakukan Kosalee (2021) meneliti pengintegrasian sustainable
procurement dalam mendukung tujuan Environmental, Social, and Governance (ESG)
perusahaan melalui pendekatan content analysis dan comparative analysis terhadap
literatur dan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa sustainable procurement
yang terintegrasi dengan tujuan ESG dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial
yang dihasilkan perusahaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang sistematis antara kebijakan ESG dan praktik
pengadaan agar sustainable procurement dapat memberikan kontribusi optimal terhadap
pencapaian tujuan keberlanjutan organisasi.

Dalam konteks industri manufaktur, keputusan pengadaan memiliki dampak yang
sangat signifikan terhadap pemilihan pemasok, penggunaan bahan baku, dan efektivitas
rantai pasok secara keseluruhan. Penelitian Najla & Santosa (2024) meneliti faktor-faktor
yang memengaruhi pembelian ramah lingkungan pada perusahaan manufaktur industri
logam dan mesin di Bekasi menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran ramah lingkungan, manufaktur dan
pengemasan ramah lingkungan, serta partisipasi lingkungan berpengaruh positif terhadap
pembelian ramah lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan sustainable
procurement tidak hanya bergantung pada pemilihan pemasok, tetapi juga pada
kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam proses
produksi dan operasionalnya. Dengan demikian, penerapan praktik ramah lingkungan
secara menyeluruh dalam aktivitas manufaktur dapat mendorong keputusan pengadaan
yang lebih berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan lingkungan perusahaan.
Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Sanchez-Flores et al (2022) melakukan tinjauan
literatur dan analisis konseptual menggunakan metode MCDM, LCA, AHP, dan SEM

untuk mengkaji penerapan sustainable procurement dalam meningkatkan Kkinerja
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organisasi dalam manajemen rantai pasok. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun
banyak perusahaan manufaktur mulai mengadopsi prinsip sustainable procurement,
masalah koordinasi kebijakan yang tidak jelas dan ketidaksesuaian antara kebijakan
pengadaan dengan implementasinya di lapangan masih menjadi hambatan utama. Oleh
karena itu, diperlukan penyelarasan yang sistematis antara kebijakan pengadaan
berkelanjutan dengan prosedur operasional yang dapat diimplementasikan secara
konsisten di tingkat lapangan.

Dalam konteks implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia, Akmalia &
Kurniaty (2024) mengevaluasi penerapan sustainable procurement di PT XYZ
menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi.
Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perusahaan telah berhasil menerapkan
sustainable procurement dalam pemilihan pemasok dan pengendalian biaya, tantangan
terbesar masih terletak pada pengelolaan sumber daya manusia dan kapasitas internal
yang belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi sustainable
procurement di salah satu perusahaan di Indonesia masih menghadapi gap yang
signifikan antara komitmen kebijakan dengan praktik operasional, terutama dalam hal
penguatan kapasitas kelembagaan. Sejalan dengan itu, penelitian Ogunsanya et al (2022)
mengidentifikasi bahwa hambatan utama implementasi sustainable procurement di
negara berkembang meliputi kurangnya kesadaran tentang konsep keberlanjutan, tata
kelola dan transparansi yang tidak efektif dalam proses pengadaan, serta ketidakselarasan
antara pendekatan pengadaan dan arah kebijakan nasional. Penelitian ini menegaskan
bahwa efektivitas procurement dalam mendukung keberlanjutan sangat bergantung pada
struktur regulasi, kemampuan pemangku kepentingan, dan kesiapan kelembagaan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan kapasitas yang terstruktur
untuk memastikan seluruh fungsi organisasi memiliki pemahaman dan kemampuan yang
memadai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip sustainable procurement secara
konsisten.

Sebagai respons terhadap kebutuhan panduan yang sistematis dalam penerapan
sustainable procurement, ISO 20400 dikembangkan untuk memberikan kerangka kerja

yang komprehensif bagi organisasi dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke
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dalam seluruh tahap pengadaan. ISO 20400 menekankan pentingnya tata kelola,
kepemimpinan, perencanaan berbasis risiko, serta integrasi aspek keberlanjutan ke dalam
proses operasional pengadaan (Adebayo et al., 2024). Standar ini memberikan panduan
praktis yang dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai sektor untuk menyelaraskan
praktik pengadaan mereka dengan prinsip-prinsip keberlanjutan secara sistematis dan
terukur. Penelitian Charkaoui (2025) mengembangkan sustainable procurement
Performance Index berbasis ISO 20400 untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan
telah menerapkan prinsip sustainable procurement dalam operasional mereka. Dengan
menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dan Partial Least Squares
(PLS), penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan penerapan sustainable
procurement sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan
dalam perusahaan dan bukan hanya tanggung jawab satu bagian perusahaan saja
melainkan memerlukan kolaborasi yang solid antar berbagai fungsi dalam organisasi.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan Nasution (2025) juga menyoroti tantangan
penerapan ISO 20400 dalam proyek konstruksi sektor publik di Indonesia dan
menemukan bahwa meskipun kebijakan sustainable procurement telah diterapkan
dengan baik pada tingkat kebijakan, masih terdapat kekurangan signifikan dalam
penerapan life cycle costing dan sistem pelaporan keberlanjutan yang lebih kuat. Oleh
karena itu, diperlukan pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur dan
indikator kinerja yang lebih spesifik untuk memastikan implementasi 1SO 20400 dapat
dimonitor dan dievaluasi secara efektif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Souza et
al (2025) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis 1SO 20400 dapat meningkatkan
pemahaman dan kesiapan tenaga profesional dalam menerapkan prinsip sustainable
procurement secara lebih efektif, yang membuktikan bahwa ISO 20400 tidak hanya
relevan untuk sektor manufaktur atau konstruksi tetapi dapat diterapkan secara lintas
sektor dengan hasil yang signifikan apabila didukung oleh program peningkatan kapasitas
yang terstruktur.

Pengukuran kinerja sustainable procurement menjadi aspek yang sangat penting
dalam memastikan efektivitas implementasinya secara objektif dan terukur. Penelitian

Lau et al (2023) mengembangkan Sustainable Procurement Disclosure Index (SPDI)
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yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi
mengenai praktik sustainable procurement dalam laporan tahunan dan laporan
keberlanjutan mereka melalui analisis konten terhadap laporan perusahaan menggunakan
indikator berbasis GRI. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak perusahaan
besar telah mengungkapkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, terdapat
kekurangan signifikan dalam pelaporan dimensi sosial dan ekonomi dari praktik
pengadaan mereka. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan perlu meningkatkan
transparansi dalam pelaporan sustainable procurement terutama dalam hal dampak sosial
dan ekonomi yang timbul dari keputusan pengadaan. Penggunaan Key Performance
Indicator (KPI) dalam mengukur implementasi sustainable procurement juga
mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam penelitian tersebut. Penelitian oleh
Wagar et al (2025) mengungkapkan bahwa KPI memungkinkan organisasi untuk menilai
keselarasan antara kebijakan dan praktik pengadaan serta mengidentifikasi area yang
memerlukan perbaikan secara sistematis. Penelitian ini menekankan bahwa KPI yang
didasarkan pada standar dan prinsip keberlanjutan seperti ISO 20400 memberikan
kerangka pengukuran yang objektif, terstruktur, dan dapat dibandingkan antar periode
maupun antar organisasi. Dengan demikian, penggunaan KPI berbasis ISO 20400 dalam
penilaian implementasi sustainable procurement dapat menghasilkan gambaran yang
lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang sejauh mana organisasi telah
mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik pengadaan mereka.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jacob Nsiah-Sarfo et al (2023)
menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan yang efektif, dukungan dari kepemimpinan
organisasi, serta kejelasan kebijakan atau regulasi merupakan faktor kunci dalam
penerapan sustainable procurement yang berhasil. Penelitian ini menggunakan
pendekatan mixed method yang menggabungkan survei dan wawancara mendalam
dengan para pelaku pengadaan di berbagai negara berkembang dan menemukan bahwa
tanpa tata kelola yang kuat dan dukungan kepemimpinan yang konsisten, implementasi
sustainable procurement akan cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.
Evaluasi pemasok berbasis kinerja dan risiko juga merupakan komponen esensial dalam

sistem sustainable procurement yang efektif karena memungkinkan organisasi untuk
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memastikan bahwa seluruh rantai pasok konsisten menerapkan prinsip-prinsip
keberlanjutan. Penelitian oleh Bag (2023) mengkaji pengelolaan risiko pemasok dalam
konteks sustainable supply chain management di perusahaan manufaktur menggunakan
pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM) dan MICMAC analysis dan
menemukan bahwa evaluasi risiko pemasok yang tidak terstruktur dan tidak berbasis data
kinerja menyebabkan perusahaan tidak mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko
keberlanjutan dalam rantai pasok secara proaktif. Penelitian oleh Kuruneri (2025) juga
mengkaji tantangan implementasi sustainable procurement di negara berkembang dan
menemukan bahwa koordinasi kebijakan yang lemah, transparansi proses yang rendah,
dan inkonsistensi pelaksanaan di tingkat operasional merupakan hambatan utama yang
mengakibatkan sistem evaluasi pemasok tidak berfungsi optimal. Oleh karena itu,
diperlukan kerangka evaluasi pemasok berbasis kinerja dan risiko yang terstruktur untuk
memastikan rantai pasok perusahaan manufaktur konsisten dengan prinsip-prinsip
sustainable procurement.

Sustainability Report telah banyak digunakan dalam penelitian sebagai sumber data
utama untuk mengevaluasi penerapan praktik keberlanjutan perusahaan secara sistematis.
Laporan tersebut mencerminkan komitmen, kebijakan, serta capaian suatu organisasi
dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sehingga relevan digunakan untuk menilai
praktik sustainable procurement (Emmanuel, 2025). Sejalan dengan itu, penelitian yang
dilakukan Muthmainnah et al (2024) menunjukkan bahwa pengungkapan dalam memiliki
pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia melalui analisis regresi linear berganda menggunakan indeks GRI
dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih transparan dalam laporan keberlanjutan
mereka khususnya pada dimensi sosial cenderung menunjukkan kinerja jangka panjang
yang lebih baik. Penelitian oleh Syamsiah & Setiawati (2024) juga menemukan bahwa
pelaporan keberlanjutan terutama pada dimensi sosial memiliki dampak positif terhadap
nilai perusahaan manufaktur di Indonesia dan menegaskan bahwa pelaporan yang baik
dapat meningkatkan persepsi positif pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang

berdampak pada nilai pasar dan reputasi jangka panjang.
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Penggunaan content analysis sebagai metode penelitian dalam mengevaluasi
implementasi keberlanjutan perusahaan telah mendapatkan penerimaan yang luas dalam
komunitas akademik karena kemampuannya menghasilkan analisis yang sistematis,
objektif, dan dapat direplikasi. Penelitian yang dilakukan Sintadevi et al. (2025)
menggunakan pendekatan content analysis terhadap Sustainability Report guna menilai
secara sistematis dan transparan sejauh mana praktik perusahaan sesuai dengan standar
atau kerangka kerja keberlanjutan dan menemukan bahwa content analysis terhadap
Sustainability Report mampu mengungkap gap antara komitmen keberlanjutan yang
dinyatakan perusahaan dengan praktik aktual yang tergambar dalam laporan. Selanjutnya
penelitian oleh Silva et al. (2026) menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak
NVivo dalam penelitian kualitatif secara signifikan meningkatkan ketelitian, konsistensi,
dan objektivitas proses pengkodean data tekstual yang berasal dari dokumen
keberlanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa NVivo membantu peneliti mengelola
volume data yang besar secara lebih efisien, menghubungkan tema dan indikator secara
terstruktur, serta menghasilkan visualisasi yang mempermudah interpretasi temuan
analisis. Oleh karena itu, integrasi content analysis berbasis NVivo dalam evaluasi
Sustainability Report merupakan pendekatan metodologis yang tepat untuk menghasilkan
evaluasi implementasi sustainable procurement yang objektif dan sistematis.

Untuk menunjukkan perkembangan penelitian terdahulu dan mengidentifikasi
research gap yang menjadi dasar dalam penelitian ini, beberapa penelitian yang berkaitan
dengan sustainable procurement dirangkum dalam Tabel 2.1. Ringkasan ini disusun
berdasarkan sektor penelitian, standar atau kerangka kerja yang digunakan, serta metode
analisis yang diterapkan oleh masing-masing penelitian. Penyusunan tabel ini bertujuan
untuk mempermudah pemetaan posisi penelitian terdahulu dan menunjukkan keterbaruan
penelitian yang dilakukan.

Keterangan:

a) Sektor
M = Manufaktur
K = Kesehatan

L = Logistik dan Rantai Pasok



b)
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KO = Konstruksi

PB = Pengadaan Publik

U = Umum / Lintas Sektor

Standar/ Kerangka Acuan

ISO = ISO 20400

GRI = Global Reporting Initiative

ESG = Environmental, Social, and Governance

SDGs = Sustainable Development Goals

Metode Analisis

CA = Content Analysis

Kuant = Kuantitatif/Statistik, seperti SEM, PLS-SEM, regresi, EFA, PCA, dan survei
kuantitatif

MCDM = Multi-Criteria Decision Making, seperti AHP, SAW, LCA, dan metode
pengambilan keputusan multikriteria

KL = Kajian Literatur

SK = Studi Kasus

AT/Kual = Analisis Tematik / Kualitatif

MM = Mixed Method

PS = Pengembangan Sistem
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Tabel 2. 1 Kajian Literatur

Peneliti Sektor Standar/ Metode
Kerangka Acuan
M KL K P U|[ISO GR ES SDG| C Kua MCD SL S AT/Ku M P
O B 2040 | G S A nt M R K al M S
0
Kurniati & N4 v
Jailani
(2023)
Adebayo et v v
al. (2024)
Ghoshetal. v v v
(2023)
Charkaoui v v
(2025)
Souza et al. V4 4 v v
(2025)
Lau et al. v v v

(2023)
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N

Peneliti

Sektor

Standar/
Kerangka Acuan

Metode

M KL K P U
O B

ISO GR ES SDG
2040 1 G S
0

C Kua

A

nt

MCD SL

M

R

S
K

AT/Ku

al

M
M

P
S

Kosalee
(2021)

Sanchez-
Flores et
(2022)

al.

Akmalia &

Kurniaty
(2024)

10

Monica et

al. (2021)

11

Nasution
(2025)

12

Muthmainn

ah et
(2024)

al.
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N Peneliti Sektor Standar/ Metode
Kerangka Acuan
M KL K P U|ISO GR ES SDG|C Kua MCD SL S AT/Ku M P
O B 2040 | G S A nt M R K al M S
0
13 Syamsiah ¢ v v
& Setiawati
(2024)
14 Jean (2024) v v v v
15 Wagaretal. V4 V4 V4
(2025)
16 Jacob v v
Nsiah-
Sarfo et al.
(2023)
17 Najla & ¢ v
Santosa
(2024)
18 Ogunsanya v v

etal. (2022)
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N Peneliti Sektor Standar/ Metode
Kerangka Acuan
M KL K P U|ISO GR ES SDG| C Kua MCD SL S AT/Ku
O B 2040 |1 G S A nt M R K al
0
19 Bag (2023) V4 V4
20 Kuruneri v v
(2025)
21 Emmanuel v v Y v v
(2025)
22 Sintadevi et V4 v V4 V4
al. (2025)
23 Silva et al. V4 V4 V4
(2026)
24 Penelitian ¢ v v v

ini
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Berdasarkan kajian literatur pada tabel 2.1 yang telah dipaparkan, penelitian
mengenai sustainable procurement telah banyak dilakukan pada berbagai sektor, seperti
manufaktur, kesehatan, logistik dan rantai pasok, konstruksi, sektor publik, serta kajian
umum lintas sektor. Penelitian sebelumnya juga menggunakan beragam standar dan
kerangka, seperti ISO 20400, GRI, ESG, dan SDGs. Dari sisi metode, penelitian terdahulu
menggunakan pendekatan yang cukup beragam, mulai dari content analysis, metode
kuantitatif seperti SEM, PLS-SEM, regresi, EFA, PCA, dan survei kuantitatif, serta
metode MCDM seperti AHP, SAW, LCA, dan pendekatan pengambilan keputusan
multikriteria lainnya. Selain itu, beberapa penelitian juga menggunakan kajian literatur,
systematic literature review, studi kasus, studi dokumentasi, analisis tematik, mixed
method, dan pengembangan sistem. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus
mengevaluasi penerapan sustainable procurement pada perusahaan manufaktur di
Indonesia dengan mengacu pada 1SO 20400 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian
ini dilakukan untuk menganalisis penerapan sustainable procurement pada PT Riau
Andalan Pulp and Paper melalui metode content analysis dengan menggunakan bantuan
software NVivo terhadap Sustainability Report perusahaan. Hasil analisis tersebut
selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun usulan perbaikan dengan mengacu

pada Best Practices yang relevan.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian penting dalam proses penelitian yang berfungsi sebagai
landasan dalam merancang langkah-langkah penelitian selanjutnya (Surahman et al.,
2020). Berikut merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini:

2.2.1 Procurement

Procurement merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen rantai pasok yang
berperan dalam memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi
untuk mendukung kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Pada awalnya,
procurement sering disamakan dengan purchasing atau aktivitas pembelian. Meskipun
sering digunakan secara bergantian, procurement dan purchasing memiliki ruang lingkup

yang berbeda. Purchasing berfokus pada aktivitas operasional yang berkaitan dengan
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proses pembelian barang atau jasa, seperti pemesanan, penerimaan barang, dan
pembayaran kepada pemasok. Sementara itu, procurement memiliki cakupan yang lebih
luas karena mencakup seluruh proses pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan,
penyusunan spesifikasi, pemilihan pemasok, negosiasi, pengelolaan kontrak, hingga
evaluasi kinerja pemasok (Van Weele, 2018). Namun, seiring berkembangnya
lingkungan bisnis yang semakin kompleks, procurement telah berkembang menjadi
fungsi strategis yang tidak hanya berorientasi pada proses transaksi pembelian, tetapi juga
mencakup pengelolaan hubungan dengan pemasok, pengendalian risiko, penciptaan nilai
(value creation), serta pencapaian tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu,
procurement saat ini dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam meningkatkan
daya saing perusahaan melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi (Béckstrand et
al., 2019).

Menurut Van Weele & Rozemeijer (2022) procurement merupakan proses
manajerial yang bertujuan memperoleh barang dan jasa dari pemasok eksternal melalui
serangkaian aktivitas yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi kinerja
pemasok. Definisi tersebut menunjukkan bahwa procurement tidak hanya berfokus pada
proses memperoleh barang atau jasa, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses
pengadaan mampu menghasilkan nilai tambah bagi organisasi melalui pengelolaan biaya,
kualitas, waktu, risiko, dan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Senada dengan
pendapat tersebut, Izatunisa & Aslami (2023) menjelaskan bahwa procurement
merupakan proses penting dalam perusahaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan
barang dan jasa secara efektif, efisien, dan transparan guna mendukung kelancaran
aktivitas operasional. Oleh karena itu, procurement tidak lagi dipandang hanya sebagai
aktivitas pembelian, tetapi telah berkembang menjadi fungsi strategis yang berkontribusi
terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan pengadaan yang terencana
dan terintegrasi.

Secara umum, proses procurement terdiri atas beberapa tahapan yang saling
berkaitan. Menurut Van Weele & Rozemeijer (2022), proses procurement dimulai dari
identifikasi kebutuhan (need recognition), yaitu proses mengenali kebutuhan organisasi

terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional. Tahap
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berikutnya adalah penyusunan spesifikasi (specification), yaitu penetapan karakteristik
teknis maupun fungsional barang atau jasa yang akan diperoleh. Setelah spesifikasi
ditetapkan, organisasi melakukan pemilihan pemasok (supplier selection) melalui proses
identifikasi, evaluasi, dan pemilihan pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan
perusahaan berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan.

Selanjutnya dilakukan negosiasi dan penyusunan kontrak (contracting), yaitu
proses mencapai kesepakatan mengenai harga, kualitas, waktu pengiriman, serta hak dan
kewajiban antara perusahaan dan pemasok. Setelah kontrak disepakati, perusahaan
melaksanakan proses pemesanan (ordering) dan diikuti dengan pemantauan pelaksanaan
kontrak (expediting and monitoring) untuk memastikan barang atau jasa diterima sesuai
spesifikasi, jumlah, kualitas, dan waktu yang telah disepakati. Tahap terakhir adalah
evaluasi kinerja pemasok (supplier evaluation), yaitu penilaian terhadap kinerja pemasok
berdasarkan indikator seperti kualitas, biaya, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap
kontrak, serta kemampuan memenuhi kebutuhan organisasi. Hasil evaluasi tersebut
selanjutnya menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait
kelanjutan hubungan kerja sama dengan pemasok pada proses pengadaan berikutnya.
Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa procurement merupakan suatu proses
yang bersifat siklus (procurement cycle) sehingga setiap tahapan saling berkaitan dan
memengaruhi keberhasilan proses pengadaan secara keseluruhan.

2.2.2 Sustainable Procurement

Sustainability merupakan konsep yang menekankan pentingnya keseimbangan antara
aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam mencapai pembangunan yang
berkelanjutan. Menurut (Purvis et al., 2019) sustainability dibangun atas tiga pilar utama
(three pillars of sustainability), yaitu keberlanjutan ekonomi (economic sustainability),
keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), dan keberlanjutan sosial (social
sustainability). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan harus dipertimbangkan
secara seimbang dalam setiap aktivitas organisasi agar mampu menciptakan nilai jangka
panjang sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Konsep ini menjadi landasan bagi berbagai praktik keberlanjutan dalam organisasi,
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termasuk penerapan sustainable procurement yang mengintegrasikan pertimbangan
ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam setiap proses pengadaan.

Menurut CIPS (2022) sustainable procurement adalah cara sebuah perusahaan
untuk menjalankan proses pengadaan dengan tidak hanya mempertimbangkan harga dan
kualitas, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, dalam
praktiknya, pengadaan berkelanjutan mencakup kepatuhan terhadap aturan lingkungan,
penggunaan bahan berbahaya dan limbah dalam rantai pasok, serta pemilihan pemasok
yang menerapkan praktik kerja yang adil. Untuk menerapkan sustainable procurement,
perusahaan harus memasukkan tiga aspek tersebut ke dalam setiap keputusan pengadaan
(Lau etal., 2023).

Penerapan pengadaan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa proses
pengadaan dilakukan secara etis, adil, dan bertanggung jawab oleh seluruh pihak yang
terlibat. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan, penerapan tata kelola yang baik,
pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif,
serta pengelolaan risiko. Penerapan pengadaan berkelanjutan juga memberikan berbagai
manfaat, seperti pengurangan risiko ekonomi dan reputasi, peningkatan kepatuhan hukum
di sepanjang rantai pasok, peningkatan kesejahteraan dan produktivitas karyawan,
penambahan nilai ekonomi, peningkatan efektivitas komunikasi antara organisasi dan
pemasok, peningkatan transparansi, serta dorongan terhadap inovasi (Charkaoui, 2025).

Menurut Alibasic (2020) untuk menekan risiko keberlanjutan dalam rantai pasok,
perusahaan harus menerapkan praktik pengadaan berkelanjutan sebagai bagian dari
strategi bisnisnya. Berdasarkan prinsip quadruple bottom line, pengadaan berkelanjutan
dipahami sebagai proses pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara efisien dan
efektif dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga
memperhatikan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, serta penerapan tata kelola
yang baik. Pendekatan ini mendorong perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh
proses pengadaan, mulai dari pemilihan pemasok hingga penggunaan material, dilakukan
secara bertanggung jawab sehingga dapat mengurangi risiko lingkungan dan sosial,
meningkatkan transparansi, serta mendukung keberlanjutan rantai pasok dalam jangka
panjang (Akmalia & Kurniaty, 2024).
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2.2.3 1SO 20400

ISO 20400 merupakan standar internasional yang memberikan panduan bagi organisasi
dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan atau sustainable procurement. Standar ini
membantu organisasi mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam proses pengadaan,
sehingga keputusan pengadaan tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi
juga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. ISO 20400 menekankan beberapa prinsip
penting, antara lain akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, kesempatan yang adil,
penghormatan terhadap kepentingan pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap hukum
dan standar internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, inovasi, fokus pada
kebutuhan organisasi, integrasi dalam proses bisnis, analisis biaya secara menyeluruh,
serta perbaikan berkelanjutan (Asa, 2017; Charkaoui, 2025).

ISO 20400 merupakan guidance standard yang dikembangkan untuk memberikan
panduan kepada organisasi dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam
kebijakan, strategi, dan proses pengadaan. Standar ini tidak menetapkan persyaratan
sertifikasi, melainkan menyediakan pedoman yang fleksibel sehingga dapat diterapkan
oleh berbagai jenis organisasi sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan konteks
masing-masing. Dengan karakteristik tersebut, 1ISO 20400 dapat digunakan sebagai acuan
dalam mengevaluasi pengungkapan sustainable procurement berdasarkan informasi yang
tersedia dalam Sustainability Report, sehingga memungkinkan organisasi menilai sejauh
mana prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan telah diungkapkan secara sistematis dan
komprehensif (Akot & Laiphrakpam, 2024).

Berbeda dengan GRI Standards yang berorientasi pada pelaporan dampak
keberlanjutan organisasi, 1SO 20400 berfungsi sebagai pedoman yang membantu
organisasi mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh tahapan proses
pengadaan. Oleh karena itu, ISO 20400 tidak hanya menekankan aspek pengungkapan
informasi, tetapi juga memberikan panduan operasional mengenai bagaimana organisasi
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi proses sustainable
procurement. Karakteristik tersebut menjadikan ISO 20400 lebih sesuai digunakan
sebagai acuan dalam mengevaluasi pengungkapan sustainable procurement berdasarkan

informasi yang tersedia dalam Sustainability Report (Sanchez et al., 2026).
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Secara umum, ISO 20400 terdiri atas beberapa klausul yang menjelaskan
bagaimana keberlanjutan dapat dipahami, diintegrasikan ke dalam kebijakan,
diorganisasikan dalam fungsi pengadaan, dan diterapkan dalam proses pengadaan. Dalam
penelitian ini, pembahasan difokuskan pada Klausul 7 karena klausul tersebut secara
langsung berkaitan dengan integrasi keberlanjutan ke dalam proses pengadaan. Klausul 7
menjadi penting karena menjelaskan tahapan operasional pengadaan berkelanjutan, mulai
dari perencanaan pengadaan, penyusunan spesifikasi, pemilihan pemasok, pengelolaan

kontrak, hingga evaluasi dan pembelajaran dari pelaksanaan kontrak (Souza et al., 2025).

Integrating Sustainability into Procurement
Integrating
sustainability

Building on the existing requirements into the

process specifications Managing the contract
Establishing a foundation Incorporating sustainability Overseeing contracts to

for sustainability criteria into project ensure sustainability
integration specifications compliance

Planning Selecting suppliers Reviewing and learning

. Sz 5 . : from the contract
Developing strategies for Choosing suppliers based

sustainable procurement on sustainability criteria Evaluating contracts to
derive sustainability
insights

Gambar 2. 1 Klausul 7 1SO 20400: Mengintegrasikan Keberlanjutan ke dalam Proses
Pengadaan
Sumber: (Charkaoui, 2025)

2.2.4 Sustainability Report

Sustainability report merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan untuk menyajikan
dan mengungkapkan informasi mengenai kinerja keberlanjutan organisasi kepada
stakeholders, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Laporan ini berisi penjelasan
mengenai berbagai aspek sebagai wujud keterbukaan serta tanggung jawab perusahaan
dalam menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Sustainability Report
berfungsi sebagai sarana komunikasi perusahaan dalam menyampaikan komitmen,
kebijakan, dan hasil pencapaian keberlanjutan selama periode pelaporan tertentu (Agama
& Zubairu, 2022).
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Agar informasi yang disampaikan memiliki struktur yang seragam dan dapat
diperbandingkan, penyusunan Sustainability Report umumnya mengacu pada Global
Reporting Initiative (GRI) Standards. GRI merupakan standar pelaporan keberlanjutan
yang paling banyak digunakan secara global dan dikembangkan untuk membantu
organisasi mengidentifikasi, mengukur, serta mengungkapkan dampak ekonomi,
lingkungan, dan sosial secara transparan, konsisten, dan dapat dibandingkan
antarorganisasi. GRI Standards terdiri atas tiga kelompok standar utama, yaitu Universal
Standards, Sector Standards, dan Topic Standards, yang memungkinkan organisasi
menyusun laporan sesuai karakteristik industri dan isu material yang dihadapi. Dengan
struktur tersebut, GRI tidak hanya meningkatkan transparansi perusahaan, tetapi juga
memudahkan investor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam
mengevaluasi kinerja keberlanjutan organisasi (Emmanuel, 2025).

Meskipun GRI Standards telah menjadi acuan utama dalam penyusunan
Sustainability Report, standar ini berfokus pada pengungkapan dampak keberlanjutan
perusahaan secara umum dan tidak menyediakan pedoman operasional yang secara
khusus mengevaluasi proses pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement).
Dengan demikian, informasi mengenai aktivitas pengadaan dalam Sustainability Report
umumnya masih tersebar pada beberapa indikator yang berkaitan dengan rantai pasok,
pemasok, maupun aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga belum mampu
memberikan gambaran secara spesifik mengenai kualitas pengungkapan sustainable
procurement.

Pelaporan keberlanjutan diperlukan karena laporan keuangan saja dinilai belum
cukup untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh, terutama dari perspektif
keberlanjutan. Dalam konteks ini, manajemen perusahaan dituntut untuk bertanggung
jawab atas keputusan bisnis yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga
pada aspek sosial dan lingkungan, sesuai dengan konsep Triple Bottom Line yang
mencakup profit, people, dan planet. Oleh karena itu, sustainability report menjadi sarana
penting bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas, komitmen, dan Kkinerja

keberlanjutan, meskipun dalam praktiknya laporan ini masih sering digunakan sebagai
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tolok ukur keberhasilan perusahaan yang cenderung dikaitkan dengan pencapaian kinerja
secara keseluruhan (Hapsari, 2023).

2.2.5 Analisis Konten

Analisis konten adalah metode penelitian yang dapat digunakan dalam pendekatan
kualitatif maupun kuantitatif untuk memahami isi suatu data, khususnya data berbentuk
teks. Proses analisis ini dimulai dengan mengkaji data tertulis, kemudian peneliti
membangun pemahaman berdasarkan sudut pandang dan tujuan penelitian. Selanjutnya,
data tersebut dikelompokkan melalui proses pemberian kode (coding), lalu hasilnya
ditafsirkan dan dijelaskan dalam bentuk uraian agar makna yang terkandung dalam data
dapat dipahami dengan lebih jelas (Rozali, 2022). Teknik analisis konten merupakan
metode penelitian yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap isi pesan
atau informasi yang terdapat dalam bahan tertulis maupun cetak, seperti yang disajikan
melalui berbagai media massa (Hakim & Sudradjat, 2024).

Tahapan dasar dalam perancangan dan pelaksanaan penelitian menggunakan
analisis konten meliputi enam langkah utama. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan
menyusun pertanyaan penelitian dan hipotesis, kemudian menentukan serta menyeleksi
sumber data yang akan dianalisis. Selanjutnya, peneliti menyusun kategori analisis yang
digunakan sebagai acuan, mengumpulkan dokumen sampel dan melakukan proses
pengodean. Tahap berikutnya adalah menyusun skala dan indikator pengukuran
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan diakhiri dengan melakukan interpretasi
atau penafsiran terhadap hasil data yang telah dianalisis (Lisnawati & Mulyati, 2021).

Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan untuk memetakan informasi
dalam sustainability report berdasarkan indikator yang telah disusun mengacu pada ISO
20400. Hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan
perhitungan skor dengan metode scoring. Scoring dilakukan untuk menilai kualitas
pengungkapan informasi yang disampaikan perusahaan serta sejauh mana pengungkapan
implementasi praktik sustainable procurement dapat diidentifikasi berdasarkan informasi
yang diungkapkan dalam Sustainability Report (Anggraeni & Djakman, 2018; Kusrini et

al., 2026; Santos et al., 2025). Proses penilaian dilakukan berdasarkan dua aspek utama,
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yaitu penilaian substansi dan penilaian disclosure, Skor diberikan menggunakan skala 0
hingga 3 dengan kriteria sebagai berikut:
a) Penilaian Disclosure
Penilaian disclosure digunakan untuk menilai kualitas pengungkapan informasi terkait
indikator sustainable procurement dalam Sustainability Report APRIL 2024.
Penilaian ini berfokus pada sejauh mana informasi mengenai indikator disampaikan
dalam laporan, mulai dari tidak adanya pengungkapan, penyebutan singkat, uraian
kualitatif, hingga pengungkapan yang dilengkapi data kuantitatif atau angka
pendukung. Adapun kriteria penilaian disclosure adalah sebagai berikut:
e Nilai 0: Tidak ditemukan pengungkapan informasi terkait indikator yang dinilai.
e Nilai 1: Informasi hanya disebutkan secara singkat tanpa penjelasan lebih lanjut.
e Nilai 2: Informasi telah diungkapkan dan dijelaskan secara kualitatif, tetapi belum
dilengkapi data kuantitatif.
e Nilai 3: Informasi diungkapkan secara kualitatif dan dilengkapi data kuantitatif
atau angka pendukung.
b) Penilaian Substansi
Penilaian substansi digunakan untuk menilai kedalaman pengungkapan implementasi
praktik sustainable procurement pada setiap indikator ISO 20400. Penilaian ini tidak
hanya melihat apakah informasi disebutkan dalam laporan, tetapi juga menilai sejauh
mana implementasi telah dijalankan secara konkret, terstruktur, sistematis, melibatkan
pemangku kepentingan, serta didukung oleh mekanisme pengelolaan yang jelas.
Adapun kriteria penilaian substansi adalah sebagai berikut:
e Nilai 0: Tidak ditemukan informasi implementasi terkait indikator yang dinilai.
e Nilai 1: Pengungkapan masih bersifat simbolik, berupa komitmen, kebijakan
umum, atau pernyataan normatif tanpa bukti pelaksanaan konkret.
e Nilai 2: Implementasi telah diungkapkan, tetapi masih terbatas, belum
sepenuhnya terstruktur dan tersistematis, serta keterlibatan pemangku
kepentingan masih terbatas.
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e Nilai 3: Implementasi telah menjadi bagian dari strategi inti perusahaan,
dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, didukung anggaran, pelatihan,
keterlibatan pemangku kepentingan, pengukuran dan audit Kinerja rutin,
pemanfaatan teknologi, bukti perbaikan berkelanjutan, serta selaras dengan
regulasi dan standar yang berlaku.

Penilaian disclosure dan substansi dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan
informasi yang tersedia dalam Sustainability Report APRIL 2024. Oleh karena itu, skor
yang diberikan tidak dimaknai sebagai penilaian mutlak terhadap seluruh praktik internal
perusahaan, melainkan sebagai penilaian terhadap sejauh mana praktik sustainable
procurement diungkapkan dan dapat ditelusuri melalui laporan keberlanjutan yang
dianalisis.

Berdasarkan kriteria tersebut, setiap kutipan yang telah diklasifikasikan ke dalam
indikator 1SO 20400 kemudian diberikan skor sesuai dengan tingkat substansi
implementasi dan kualitas pengungkapannya. Hasil penilaian ini selanjutnya digunakan
untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai penerapan praktik sustainable
procurement dalam Sustainability Report APRIL 2024. Skor akhir pada setiap indikator
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

SQI;

or= SQMAX 21

Keterangan:

QI;: Kualitas pengungkapan indikator perusahaan (i)

SQ1I;: Skor pengungkapan indikator perusahaan (i)

SQMAX: Skor maksimum kualitas indikator perusahaan

Berdasarkan rumus tersebut, nilai Quality Index (QI) digunakan untuk
menggambarkan tingkat kualitas pengungkapan pada setiap indikator sustainable
procurement. Nilai QI diperoleh dari perbandingan antara skor pengungkapan indikator
yang dicapai perusahaan dengan skor maksimum yang dapat diperoleh pada indikator
tersebut. Semakin tinggi nilai QI yang dihasilkan, semakin baik kualitas pengungkapan
informasi yang disampaikan perusahaan terhadap indikator yang dinilai. Sebaliknya, nilai

QI yang rendah menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan masih terbatas
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sehingga kualitas pengungkapannya belum optimal. Oleh karena itu, nilai QI digunakan
sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas pengungkapan sustainable procurement
dalam Sustainability Report PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).

2.2.6 NVivo

NVivo adalah perangkat lunak analisis data kualitatif yang digunakan untuk membantu
peneliti dalam mengelola, menganalisis, dan menafsirkan data berbasis teks secara
sistematis. NVivo memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kata kunci, tema,
serta perkembangan topik penelitian melalui proses pengodean dan visualisasi data (Uula
& lzza, 2023).

Melalui pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia dalam NVivo, peneliti dapat
menganalisis data teks yang bersumber dari berbagai literatur relevan, meliputi artikel
jurnal, peraturan perundang-undangan, serta publikasi pendukung lainnya yang berkaitan
dengan topik yang sedang di jalankan (Bagaskara & Rohmadi, 2024).

2.2.7 Fishbone Diagram dan 5 Whys's

Fishbone Diagram merupakan salah satu metode analisis yang digunakan untuk
mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai faktor penyebab yang berkontribusi
terhadap terjadinya suatu permasalahan. Metode ini menggambarkan hubungan sebab-
akibat secara sistematis dalam bentuk diagram yang menyerupai tulang ikan, sehingga
memudahkan proses penelusuran akar penyebab masalah (El Farisi et al., 2025).

Dalam penerapannya, faktor-faktor penyebab dikelompokkan ke dalam beberapa
kategori utama yang dikenal sebagai 5SM+1E, yaitu manusia (man), mesin (machine),
material (material), metode (method), pengukuran (measurement) dan lingkungan
(environment) (Setiawan et al., 2025). Dengan mengelompokkan penyebab berdasarkan
kategori-kategori tersebut, diagram fishbone mampu memberikan gambaran yang lebih
jelas mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah. Oleh karena
itu, metode ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi akar penyebab secara
lebih efektif serta mendukung penyusunan tindakan perbaikan yang lebih tepat sasaran
untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama (Aristriyana & Ahmad Fauzi,
2023).
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Setelah faktor-faktor penyebab permasalahan dikelompokkan menggunakan
Fishbone Diagram, analisis kemudian dilanjutkan dengan metode Five Whys. Metode ini
digunakan untuk menelusuri setiap faktor penyebab secara lebih mendalam, sehingga
akar permasalahan yang sebenarnya dapat diidentifikasi dengan lebih jelas.

Five Whys merupakan salah satu metode paling sederhana dalam analisis akar
penyebab (root cause analysis) yang dilakukan secara terstruktur. Metode ini
menggunakan serangkaian pertanyaan “mengapa” untuk menelusuri hubungan sebab-
akibat yang mendasari suatu permasalahan hingga ditemukan penyebab utamanya (De
Fretes, 2022).

The
problem is...
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Gambar 2. 2 5 Why's
Sumber: (De Fretes, 2022)

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan “mengapa” secara berulang
terhadap suatu masalah hingga diperoleh penyebab yang paling mendasar. Tahapan
analisis dimulai dengan menetapkan permasalahan utama atau faktor penyebab awal yang
akan dianalisis. Selanjutnya, dilakukan identifikasi kemungkinan penyebab melalui
diskusi dan pengumpulan informasi yang relevan. Setiap penyebab yang ditemukan
kemudian ditelusuri lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan “mengapa hal tersebut
dapat terjadi”. Proses ini dilakukan secara berulang hingga tidak ditemukan lagi penyebab
yang lebih mendasar (Rohani & Suhartini, 2021).

2.2.8 Best Practice Supply Chain Operations Reference 14
Supply Chain Operations Reference (SCOR) merupakan kerangka kerja yang digunakan
untuk memetakan, mengukur, menganalisis, dan meningkatkan Kkinerja rantai pasok

secara terintegrasi. SCOR tidak hanya memuat proses utama rantai pasok, tetapi juga
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menyediakan best practice yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun
rekomendasi perbaikan proses bisnis dan rantai pasok perusahaan (Sholeh et al., 2021).

SCOR versi 14 terdiri atas empat komponen utama, yaitu Process, Performance,
Practices, dan People. Komponen Process digunakan untuk memetakan aktivitas utama
dalam rantai pasok, sedangkan Performance menyediakan indikator untuk mengukur
Kinerja setiap proses rantai pasok. Komponen Practices memuat kumpulan praktik
terbaik (best practices) yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan efektivitas
proses bisnis, sementara People berfokus pada kompetensi dan keterampilan sumber daya
manusia yang diperlukan untuk mendukung setiap proses rantai pasok. Keempat
komponen tersebut saling melengkapi dalam mendukung peningkatan Kinerja rantai
pasok secara menyeluruh (ASCM, 2022).

Dalam konteks rantai pasok, best practice digunakan sebagai acuan untuk
menyusun perbaikan terhadap proses yang belum berjalan optimal, baik pada aspek
perencanaan, pengadaan, pengelolaan pemasok, pengukuran kinerja, maupun koordinasi
antar fungsi. Pada model SCOR, best practice menjadi salah satu komponen penting
karena SCOR tidak hanya memetakan proses rantai pasok, tetapi juga menghubungkan
proses, metrik kinerja, praktik terbaik, dan sumber daya manusia ke dalam satu kerangka
yang terstruktur (Wibowo & Sholeh, 2016). Dalam penelitian ini, komponen yang
digunakan adalah Practices karena menyediakan kumpulan best practices yang dapat
dijadikan acuan dalam menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi
pengungkapan sustainable procurement. Sementara itu, komponen Process,
Performance, dan People tidak digunakan karena penelitian ini memanfaatkan data
sekunder berupa Sustainability Report, sehingga tidak memungkinkan untuk
mengevaluasi proses operasional, Kinerja rantai pasok, maupun kompetensi sumber daya
manusia secara langsung. Oleh karena itu, komponen Practices dinilai paling sesuai
untuk mendukung penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan kesenjangan

pengungkapan yang telah diidentifikasi.
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BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Sustainability Report APRIL 2024 sebagai sumber data
sekunder yang dianalisis untuk menilai pengungkapan sustainable procurement.
Pemilihan laporan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengungkapan
keberlanjutan terkait kegiatan operasional, pemasok, dan pengadaan PT Riau Andalan
Pulp and Paper (PT RAPP) tercakup dalam Sustainability Report APRIL 2024. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini istilah APRIL/RAPP digunakan untuk menunjukkan
bahwa data pengungkapan berasal dari Sustainability Report APRIL 2024, sedangkan
konteks analisis diarahkan pada pengungkapan praktik sustainable procurement yang

berkaitan dengan PT RAPP sebagai unit operasional APRIL Group di Indonesia.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis untuk
menganalisis pengungkapan sustainable procurement pada PT Riau Andalan Pulp and
Paper (PT RAPP). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan
validasi expert. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang
bersumber dari Sustainability Report APRIL 2024 yang dipublikasikan secara resmi oleh
perusahaan. Laporan tersebut dianalisis secara sistematis dengan mengacu pada 1SO
20400, khususnya Klausul 7 yang berkaitan dengan integrasi keberlanjutan dalam proses
pengadaan.

Informasi yang relevan dalam sustainability report kemudian diidentifikasi dan
dipetakan ke dalam indikator sustainable procurement yang disusun berdasarkan masing-
masing kategori pada Klausul 7 ISO 20400. Proses analisis data didukung dengan
penggunaan perangkat lunak NVivo untuk membantu proses coding, pengelompokan
data, dan pemetaan informasi agar hasil analisis lebih terstruktur. Selain itu, penelitian ini
juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui validasi expert dengan melibatkan

akademisi dan praktisi. Validasi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan
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penyebaran Google Form untuk memastikan bahwa scoring disclosure, scoring
substansi, serta usulan perbaikan yang disusun telah sesuai dengan pemahaman
konseptual, standar 1SO 20400, dan praktik sustainable procurement yang relevan di
lapangan.

Proses coding dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada indikator Key
Performance Indicator (KPI) yang disusun berdasarkan Klausul 7 1SO 20400. Setiap
informasi yang relevan dalam Sustainability Report diidentifikasi, kemudian
diklasifikasikan ke dalam node sesuai dengan kategori indikator yang telah ditetapkan.
Penggunaan NVivo dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu proses
pengelompokan data secara konsisten, mempermudah penelusuran kembali setiap
kutipan yang telah dikodekan (traceability), serta meningkatkan keterlacakan proses
analisis sehingga setiap hasil penilaian dapat ditelusuri kembali pada sumber informasi

yang terdapat dalam Sustainability Report.

3.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari hasil validasi expert yang melibatkan akademisi dan praktisi
yang memiliki pemahaman terkait sustainable procurement, pengadaan, dan
keberlanjutan. Data primer ini dikumpulkan melalui kegiatan Focus Group Discussion
dan penyebaran Google Form sebagai instrumen validasi. Hasil validasi digunakan untuk
menilai kesesuaian scoring disclosure, scoring substansi, serta usulan perbaikan yang
telah disusun oleh peneliti berdasarkan 1SO 20400.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Sustainability
Report APRIL 2024 yang dipublikasikan secara resmi melalui situs website perusahaan.
Data yang digunakan mencakup informasi mengenai kebijakan, program, dan praktik
keberlanjutan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pengadaan dan
rantai pasok PT RAPP, seperti tata kelola pengadaan, keterlibatan pemasok, pengelolaan
risiko keberlanjutan, serta integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu,

data sekunder juga diperoleh melalui kajian pustaka berupa buku dan artikel jurnal ilmiah
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yang relevan dengan topik penelitian dan dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, yang

digunakan untuk memperkuat landasan teori serta pengembangan indikator penelitian.

3.4 Alur Penelitian
Berikut merupakan alur penelitian pada penelitian ini:

Identifikasi
Permasalahan

! !

Studi Literatur Hasil dan Pembahasan

F

Validasi Scoring dan Usulan
Perbaikan oleh Anhli melalui
Focus Group Discussion

v

h 4

Pemberian Usulan Perbaikan

Pengolahan Data berdasarkan Best Practices

Analisis Pengungkapan SCOR 14
Pengadaan
Berkelanjutan |

Berdasarkan IS0 20400

dengan Software NVivo
Kesimpulan dan Saran

h 4

Pemberian Scoring

Substansi dan Disclosure @

Gambar 3. 1 Alur Penelitian
Pada gambar 3.1 terdapat alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut
merupakan uraian alur yang dilaksanakan:
1. Mulai
Penelitian diawali dengan penentuan topik penelitian, yaitu pengungkapan
sustainable procurement berdasarkan ISO 20400. Objek yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Sustainability Report APRIL 2024 sebagai sumber data utama

untuk menelaah praktik sustainable procurement pada PT Riau Andalan Pulp and
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Paper. Melalui laporan tersebut, peneliti dapat mengkaji sejauh mana informasi
mengenai sustainable procurement telah diungkapkan dalam Sustainability Report
berdasarkan 1SO 20400.

Identifikasi Permasalahan

Tahap identifikasi permasalahan dilakukan untuk menentukan fokus utama
penelitian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana
pengungkapan sustainable procurement pada PT RAPP telah tercermin dalam
Sustainability Report berdasarkan indikator ISO 20400. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang pengungkapannya masih belum
optimal sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan usulan perbaikan untuk

meningkatkan kualitas pengungkapan sustainable procurement.

. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk membangun dasar teori dan memperkuat metode yang
digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan menelaah
berbagai referensi yang relevan, seperti jurnal, buku, standar, dan dokumen
pendukung yang berkaitan dengan sustainable procurement, SO 20400,
sustainability report, content analysis, NVivo, KPI, metode scoring, fishbone
diagram, Five Why’s Analysis, serta Best Practice SCOR 14.

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu berdasarkan
beberapa aspek, yaitu sektor penelitian, standar atau kerangka acuan yang digunakan,
serta metode analisis yang diterapkan. Dari sisi sektor, penelitian terdahulu
dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, seperti manufaktur, kesehatan, logistik
dan rantai pasok, konstruksi, sektor publik, serta kajian umum lintas sektor. Dari sisi
standar atau kerangka, penelitian terdahulu dikaji berdasarkan penggunaan ISO
20400, GRI, ESG, dan SDGs. Sementara itu, dari sisi metode, penelitian terdahulu
dipetakan berdasarkan metode content analysis, kuantitatif/statistik, MCDM, kajian
literatur atau systematic literature review, studi kasus atau dokumentasi, analisis

tematik/kualitatif, mixed method, dan pengembangan sistem.
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4. Pengolahan Data
Pada tahap pengolahan data, penelitian ini menggunakan Sustainability Report
APRIL 2024 sebagai objek analisis utama. Pengolahan data dilakukan untuk
mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengungkapan sustainable
procurement pada PT Riau Andalan Pulp and Paper, kemudian memetakannya ke
dalam indikator yang disusun berdasarkan klausul 7 ISO 20400. Secara umum,
tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Pengungkapan Sustainable Procurement Berdasarkan KPI 1SO 20400
Tahap awal pengolahan data dilakukan dengan mengunggah Sustainability Report
APRIL 2024 ke dalam perangkat lunak NVivo 15. Dokumen tersebut kemudian
dianalisis menggunakan metode content analysis dengan mengacu pada indikator Key
Performance Indicator (KPI) sustainable procurement yang disusun berdasarkan
Klausul 7 1SO 20400. Setiap informasi yang berkaitan dengan pengungkapan
sustainable  procurement diidentifikasi, dikodekan (coding), kemudian
dikelompokkan ke dalam node sesuai dengan indikator KPI yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga konsistensi proses coding dan meningkatkan keandalan
(reliability) hasil analisis, proses coding dilakukan secara sistematis menggunakan
perangkat lunak NVivo 15 dengan mengacu pada indikator Key Performance
Indicator (KPI) yang disusun berdasarkan Klausul 7 1ISO 20400. Penggunaan NVivo
dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengelola, mengorganisasi,
dan mendokumentasikan data hasil coding, namun proses interpretasi terhadap data
tetap dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator yang telah ditetapkan (Zamawe,
2015). Oleh karena itu, setiap informasi yang relevan dalam Sustainability Report
dikodekan ke dalam node sesuai dengan kategori indikator yang telah ditetapkan
sehingga proses identifikasi, pengelompokan, dan dokumentasi data dilakukan secara
konsisten. Selanjutnya, peneliti melakukan pengecekan ulang (review coding)
terhadap hasil coding untuk memastikan bahwa setiap kutipan telah diklasifikasikan
pada kategori yang sesuai serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan
klasifikasi. Seluruh proses coding terdokumentasi dalam NVivo sehingga membentuk

audit trail yang memungkinkan setiap hasil analisis ditelusuri kembali pada sumber
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data aslinya, sehingga mendukung transparansi dan keterlacakan proses analisis
(Paulus et al., 2017). Adapun untuk meningkatkan kredibilitas (validity) hasil
penelitian, hasil coding yang telah diperoleh selanjutnya divalidasi melalui expert
validation pada tahap berikutnya guna memastikan bahwa interpretasi terhadap setiap
indikator telah sesuai dengan pedoman 1SO 20400 sebelum dilakukan proses scoring.
. Pemberian scoring substansi dan disclosure

Setelah kutipan atau pengungkapan yang relevan dikumpulkan, setiap indikator KPI
kemudian dinilai menggunakan skala 0 sampai 3 berdasarkan dua aspek, yaitu
substansi dan disclosure. Penilaian substansi digunakan untuk menilai sejauh mana
informasi yang diungkapkan dalam Sustainability Report menunjukkan bukti,
mekanisme, kebijakan, maupun bentuk implementasi praktik sustainable
procurement yang dilaporkan perusahaan. Sementara itu, penilaian disclosure
digunakan untuk menilai tingkat kelengkapan informasi yang diungkapkan dalam
Sustainability Report. Sementara itu, penilaian disclosure digunakan untuk menilai
kualitas dan kelengkapan informasi sustainable procurement yang diungkapkan
dalam Sustainability Report. Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini
disajikan pada Tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Penjelasan Skor Scoring

Skor Disclosure Substansi

0 Tidak ditemukan Tidak  ditemukan informasi
pengungkapan informasi implementasi terkait indikator.
terkait indikator.

1 Informasi hanya disebutkan Pengungkapan masih bersifat
secara singkat tanpa penjelasan simbolik, berupa komitmen,
lebih lanjut. kebijakan umum, atau pernyataan

normatif tanpa bukti pelaksanaan
konkret.

2 Informasi  diungkapkan dan Implementasi telah diungkapkan,

dijelaskan secara kualitatif,

tetapi masih terbatas, belum
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Skor Disclosure

Substansi

tetapi belum dilengkapi data

sepenuhnya  terstruktur  dan

kuantitatif tersistematis, serta Kketerlibatan
pemangku kepentingan masih

terbatas.
3 Informasi diungkapkan secara Implementasi  telah  menjadi

kualitatif dan dilengkapi data
kuantitatif atau angka
pendukung.

bagian  dari  strategi  inti
perusahaan, dilaksanakan secara
terstruktur ~ dan  sistematis,
didukung anggaran, pelatihan,
keterlibatan pemangku
kepentingan, pengukuran dan
audit kinerja rutin, pemanfaatan
teknologi,  bukti  perbaikan
berkelanjutan,  serta  selaras
dengan regulasi dan standar yang

berlaku.

Skor akhir pada setiap indikator dihitung dengan membandingkan skor yang

diperoleh dengan skor maksimum yang dapat dicapai. Perhitungan ini dilakukan

untuk memperoleh nilai persentase pada masing-masing kategori, sehingga hasil

penilaian dapat dibandingkan antar indikator. Hasil scoring tersebut kemudian

digunakan untuk menentukan kategori yang masih memiliki kesenjangan, khususnya

kategori dengan nilai substansi di bawah 100%.

. Validasi Scoring dan Usulan Perbaikan

Tahap validasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil coding, scoring disclosure,

scoring substansi, serta usulan perbaikan yang disusun telah sesuai dengan indikator

ISO 20400 dan konsep sustainable procurement. Validasi bertujuan untuk

meningkatkan validitas hasil penelitian melalui penilaian dari pihak yang memiliki
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kompetensi sesuai dengan bidang pengadaan berkelanjutan sehingga interpretasi yang
dilakukan peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

Pemilihan expert dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan pertimbangan kompetensi
dan pengalaman yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena
penelitian tidak memerlukan jumlah responden yang besar, melainkan membutuhkan
penilai yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sustainable procurement,
supply chain, dan standar 1SO 20400 sehingga mampu memberikan penilaian secara
objektif terhadap hasil analisis yang disusun (Campbell et al., 2020).

Penelitian ini melibatkan tujuh expert yang terdiri atas empat akademisi dan tiga
praktisi. Keterlibatan akademisi bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian hasil
analisis dengan konsep, indikator, dan pedoman ISO 20400, sedangkan praktisi
memberikan penilaian berdasarkan pengalaman implementasi sustainable
procurement dalam dunia industri. Kombinasi kedua kelompok expert tersebut
diharapkan mampu menghasilkan proses validasi yang lebih komprehensif karena
mempertimbangkan aspek teoritis sekaligus aspek praktis. Jumlah expert yang
digunakan didasarkan pada kecukupan kompetensi (information-rich participants)
untuk memberikan penilaian terhadap hasil analisis, sesuai dengan karakteristik
penelitian kualitatif yang lebih menekankan kualitas informasi dibandingkan jumlah
partisipan (Campbell et al., 2020).

Proses validasi diawali dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang
difasilitasi oleh dosen pembimbing untuk mendiskusikan hasil coding, scoring
disclosure, scoring substansi, serta usulan perbaikan yang telah disusun peneliti.
Setelah proses diskusi selesai, setiap expert diminta memberikan penilaian secara
independen melalui Google Form menggunakan skala Likert 1-5. Selain memberikan
penilaian, expert juga dapat menyampaikan saran dan masukan terhadap hasil
analisis. Seluruh masukan yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan sebagai
dasar penyempurnaan hasil scoring dan rekomendasi perbaikan sebelum dilakukan

pembahasan akhir penelitian.
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6. Hasil dan Pembahasan
Pada tahap ini, seluruh hasil pengolahan data dibahas secara lebih mendalam untuk
mengetahui gambaran pengungkapan sustainable procurement pada PT Riau
Andalan Pulp and Paper berdasarkan Sustainability Report APRIL 2024. Pembahasan
mencakup hasil pengungkapan sustainability report mengacu pada indikator 1SO
20400, hasil penilaian disclosure dan substansi, serta analisis kesenjangan
pengungkapan. Kategori dengan nilai substansi rendah kemudian dianalisis lebih
lanjut menggunakan fishbone diagram dan Five Why’s Analysis untuk mengetahui
faktor penyebab serta akar permasalahan yang mendasari rendahnya kualitas
pengungkapan maupun substansi informasi yang diungkapkan dalam Sustainability
Report.

7. Pemberian Usulan Perbaikan
Setelah akar permasalahan diperoleh, tahap selanjutnya adalah menyusun usulan
perbaikan dengan mengacu pada Best Practice SCOR 14 yang sesuai dengan konteks
akar permasalahan. Pemilihan best practice dilakukan dengan menyesuaikan akar
permasalahan pada fishbone diagram. Pendekatan ini digunakan agar rekomendasi
yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi lebih terarah sesuai dengan akar
penyebab rendahnya kualitas pengungkapan sustainable procurement.

8. Kesimpulan dan Saran
Tahap kesimpulan dan saran dilakukan setelah seluruh proses analisis selesali.
Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah
dan tujuan penelitian, khususnya terkait pengungkapan sustainable procurement pada
PT Riau Andalan Pulp and Paper berdasarkan 1SO 20400. Sementara itu, saran
diberikan sebagai masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas
pengungkapan sustainable procurement, serta sebagai referensi bagi penelitian
selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa.

9. Selesai
Penelitian diakhiri dengan penyusunan laporan tugas akhir yang memuat hasil
evaluasi pengungkapan sustainable procurement dan usulan perbaikan berbasis Best

Practice SCOR 14. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
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secara akademik dalam pengembangan kajian sustainable procurement berbasis ISO
20400, serta memberikan kontribusi praktis berupa arahan perbaikan yang dapat
digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pengungkapan sustainable

procurement pada PT Riau Andalan Pulp and Paper.
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BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sustainability Report APRIL 2024
dengan tema Staying the Course atau Tetap di Jalur. Laporan ini merupakan laporan
keberlanjutan ke-16 yang diterbitkan oleh Asia Pacific Resources International Holdings
Ltd. atau APRIL Group. Laporan tersebut memuat kinerja keberlanjutan perusahaan
untuk periode pelaporan tahun 2024, yaitu dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31
Desember 2024. Dalam penelitian ini, laporan tersebut digunakan sebagai objek utama
analisis karena memuat informasi mengenai kebijakan, strategi, program, capaian, serta
praktik keberlanjutan perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan, pemasok, dan
pengelolaan rantai pasok.

Laporan ini juga memuat informasi yang relevan dengan penelitian sustainable
procurement, terutama pada bagian pengadaan kayu dan serat yang bertanggung jawab.
APRIL menjelaskan bahwa pada tahun 2024 perusahaan memperoleh 15,4 juta ton kayu,
dengan sumber pasokan yang berasal dari mitra pasokan jangka panjang, pemasok pasar
terbuka, perkebunan APRIL, dan hutan masyarakat. Untuk memastikan pasokan berasal
dari sumber yang bertanggung jawab, pemasok diwajibkan mematuhi Sustainable Forest
Management Policy (SFMP) 2.0, Kebijakan Pengadaan Kayu dan Serat, serta Kode Etik
Pengadaan RGE. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemantauan dan uji tuntas
pemasok melalui Sistem Manajemen Terpadu atau Integrated Management System (IMS)
dan Prosedur Kepatuhan Pemasok.

Sustainability Report APRIL 2024 disusun dengan mengacu pada berbagai standar
dan kerangka kerja keberlanjutan internasional yang diakui secara global. Kerangka
pelaporan utama yang digunakan adalah Global Reporting Initiative (GRI) Standards
2021, di mana laporan ini dinyatakan disusun sesuai dengan standar tersebut. GRI
Standards mencakup pengungkapan umum tentang profil organisasi, strategi, tata kelola,
keterlibatan pemangku kepentingan, dan praktik pelaporan, serta pengungkapan topik

material yang spesifik terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan.
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Seluruh pengungkapan dalam laporan dirujuk dengan kode GRI yang spesifik seperti GRI
2-1 untuk rincian organisasi, GRI 305 untuk emisi, GRI 304 untuk keanekaragaman
hayati, GRI 403 untuk kesehatan dan keselamatan kerja, dan sebagainya, serta dilengkapi
dengan Indeks Isi GRI yang lengkap.

Selain GRI, laporan ini juga menampilkan berbagai standar, kerangka, dan skema
sertifikasi yang digunakan atau dirujuk perusahaan dalam menjalankan praktik
keberlanjutan. Pada aspek kehutanan dan rantai pasok bahan baku, APRIL menyebutkan
penggunaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK), serta Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).
Konsesi perusahaan dilaporkan telah 100% bersertifikat PHPL dan SVLK, sedangkan
sebagian besar perkebunan telah bersertifikat PEFC Forest Management. Pabrik
terintegrasi APRIL juga telah memiliki sertifikasi PEFC Chain of Custody untuk
memastikan bahan berbasis hutan berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Sustainability Report APRIL 2024 tidak hanya memuat informasi
umum mengenai Kinerja keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menyediakan data yang
berkaitan dengan praktik pengadaan, pengelolaan pemasok, pemantauan rantai pasok,
sertifikasi, tata kelola, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, laporan ini dinilai sesuai
untuk digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, karena dapat dianalisis
menggunakan metode content analysis untuk mengevaluasi penerapan sustainable
procurement berdasarkan ISO 20400. Pada gambar 4.1 dapat dilihat tampilan cover dari
Sustainability Report APRIL 2024:
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APRIL®

STAYING THE COURSE

SUSTAINABILITY REPORT

Gambar 4. 1 Cover Sustainability Report APRIL 2024

4.2 Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data, informasi yang terdapat dalam Sustainability Report APRIL
2024 dianalisis untuk mengetahui sejauh sustainable procurement telah diungkapkan
oleh perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan mengacu pada Key Performance
Indicator (KPI) yang disusun berdasarkan 1SO 20400, kemudian dipetakan menggunakan
bantuan perangkat lunak NVivo 15. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya digunakan
sebagai dasar dalam scoring disclosure dan substansi pada masing-masing indikator.
4.2.1 Penyusunan KPI dan Klasifikasi Dimensi Keberlanjutan

Pada penelitian ini, Key Performance Indicator (KPI) disusun berdasarkan Klausul 7 1SO
20400, yaitu Integrating Sustainability into the Procurement Process. Klausul tersebut
dipilih karena memuat tahapan pengadaan berkelanjutan secara menyeluruh, mulai dari

membangun proses pengadaan, perencanaan, penyusunan spesifikasi, pemilihan
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pemasok, pengelolaan kontrak, hingga peninjauan dan pembelajaran kontrak.
Berdasarkan klausul tersebut diperoleh 24 KPI yang selanjutnya digunakan sebagai dasar
dalam proses content analysis terhadap Sustainability Report APRIL Tahun 2024. Setiap
KPI berfungsi sebagai acuan dalam mengidentifikasi informasi yang diungkapkan
perusahaan terkait praktik sustainable procurement.

Sebelum dilakukan proses analisis pengungkapan, seluruh KPI terlebih dahulu
diklasifikasikan berdasarkan dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi ekonomi (economic),
sosial (social), dan lingkungan (environmental), yang mengacu pada konsep Triple
Bottom Line (Profit, People, Planet). Klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi
fokus keberlanjutan dari masing-masing indikator sehingga dapat diketahui keterkaitan
setiap KPI terhadap dimensi keberlanjutan yang yang menjadi fokus dari masing-masing
KPI. Selain itu, proses klasifikasi juga digunakan untuk menunjukkan bahwa indikator
dalam ISO 20400 tidak selalu hanya merepresentasikan satu dimensi keberlanjutan,
melainkan dapat mencerminkan keterkaitan antara dua atau bahkan ketiga dimensi secara
bersamaan.

Klasifikasi dilakukan dengan menelaah definisi, tujuan, dan ruang lingkup setiap
KPI berdasarkan 1SO 20400. Selanjutnya, masing-masing KPI dipetakan ke dalam
dimensi keberlanjutan yang paling relevan. Apabila suatu indikator memiliki keterkaitan
dengan lebih dari satu dimensi, maka KPI tersebut dikelompokkan ke dalam irisan antar
dimensi keberlanjutan. Hasil klasifikasi KPI berdasarkan dimensi keberlanjutan disajikan
pada Tabel 4.1:



Tabel 4. 1 Hasil Klasifikasi KPI
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No. Kode Ringkasan Key Performance Indicator (KPI)  Ekonomi Sosial Lingkungan ES EL SL ESL
KPI
1 7.1.1  Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam J
proses pengadaan
2 7.2.1  Menginisiasi program kerja kolaboratif dengan v
pemangku kepentingan
3 7.2.2  Menilai risiko keberlanjutan V4
4 7.2.3  Menerapkan Life Cycle Costing (LCC) v
7.2.4  Menganalisis kebutuhan perusahaan J
6 7.2.5  Menganalisis pasar
7 7.2.6  Menyusun strategi mendapatkan pemasok
8 7.3.1  Menentukan kriteria pengadaan berkelanjutan
9 7.3.2  Menentukan jenis persyaratan N4
10 7.3.3  Menerapkan persyaratan minimum dan v
persyaratan tambahan
11 7.3.4  Menggunakan label dan sertifikasi v
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No. Kode Ringkasan Key Performance Indicator (KPI)  Ekonomi Sosial Lingkungan ES EL SL ESL
KPI

12 7.3.5  Memverifikasi pemenuhan persyaratan V4
keberlanjutan

13 7.4.1  Menilai integritas dan kepatuhan pemasok V4

14  7.42  Melakukan prakualifikasi pemasok V4

15 7.4.3  Mengelola proses tender secara transparan v

16 7.4.4  Memberikan kontrak dengan mempertimbangkan V4
persyaratan keberlanjutan

17 7.5.1  Mengelola hubungan dengan pemasok v

18 7.5.2  Menerapkan kontrak

19 7.5.3  Menggunakan rencana manajemen kontrak

20 7.5.4  Mengelola kinerja dan hubungan pemasok v

21 7.5.5  Mendorong inisiatif bersama pelanggan dan V4
pemasok

22 7.5.6  Mengelola kegagalan pemasok N4

23 7.5.7  Mengelola akhir masa pakai dan Life Cycle v

Costing
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No. Kode Ringkasan Key Performance Indicator (KPI)  Ekonomi Sosial Lingkungan ES EL SL ESL
KPI
24  7.6.1 Meninjau dan mempelajari kontrak V4
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar dimensi
keberlanjutan, hasil klasifikasi tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan diagram
Venn sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2. Diagram tersebut menggambarkan
distribusi KPI berdasarkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menunjukkan

indikator yang berada pada masing-masing irisan dimensi keberlanjutan.

Ekonomi

7.2.1,74.1,
743

7.5.1,7.54,

7.5.6

724,732

7.1.1,7.2.2,7.2.5,
7.2.6,7.3.1,7.33,
7.3.5,7.4.2,7.4.4,
\ 7.52,7.53,7.5.5, 134

7.6.1
(2 KPT)

o

——

Lingkungan

Gambar 4. 2 Diagram Venn

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa sebagian besar KPI berada pada irisan
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Economic—Social-Environmental/ESL), yaitu
sebanyak 13 KPI. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas indikator dalam 1SO 20400
dirancang untuk mengintegrasikan ketiga dimensi keberlanjutan secara bersamaan
sehingga penerapan sustainable procurement tidak hanya berorientasi pada aspek
ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap proses
pengadaan.

Selain kelompok ESL, terdapat tiga KPI yang berada pada dimensi sosial, tiga KPI
pada irisan dimensi ekonomi dan sosial (Economic—Social/ES), dua KPI pada dimensi
ekonomi, dua KPI pada irisan ekonomi dan lingkungan (Economic—Environmental/EL),
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serta satu KPI pada irisan sosial dan lingkungan (Social-Environmental/SL). Sementara
itu, tidak terdapat KPI yang secara eksklusif hanya merepresentasikan dimensi
lingkungan.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa indikator dalam 1SO 20400 lebih banyak
menekankan keterpaduan antar dimensi keberlanjutan dibandingkan pendekatan yang
hanya berfokus pada satu dimensi. Dominasi KPI pada kelompok ESL mengindikasikan
bahwa praktik sustainable procurement dipandang sebagai suatu sistem yang
mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Di sisi
lain, keberadaan KPI pada dimensi tunggal maupun irisan dua dimensi menunjukkan
bahwa beberapa aspek pengadaan berkelanjutan memiliki fokus yang lebih spesifik sesuai
dengan tujuan masing-masing indikator.

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, pengelompokan dimensi keberlanjutan
selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kecenderungan fokus
pengungkapan Sustainability Report APRIL Tahun 2024 pada subbab berikutnya.

4.2.2 Pengungkapan Sustainability Report

Pada penelitian ini, proses analisis pengungkapan praktik sustainable procurement
dilakukan menggunakan metode content analysis dengan bantuan perangkat lunak NVivo
15. Penggunaan NVivo 15 bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengorganisasi,
mengelompokkan, serta menganalisis data kualitatif secara sistematis sehingga proses
identifikasi pengungkapan pada Sustainability Report APRIL Tahun 2024 dapat
dilakukan secara lebih terstruktur dan konsisten.

Tahapan analisis diawali dengan mengimpor (import) Sustainability Report APRIL
Tahun 2024 ke dalam NVivo 15 sebagai sumber data penelitian. Selanjutnya, peneliti
membuat nodes berdasarkan 24 Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun
mengacu pada Klausul 7 1ISO 20400. Setiap node merepresentasikan satu indikator yang
digunakan sebagai kategori dalam proses coding. Seluruh isi Sustainability Report
kemudian dianalisis secara menyeluruh, dan setiap informasi yang memiliki keterkaitan
dengan indikator yang telah ditetapkan dikodekan (coding) ke dalam node yang sesuai.
Melalui proses tersebut, setiap kutipan yang relevan dapat dikelompokkan berdasarkan

KPI sehingga memudahkan proses identifikasi serta penilaian tingkat pengungkapan.
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Selain digunakan sebagai media pengkodean (coding), NVivo 15 juga menyediakan
berbagai fitur visualisasi yang membantu peneliti dalam menginterpretasikan hasil
analisis. Pada penelitian ini, fitur yang digunakan meliputi coding, word cloud, dan
hierarchy chart. Fitur coding digunakan untuk mengelompokkan setiap kutipan sesuai
dengan indikator ISO 20400 yang diwakilinya. Selanjutnya, fitur word cloud digunakan
untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul pada seluruh kutipan hasil
coding, sehingga memberikan gambaran mengenai topik yang dominan dalam
pengungkapan praktik sustainable procurement. Sementara itu, fitur hierarchy chart
digunakan untuk memvisualisasikan distribusi hasil coding berdasarkan KPI. Semakin
besar ukuran suatu kotak pada hierarchy chart, menunjukkan semakin banyak referensi
yang berhasil dikodekan pada indikator tersebut. Dengan demikian, penggunaan NVivo
15 pada penelitian ini tidak hanya membantu proses pengelompokan data, tetapi juga
mendukung interpretasi hasil analisis melalui visualisasi yang dihasilkan.

Berdasarkan proses coding menggunakan NVivo 15, diperoleh hasil pengungkapan
Sustainability Report APRIL Tahun 2024 terhadap 24 KPI yang disusun berdasarkan
Klausul 7 ISO 20400. Tampilan hasil pengolahan data menggunakan NVivo 15
ditampilkan pada Gambar 4.3:

NVIVO2E Pl Pz Home Import Creste Explore  Share  Moduies @ W “Er 2 B - @ X
LAST NVIVO ...p (Edited) & =-
Case Workspace
Classific ~
A Quick Access
poRT Files References  Created on Created by Mogified on Modfiedby @ =
1 a7 26/04/2026 1421 oy 18/06/2026 2351 v
EData g yang Sudah Ads 1 2 26/04/2026 14:27 v 18/06/2026 23:51 Juy
> Files 1 9 26/04/2026 1438 JUY 18/06/2026 2351 uy
a o 26/04/2026 14:47 Juy 18/06/2026 23:51 uy
1 2 26/04/2026 1457 JUY 18/06/2026 2351 1wy
1 2 26/04/2026 1453 JUY 18/06/2025 2351 oy
1 1 oy 18/06/2026 2351 ¥
1 2 oy 18/06/2026 2351 oy
1 2 Juy 19/06/2026 00:01 y
n Persyaratan Keberlanjutan ke Dalam Spesifikasi 1 1 26/04/20261505 WY 18/06/2026 2351 oy
O Dokumen Pengadazn 2 26/04/20261520 UV 18/06/2026 0003 1wy
O B & 2 26/04/2025 1538 uy 19/06/2026 00:04 uy
2 26/04/2026 15:23 Juy 18/06/2026 23:51 y
2 26/04/20261528 UV 18/06/2026 2351 1wy
1 Cases 3 2600420251534 Y 18/06/2026 23:51 Juy
26/04/2026 15:42 uy 18/06/2026 23:51 Juy
E:- Notes 2 26/04/2026 16:11 Juy 18/06/2026 23:51 Juy
® Sets o 0 26/04/2026 1619 JUY 18/06/2026 23:51 oy
al 2 26/04/2026 1621 Juy 18/06/2026 23:52 y
e O Prakualifikasi Pemasok 1 26/04/2026 1615 UV 18/06/2026 2351 1wy
© 7.5 Mengelola Kontrak 1 10 26/04/2026 1629 IUY 18/06/2026 23:51 uy
o ] 2600420251792 JUY 18/06/2026 23:51 oy
®V lizations 1 1 26/04/2026 16:32 Juy Y
1 Reports 1 2 26/04/2026 1708 JUY oy
1 3 26/04/2026 1648 Juy Juy
1 3 26/04/2026 1633 UV 1wy
o 0 26/04/2025 1545 uy 18/06/2026 23:51 oy
1 1 26/04/2026 1654 JUY 18/06/2026 23:51 oy
© 76 Meninjau dan Mempelsjari Kontrak [} 0 26/04/2026 1630 IUY 18/06/2026 2351 uy

A JUY 29 ltems

Gambar 4. 3 Pengolahan data menggunakan Nvivo 15
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Hasil coding tersebut kemudian disajikan dalam tabel pengungkapan yang memuat
nomor KPI, klausul, kategori, dimensi, kode, indikator KPI, serta kutipan Sustainability
Report yang menjadi dasar analisis. Rincian hasil pengungkapan Sustainability Report
APRIL 2024 ditampilkan pada Tabel 4.2:
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Tabel 4. 2 Hasil Pengungkapan Sustainability Report

No.

kPl Klausal

711 7.
Mengintegr
asikan
Keberlanjut
an ke Dalam
Proses
Pengadaan

721

Key
Performance
Kategori Dimensi Kode ) Kutipan SR
Indicator
(KPI)

7.1 Membang  Proses Kemampuan -Sambil mewujudkan komitmen dan target APRIL2030, kami tetap

Membangun  un dari yang mengintegrasi  berpegang pada komitmen keberlanjutan dasar yang tertuang dalam

Dari Proses  proses Sudah kan prinsip  Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 dan terus

Yang Sudah  yang Ada keberlanjutan ~ menerapkan praktik terbaik dalam operasi sehari-hari kami. (hlm

Ada sudah ada ke dalam 20)

(K1) proses -SFMP 2.0 merupakan landasan komitmen keberlanjutan inti kami,
pengadaan termasuk tidak adanya deforestasi dalam rantai pasokan kami;
yang sudah ada melindungi, melestarikan, dan memulihkan hutan; menghormati
tanpa hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal; serta mengelola
menciptakan keluhan. (hlm 20)
proses paralel.

7.2 Menginte  Program Kemampuan -Untuk mengatasi isu-isu keberlanjutan di sektor kami, APRIL

Perencanaan  grasikan Kolaborati menginisiasi secara langsung berinteraksi dengan kelompok pemangku

(K2) elemen f program kerja kepentingan yang memengaruhi kami atau yang terkena dampak

utama dari kolaboratif dari operasi kami. Interaksi ini membantu kami memahami
pengadaan dengan perkembangan eksternal, menentukan, serta mengidentifikasi
berkelanju pemangku peluang dan risiko. Kami juga menganalisis informasi eksternal dan
tan kepentingan internal yang relevan, seperti survei karyawan, perkembangan

untuk

sektor dan industri, inisiatif keberlanjutan dan tolok ukur kinerja
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Key

peluang) pihak yang
memiliki

pengetahuan

No. . ] ] Performance )
Klausal Kategori Dimensi Kode ) Kutipan SR
KP Indicator
(KPI)
menetukan rekan-rekan seprofesi, persyaratan pelanggan dan investor, harapan
kriteria LSM, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (hIm 36)
keberlanjutan ~ -Menyelenggarakan tiga forum pemangku kepentingan di Jakarta,
Samarinda, dan Pekanbaru. Forum tersebut dihadiri oleh lebih dari
200 peserta, termasuk bank, LSM, lembaga akademis, dan instansi
pemerintah daerah. (hIm 36)
Komite Penasihat IT - . .
:::::T::an (sac) o
vt o ase rok o AP T s 1 v e i it ks e
Ip::\:::::::w:::r;ﬂh:::‘p:e:::;w'::::;;\:::fukkan penurunan lahan gambut, dampak iklim, dan faktor keberlanjutan
APRIL dapat vsisi pemasok di Kalimantan dari pasar terbuka ke status pemasok
jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi SFMP 2.0 dan rencana aksi kami.
- Aavrcirt s e ons S i s it oo oo s oot g
APRIL kan struktur perusahaannya secara transparan,

7.2.2 Menilai Risiko Kemampuan -Para mitra pemasok ini tunduk pada proses audit internal dan
risiko Keberlanj  menilai risiko eksternal APRIL serta pemeriksaan uji tuntas tahunan. (him 10)
keberlanju utan keberlanjutan ~ -Pada tahun 2024, kami juga melakukan serangkaian konsultasi
tan dengan internal dan lokakarya di seluruh unit bisnis Operasi Serat, Operasi
(termasuk melibatkan Pabrik, Rantai Pasokan dan Logistik, serta RER. (him 54)
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bisnis  dalam

Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
7.2.3 Menganali  Analisis Kemampuan -
sis biaya Biaya menerapkan
analisis biaya
yang
mempertimban
gkan biaya
sepanjang daur
hidup barang
atau jasa.

724 Menganali Kebutuha  Kemampuan -Sejak 2015, 100% kayu dan serat yang dipasok untuk pabrik pulp,
sis n mengumpulka  Kkertas, dan viscose kami dapat dilacak hingga ke negara asal
kebutuhan Perusahaa n dan panennya. Seluruh pasokan yang bersumber dari Indonesia, yang
perusahaa n memanfaatkan  mewakili 99% dari total pasokan kami, sepenuhnya dapat dilacak
n informasi hingga ke unit pengelolaan hutan (FMU)-nya. (him 76)

internal -Kami secara konsisten mengukur dan melacak kinerja kami
perusahaan terhadap komitmen dan tindakan kami untuk memberikan dampak
untuk yang sejalan dengan filosofi bisnis 5C kami. Kami juga terus
memenuhi memantau, memverifikasi, dan melaporkan kemajuan sesuai
kebutuhan dengan praktik terbaik dan standar industri. (him 28)
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
proses
pengadaan.
725 Menganali  Analisis Kemampuan -Ketidakstabilan geopolitik dan tantangan makroekonomi terus
sis pasar Pasar menilai risiko berlanjut. Konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, Timur
keberlanjutan ~ Tengah, dan Laut Merah mengganggu rantai pasokan,
dan menyebabkan volatilitas harga bahan baku dan energi, serta
mempertimban  menaikkan biaya pengiriman. (him 24)
gkan aspek -Meningkatnya proteksionisme, langkah-langkah anti-dumping
teknis, budaya baru, dan eskalasi tarif AS dapat semakin menghambat
kepatuhan, perdagangan. Selain itu, penurunan harga pulp, permintaan tekstil
lokasi sumber, global kelebihan kapasitas, dan berkurangnya menyebabkan
dan  struktur ketidakpastian di pasar produk serat. (hIm 24)
rantai  pasok
dalam analisis
pasar.
7.2.6 Melengka  Memilih Kemampuan -Untuk memastikan bahwa semua kayu dan serat bersumber dari
pi strategi  Pemasok mengintegrasi ~ perkebunan yang dikelola secara bertanggung jawab dan bebas dari
mendapat kan risiko lingkungan dan sosial, pemasok harus mematuhi komitmen

pertimbangan
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
kan keberlanjutan ~ SFMP 2.0 kami, Kebijakan Pengadaan Kayu dan Serat kami, serta
pemasok ke dalam Kode Etik Pengadaan RGE. (hIm 76)
strategi
mencari  dan
memilih
pemasok.

731 7.3 Menentuk  Dokumen  Kemampuan -Untuk memastikan bahwa semua kayu dan serat bersumber dari
Mengintegra an kriteria Pengadaa = menetapkan perkebunan yang dikelola secara bertanggung jawab dan bebas dari
sikan pengadaan n dan risiko lingkungan dan sosial, pemasok harus mematuhi komitmen
Persyaratan  berkelanju mendokument ~ SFMP 2.0 kami, Kebijakan Pengadaan Kayu dan Serat kami, serta
Keberlanjuta tan asikan kriteria Kode Etik Pengadaan RGE. (him 76)

n ke Dalam keberlanjutan ~ -Semua pemasok harus menyelesaikan penilaian mandiri dan
Spesifikasi dalam melakukan tinjauan dokumen-dokumen utama, seperti sertifikat,
(K3) dokumen izin hukum, data penggunaan lahan dan tutupan lahan, penilaian
pengadaan HCV dan HCS, serta kebijakan yang tersedia. (hIm 76)
pengambilan
keputusan
732 Memilih Jenis Kemampuan -Pabrik terintegrasi kami telah disertifikasi sesuai dengan standar
jenis Persyarata menetapkan Rantai Pengawasan PEFC, yang menegaskan bahwa kami telah
n persyaratan menerapkan sistem untuk memastikan semua bahan berbasis hutan
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)

persyarata fisik, kinerja berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. (hIm 15)

n dan fungsional -Selain itu, zona konservasi kami — Restorasi Ekosistem Riau
secara  rinci (RER)— telah secara sukarela mendapatkan sertifikasi PEFC, yang
sesuai menunjukkan komitmen kami dalam mengelola hutan di luar lokasi
karakteristik operasional kami sesuai dengan standar internasional. (hIm 15)
barang  atau
jasa.

7.3.3 Menerapk  Persyarata Kemampuan -Perlu juga dicatat bahwa APRIL telah menetapkan batas waktu
an n menetapkan tahun 2015, sehingga persyaratannya bahkan lebih ketat daripada

persyarata Minimum  persyaratan batas waktu tahun 2020 yang ditetapkan dalam EUDR. (him 67)

n dan minimum -Kami berjanji tidak akan melakukan pengembangan di hutan

minimum  Tambahan keberlanjutan ~ dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan kawasan dengan

dan sebagai cadangan karbon tinggi (HCS), memastikan bahwa perlindungan
persyarata ambang batas kawasan tersebut menjadi bagian dari pendekatan pengelolaan

n penerimaan lanskap terintegrasi kami. Komitmen ini berlaku untuk seluruh

tambahan pemasok serta rantai pasokan kami. Semua konsesi milik APRIL dan pemasok

persyaratan
tambahan yang

diperlukan

dipantau untuk mendeteksi deforestasi melalui citra satelit dan

drone untuk pengamatan udara. (him 67)
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)

7.3.4 Mencari Sertifikasi  Kemampuan -Selain mematuhi peraturan lokal dan internasional, kami berupaya
informasi memanfaatkan  untuk selalu memperbarui sertifikasi pengelolaan hutan
untuk tanda, label, berkelanjutan kami. Praktik produksi dan pengelolaan hutan kami
menetapk atau sertifikasi selaras dengan ekspektasi pasar lokal dan global, serta mematuhi
an sebagai standar lingkungan dan hak asasi manusia. Konsesi kami 100%
persyarata sumber bersertifikat sesuai dengan standar Pengelolaan Hutan Produksi
n informasi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). (hIm

penetapan 15)
persyaratan -APRIL telah menjadi anggota Programme for the Endorsement of

keberlanjutan.

Forest Certification (PEFC) yang diakui secara global sejak 2016.
Per Desember 2024, 88% perkebunan kami telah bersertifikat
sesuai standar PEFC Forest Management (PEFC-FM). (him 15)

-Pabrik terintegrasi kami telah disertifikasi sesuai dengan standar
Rantai Pengawasan PEFC, yang menegaskan bahwa kami telah
menerapkan sistem untuk memastikan semua bahan berbasis hutan

berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. (hIm 15)
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ditetapkan
dalam
dokumen
tender (berupa

tinjauan

Key
No. . ] ] Performance )
Klausal Kategori Dimensi Kode ) Kutipan SR
KP Indicator
(KPI)
Indikator Deskripsi/rincian
Lanskap yang Berkembang
(PEFC-FM) % 05,04% 05,44%
% 83,84% BB;JO%
Hutan masyarakat ha 2675 2675
Bersertifikat PEFC FM t 1 18; 216 EB@'}U
res % 88,06% 92,97%
I Dalam konsesi ha 315175 211425 210521 209, ;189 214.285
operasional
7.35 Mengeval  Evaluasi Kemampuan -Para mitra pemasok ini tunduk pada proses audit internal dan
uasi Persyarata memverifikasi  eksternal APRIL serta pemeriksaan uji tuntas tahunan (him 10).
bahwa n pemenuhan -KPMG Performance Registrar Inc. (KPMG PRI) secara
persyarata persyaratan independen memastikan implementasi SFMP 2.0 pada tahun 2024.
n keberlanjutan Ini merupakan laporan ke-12 secara berturut turut yang diserahkan
keberlanju melalui oleh KPMG PRI kepada SAC sejak pengumuman SFMP awal
tan prosedur APRIL pada tahun 2014. (him 20)
terpenuhi evaluasi yang
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
dokumentasi,
pengujian,
inspeksi, audit,
sertifikasi, atau
sistem
manajemen.)
741 7.4 Memilih ~ Menilai Kapasitas  Kemampuan -Semua pemasok harus menyelesaikan penilaian mandiri dan
Pemasok Kapasitas Pemasok  menilai melakukan tinjauan dokumen-dokumen utama, seperti sertifikat,
(K4) Pemasok integritas dan izin hukum, data penggunaan lahan dan tutupan lahan, penilaian
kepatuhan HCV dan HCS, serta kebijakan yang tersedia. (hIm 76)
pemasok -APRIL memverifikasi data perubahan tutupan lahan pemasok yang
ada sejak tahun 2015, sesuai dengan SFMP 2.0, dan menilai
kegiatan pengelolaan hutan mereka untuk mendeteksi adanya
deforestasi saat ini. Kami juga mewajibkan pemasok untuk
melaporkan kebakaran dan korban jiwa di konsesi mereka, serta
sanksi pemerintah dan keluhan yang mereka terima. (him 76)
742 Prakualifi ~ Prakualifi ~Kemampuan -Kami mengkomunikasikan ketentuan SFMP 2.0 APRIL kepada
kasi kasi menetapkan mereka dan melakukan uji tuntas yang komprehensif. Semua
Pemasok  Pemasok  kriteria pemasok harus menyelesaikan penilaian mandiri dan melakukan

prakualifikasi

tinjauan dokumen-dokumen utama, seperti sertifikat, izin hukum,
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No.
KP

Klausal

Kategori

Dimensi

Kode

Key
Performance )
. Kutipan SR
Indicator

(KP1)

dengan data penggunaan lahan dan tutupan lahan, penilaian HCV dan HCS,
mempertimban  serta kebijakan yang tersedia. (him 76)

g kan risi ko PROSES UJI TUNTAS DAN MITIGASI RISIKO UNTUK PEMASOK PASAR TERBUKA BARU

UJI TUNTAS DAN MITIGASI RISIKO

keberlanjutan

Sosialisasi APRIL Pemasok Minta Infarmasi Uji
SFMP 2.0 Potensial Tuntas

Apakah
Fermatasn va forms vane.
Informasi Uji Tuntas diberikan
sudah cukup?
T Penilsian Kepatuhan Awal yang Komprehensit
dan Verifikasi

(Akhir)

a
Penilaian Risiko

Spesifikasi Risiko Signifikan Identifikasi prates
Risiko iko

. —Rondgh
s:
. Identfikasi Setujui Rencana
bt Rencana Mitigasi > Mitigasi Risiko
Risiko
Rekomendasi Uil Tuntas (Disetujui;
Sedang Diproses; Ditolak)
T Perlu Ktarlikas! Lebih Lanjut
Tinjau Pemasok
Kepala Operasi Keberlanjutan & ——2 Direktur — n
Pasokan Kayu Keberlanjutan Yang
Disetujui

Mengelola

Tender

Mengelola

Tender

Kemampuan -
menilai
Kemampuan

transparansi
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
kriteria
evaluasi
7.4.4 Pemberian Pemberian Kemampuan -Para mitra pemasok ini tunduk pada proses audit internal dan
Kontrak Kontrak mendorong eksternal APRIL serta pemeriksaan uji tuntas tahunan. (him 10)
pemasok -Pemasok APRIL wajib mematuhi Kode Etik Pengadaan kami,
memenuhi yang menguraikan nilai-nilai, prinsip, dan komitmen keberlanjutan
seluruh Grup sesuai dengan SFMP 2.0, kebijakan terbaru kami, dan
persyaratan Kerangka Kerja Keberlanjutan Grup RGE. (him 30)
keberlanjutan
yang telah
tercantum
dalam kontrak
751 7.5 Mengelola Hubungan Kemampuan -Pada tahun 2024, kami memfokuskan kegiatan keterlibatan kami
Mengelola Hubungan Pemasok  mengukur pada penyelarasan praktik operasional pemasok dengan standar
Kontrak Pemasok kualitas keberlanjutan APRIL serta menentukan bidang-bidang yang
(K5) hubungan dan memerlukan dukungan. Para mitra pemasok ini tunduk pada proses

efektivitas
komunikasi
dengan

pemasok

audit internal dan eksternal APRIL serta pemeriksaan uji tuntas
tahunan. (him 10)
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
75.2 Menerapk  Menerapk  Kemampuan -Pemasok APRIL wajib mematuhi Kode Etik Pengadaan kami,
an an mendorong yang menguraikan nilai-nilai, prinsip, dan komitmen keberlanjutan
Kontrak Kontrak dan  menilai Grup sesuai dengan SFMP 2.0, kebijakan terbaru kami, dan
pemasok untuk  Kerangka Kerja Keberlanjutan Grup RGE. (him 30)
menerapkan -Para mitra pemasok ini tunduk pada proses audit internal dan
seluruh eksternal APRIL serta pemeriksaan uji tuntas tahunan. (him 10)
persyaratan -Pada tahun 2024, kami terus memantau 100% pemasok kami yang
keberlanjutan  ada berdasarkan prosedur ini, dan memastikan bahwa 100% dari
sejak awal seluruh volume yang dipasok bebas dari deforestasi. (hIm 76)
hingga  akhir
kontrak
753 Mengguna Rencana Kemampuan -
kan Kontrak menyesuaikan
Rencana rencana
Manajeme kontrak
n Kontrak dengan target

keberlanjutan
dan
manajemen

risiko kontrak
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g inisiatif  Inisiatif
bersama
pelanggan

pemasok

merancang dan
menyediakan
wadah inisiatif

dan melakukan

Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)

754 Mengelola  Kinerja Kemampuan -Semua konsesi milik APRIL dan pemasok dipantau untuk
Kinerja dan menilai mendeteksi deforestasi melalui citra satelit dan drone untuk
dan Hubungan kepatuhan pengamatan udara. Tim verifikasi lapangan kami mengidentifikasi,
Hubungan pemasok memverifikasi, dan mendokumentasikan perubahan tutupan lahan.

terhadap Tim ahli analis penginderaan jauh APRIL melakukan survei setiap
persyaratan 16 hari untuk mendeteksi kasus perubahan tutupan lahan. (him 67)
keberlanjutan ~ -Apabila terdeteksi adanya perubahan tutupan lahan, kami memberi
dan tahu pemasok yang bersangkutan, dan meminta mereka untuk
penanganan segera melakukan verifikasi lapangan segera, menilai kondisi
konflik aktual, dan menyusun rencana tindakan restorasi untuk area yang
terdampak. (him 67)
-Kami mendukung upaya sertifikasi hutan mereka, memberikan
bantuan teknis terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, serta secara
proaktif menangani dan mencegah kasus-kasus ketidakpatuhan.
(hIm 76)
755 Mendoron  Wadah Kemampuan -APRIL bekerja sama dengan para pemasok kami untuk membantu

mereka memenuhi persyaratan kebijakan kami, termasuk
mendorong mereka untuk merehabilitasi kawasan hutan yang telah
terdegradasi sebelum tanggal batas waktu kebijakan kami. Kami

mendukung upaya sertifikasi hutan mereka, memberikan bantuan
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
program untuk teknis terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, serta secara proaktif
mendukung menangani dan mencegah kasus-kasus ketidakpatuhan. (him 76)
berbagai  isu
keberlanjutan
756 Mengelola Kegagalan Kemampuan -Apabila terdeteksi adanya perubahan tutupan lahan, kami memberi

Kegagalan Pemasok  menyusun tahu pemasok yang bersangkutan, dan meminta mereka untuk

Pemasok kerjasama segera melakukan verifikasi lapangan segera, menilai kondisi
strategis aktual, dan menyusun rencana tindakan restorasi untuk area yang
dengan pihak terdampak. (him 67)
lain untuk -Kami mendukung upaya sertifikasi hutan mereka, memberikan
memberikan bantuan teknis terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, serta secara
perbaikan dan proaktif menangani dan mencegah kasus-kasus
dukungan ketidakpatuhan.(hlm 76)
kapasitas
kepada
pemasok yang
gagal

7.5.7 Mengelola  Akhir Kemampuan -
Pembuang Masa mengoptimalk
an dan Pakai an strategi
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Key
No. . ] ] Performance )
kPl Klausal Kategori Dimensi Kode Indicator Kutipan SR
(KPI)
Akhir akhir masa
Masa pakai serta
Pakai Kemampuan
mengintegrasi
kan konsep
Life Cycle
Costing (LCC)
7.6.1 7.6 Meninjau  Meninjau  Kemampuan
Meninjau dan dan menyusun
dan Mempelaj Mempelaj dokumen
Mempelajari  ari ari evaluasi pasca
Kontrak Kontrak Kontrak kontrak
(K6) dengan

mempertimban
gkan aspek
kinerja dan
risiko sebagai
dasar
perbaikan
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Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak NVivo 15,
diperoleh gambaran mengenai bentuk pengungkapan praktik sustainable procurement
dalam Sustainability Report APRIL 2024. Analisis dilakukan dengan mengacu pada
indikator yang disusun berdasarkan klausul 1ISO 20400, yaitu klausul 7. Mengintegrasikan
keberlanjutan ke dalam proses pengadaan. Kutipan-kutipan yang ditemukan dalam
laporan kemudian diklasifikasikan ke dalam 6 kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pengungkapan pada
masing-masing kategori, sehingga dapat terlihat aspek pengadaan berkelanjutan yang
paling banyak maupun paling sedikit diungkapkan dalam laporan keberlanjutan
perusahaan. Hasil rekapitulasi jumlah kutipan pada setiap kategori disajikan pada tabel
4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Jumlah Pengungkapan

No  Kategori Jumlah Persentase

Pengungkapan  Pengungkapan

1 K1 2 5%
2 K2 9 24%
3 K3 11 30%
4 K4 5 14%
5 K5 10 27%
6 K6 0 0%
Total 37 100,00%
Pengungkapan

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 37 pengungkapan
yang berkaitan dengan praktik sustainable procurement dalam Sustainability Report
APRIL 2024. Pengungkapan tersebut dikelompokkan ke dalam 6 kategori berdasarkan
indikator Klausul 7 1SO 20400, yaitu integrasi keberlanjutan ke dalam proses pengadaan.
Kategori dengan jumlah pengungkapan tertinggi adalah K3 sebanyak 11 pengungkapan
atau 30%, diikuti oleh K5 sebanyak 10 pengungkapan atau 27%, dan K2 sebanyak 9
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pengungkapan atau 24%. Selanjutnya, K4 memperoleh 5 pengungkapan atau 14%,
sedangkan K1 hanya memperoleh 2 pengungkapan atau 5%. Adapun K6 tidak ditemukan
pengungkapannya dalam laporan yang dianalisis. Temuan ini menunjukkan bahwa
pengungkapan praktik sustainable procurement dalam Sustainability Report APRIL
Tahun 2024 masih didominasi oleh kategori K3, K5, dan K2, sementara kategori K1
masih relatif terbatas dan kategori K6 belum diungkapkan. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa pengungkapan pada setiap kategori ISO 20400 belum dilakukan secara merata.

Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik hasil pengungkapan, dilakukan
visualisasi menggunakan fitur Word Cloud pada perangkat lunak NVivo 15. Visualisasi
ini menampilkan kata-kata yang paling sering muncul pada seluruh kutipan yang telah
dikodekan berdasarkan indikator 1ISO 20400. Semakin besar ukuran suatu kata pada Word
Cloud, semakin tinggi frekuensi kemunculan kata tersebut dalam hasil coding. Oleh
karena itu, visualisasi ini digunakan sebagai pendukung untuk mengidentifikasi fokus
pengungkapan praktik sustainable procurement pada Sustainability Report APRIL Tahun
2024.
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restorasi ketidakpatuhan penilaian

operasional tunduk operasi pemeriksaan mendukun
mencegah d?)ta kkOde pengadaan audit tahunan kg
memberikan H . waktu
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proaktif d°k”me“eg$£g berkelanjutan | 3sus 100 pepar
tutupan tuntas  upaya
seperti 5515 2024 tahun merEka Standar iuga bantuan

r etik  kebijakan pemasok telah mematuhi
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menangani bersumber kawasan perubahan
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Gambar 4. 4 Word Cloud
Berdasarkan Gambar 4.4, terlihat bahwa kata APRIL, pemasok, pengelolaan,
komitmen, SFMP, berkelanjutan, hutan, dan rantai pasok memiliki ukuran visualisasi
yang lebih besar dibandingkan kata lainnya. Pada fitur Word Cloud NVivo 15, semakin

besar ukuran suatu kata menunjukkan semakin tinggi frekuensi kemunculan kata tersebut
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pada seluruh hasil coding. Dengan demikian, kata-kata tersebut merupakan istilah yang
paling sering muncul dalam pengungkapan praktik sustainable procurement pada
Sustainability Report APRIL Tahun 2024.

Selain itu, terdapat beberapa kata lain seperti audit, uji tuntas, sertifikasi, kode etik,
risiko, verifikasi, dan kepatuhan yang juga muncul dalam hasil visualisasi, meskipun
dengan ukuran yang lebih kecil. Kemunculan kata-kata tersebut menunjukkan bahwa
Sustainability Report APRIL Tahun 2024 turut mengungkapkan berbagai aspek yang
berkaitan dengan pengadaan berkelanjutan, seperti penerapan standar keberlanjutan,
proses verifikasi dan sertifikasi, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap kebijakan
perusahaan.

Visualisasi Word Cloud digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai
karakteristik hasil pengungkapan berdasarkan frekuensi kemunculan kata pada seluruh
reference yang telah dikodekan. Oleh karena itu, visualisasi ini berfungsi sebagai
pendukung hasil content analysis untuk menunjukkan fokus pengungkapan perusahaan,
sedangkan analisis utama dalam penelitian ini tetap didasarkan pada hasil coding
berdasarkan indikator Key Performance Indicator (KPI) 1ISO 20400. Selain menggunakan
Word Cloud, hasil coding juga divisualisasikan menggunakan fitur Hierarchy Chart
untuk menunjukkan distribusi jumlah reference pada setiap KPI berdasarkan hasil coding

yang telah dilakukan.
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7. Mengintegrasikan Keberlanjutan ke Dalam Proses Pengadaan
7.3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke Dalam Spesifikasi 7.2 Perencanaan
Sertifikasi Jenis Persyaratan Evaluasi Persyaratan Risiko Keberlanjutan Analisis Pasar

Program Kolaboratif

Persyaratan Minimum dan Tambah...

Dokumen Pengadaan
Kebutuhan Perusahaan Memilih Pemasok

7.5 Mengelola Kontrak
Menerapkan Kontrak Kegagalan Pemasok Wadah... | 7.4 Memilih Pemasok 7.1 Proses ya...

Pemberian Kontrak  Kapasitas Pemasok

Kinerja dan Hubungan

Hubungan Pemasok
Prakualifikasi Pemasok

Gambar 4. 5 Hierarchy Chart

Berdasarkan Gambar 4.5, terlihat bahwa kategori 7.3 Mengintegrasikan Persyaratan
Keberlanjutan ke Dalam Spesifikasi memiliki proporsi pengungkapan paling besar,
diikuti oleh kategori 7.2 Perencanaan, 7.5 Mengelola Kontrak, dan 7.4 Memilih Pemasok.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengungkapan praktik sustainable
procurement dalam Sustainability Report APRIL Tahun 2024 terkonsentrasi pada
keempat kategori tersebut.

Pada tingkat KPI, indikator Sertifikasi, Risiko Keberlanjutan, Program Kolaboratif,
Kebutuhan Perusahaan, Menerapkan Kontrak, Kinerja dan Hubungan, Pemberian
Kontrak, serta Kapasitas Pemasok. Sebaliknya, indikator seperti Hubungan Pemasok,
Wadah Penyelesaian, Prakualifikasi Pemasok, dan Memilih Pemasok memiliki jumlah
reference yang relatif lebih sedikit. Selain itu, KPI yang tidak memiliki pengungkapan
dalam Sustainability Report APRIL Tahun 2024 tidak ditampilkan pada visualisasi
Hierarchy Chart. Hasil visualisasi ini mendukung rekapitulasi pengungkapan pada Tabel

4.3 yang menunjukkan bahwa pengungkapan praktik sustainable procurement belum
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tersebar secara merata pada seluruh indikator 1SO 20400. Pada gambar 4.6 ditampilkan
beberapa contoh reference kutipan dari Sustainability Report APRIL 2024 yang
digunakan dalam penelitian ini:

O 7.Mengintegrasikan Keberlanjutan ke Dalam Prose -3¢

E] v ||I v RaRd D v

<Files\\Referensi\\FIX April Sustainability Report 2024 id> - § 31 references coded [1,15% Coverage]

Reference 1 - 0,04% Coverage

Pabrik terintegrasi kami memperoleh lebih dari 15 juta ton kayu dan serat untuk memproduksi 3,9 juta ton
pulp, serta produk hilir berupa kertas, VSF, benang, dan karton — yang dijual ke lebih dari 98 negara di
seluruh dunia pada tahun 2024.

References 2-4 - 0,02% Coverage

Para mitra pemasok ini tunduk pada proses audit internal dan eksternal APRIL serta pemeriksaan uji tuntas
tahunan.

Reference 5 - 0,08% Coverage

Selain mematuhi peraturan lokal dan internasional, kami berupaya untuk selalu memperbarui sertifikasi
pengelolaan hutan berkelanjutan kami. Praktik produksi dan pengelolaan hutan kami selaras dengan
ekspektasi pasar lokal dan global, serta mematuhi standar lingkungan dan hak asasi manusia. Konsesi kami
100% bersertifikat sesuai dengan standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK).

Reference 6 - 0,04% Coverage

APRIL telah menjadi anggota Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang diakui
secara global sejak 2016. Per Desember 2024, 88% perkebunan kami telah bersertifikat sesuai standar
PEFC Forest Management (PEFC-FM).

Reference 7 - 0,04% Coverage

Pabrik terintegrasi kami telah disertifikasi sesuai dengan standar Rantai Pengawasan PEFC, yang
menegaskan bahwa kami telah menerapkan sistem untuk memastikan semua bahan berbasis hutan
berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan.

Reference 8 - 0,04% Coverage

Sambil mewujudkan komitmen dan target APRIL2030, kami tetap berpegang pada komitmen

keberlanjutan dasar yang tertuang dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFMP) 2.0 dan terus
menerapkan praktik terbaik dalam operasi sehari-hari kami.

Gambar 4. 6 Contoh Reference Klausul
4.2.3 Scoring Pengungkapan Sustainability Report
Berdasarkan hasil pengungkapan dan analisis kutipan menggunakan Key Performance
Indicator ISO 20400 pada Sustainability Report APRIL 2024, tahap selanjutnya adalah
melakukan penilaian skor terhadap setiap indikator praktik sustainable procurement.
Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas informasi yang disampaikan
perusahaan serta sejauh mana pengungkapan praktik tersebut telah diimplementasikan

dalam kegiatan perusahaan.
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Hasil scoring tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel agar penilaian
terhadap masing-masing indikator 1ISO 20400 dapat ditampilkan secara lebih sistematis
dan mudah dianalisis. Berikut ini merupakan hasil penilaian disclosure dan substansi
praktik sustainable procurement pada Sustainability Report APRIL 2024

Tabel 4. 4 Penilaian Pengungkapan Sustainability Report

KPI Kategori Dimensi Scoring Rata- Scoring Rata-
Disclosure rata Substansi rata
Disclosu Substa
re nsi
7.1.1 7.1 Membangun Dari Proses yang 2 67% 2 67%
Proses Yang Sudah Sudah Ada
Ada (K1)
Rata-Rata Pengungkapan (Kategori) 67% 67%
7.2.1 7.2 Perencanaan Program 3 100% 3 100%
(K2) Kolaboratif
7.2.2 Risiko 2 67% 2 67%
Keberlanjutan
7.2.3 Analisis Biaya 0 0% 0 0%
7.2.4 Kebutuhan 3 100% 3 100%
Perusahaan
7.25 Analisis Pasar 2 67% 2 67%
7.2.6 Memilih 2 67% 2 67%
Pemasok
Rata-Rata Pengungkapan (Kategori) 67% 67%
7.3.1 7.3 Dokumen 2 67% 2 67%
Mengintegrasikan Pengadaan
7.3.2 Persyaratan Jenis 2 67% 3 100%
Keberlanjutan ke Persyaratan
7.3.3  Dalam Spesifikasi Persyaratan 3 100% 3 100%
(K3) Minimum dan
Tambahan
7.3.4 Sertifikasi 3 100% 3 100%
7.3.5 Evaluasi 3 100% 3 100%

Persyaratan
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KPI Kategori Dimensi Scoring Rata- Scoring Rata-
Disclosure rata Substansi rata
Disclosu Substa
re nsi
Rata-Rata Pengungkapan (Kategori) 87% 93%
7.4.1 7.4 Memilih Kapasitas 2 67% 2 67%
Pemasok(K4) Pemasok
7.4.2 Prakualifikasi 2 67% 2 67%
Pemasok
7.4.3 Mengelola 0 0% 0 0%
Tender
7.4.4 Pemberian 2 67% 3 100%
Kontrak
Rata-Rata Pengungkapan (Kategori) 50% 58%
7.5.1 7.5 Mengelola Hubungan 2 67% 2 67%
Kontrak(K5) Pemasok
7.5.2 Menerapkan 3 100% 3 100%
Kontrak
7.5.3 Rencana 0 0% 0 0%
Kontrak
754 Kinerja dan 3 100% 3 100%
Hubungan
755 Wadah Inisiatif 2 67% 2 67%
75.6 Kegagalan 2 67% 2 67%
Pemasok
75.7 Akhir Masa 0 0% 0 0%
Pakai
Rata-Rata Pengungkapan (Kategori) 57% 57%
7.6.1 7.6 Meninjau dan Meninjau dan 0 0% 0 0%
Mempelajari Mempelajari
Kontrak(K6) Kontrak
Rata-Rata Pengungkapan (Kategori) 0% 0%
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Berdasarkan Tabel 4.3, hasil scoring menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan
dan substansi pengungkapan implementasi sustainable procurement pada Sustainability
Report APRIL 2024 berbeda pada setiap kategori Klausul 7 ISO 20400. Kategori dengan
nilai tertinggi adalah K3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam
Spesifikasi, dengan rata-rata disclosure sebesar 87% dan substansi sebesar 93%. Hal ini
menunjukkan bahwa aspek persyaratan keberlanjutan, sertifikasi, dan evaluasi pemasok
telah diungkapkan cukup kuat. Sebaliknya, kategori K6 Meninjau dan Mempelajari
Kontrak memperoleh nilai 0% pada disclosure dan substansi, yang menunjukkan belum

ditemukannya pengungkapan terkait mekanisme evaluasi kontrak setelah pelaksanaan.

4.3 Data Validasi Expert
Validasi expert dilakukan untuk memastikan bahwa hasil scoring yang disusun oleh
peneliti telah sesuai dengan pemahaman akademisi dan praktisi di lapangan terkait
sustainable procurement berdasarkan I1SO 20400. Proses validasi ini bertujuan untuk
menilai ketepatan hasil scoring serta kelayakan usulan perbaikan yang telah diberikan
berdasarkan hasil analisis Sustainability Report APRIL 2024. Validasi dilakukan
terhadap enam kategori pada Klausul 7 ISO 20400 yang menjadi fokus penelitian, dengan
melibatkan akademisi dan praktisi yang memiliki pemahaman pada bidang keahliannya
masing-masing. Adapun aspek yang divalidasi meliputi tiga komponen utama, yaitu:
1. Scoring Disclosure
2. Scoring Substansi
3. Usulan Perbaikan

Tabel 4. 5 Data Hasil Penilaian

Kategori Responden Scoring Scoring Usulan
Disclosure Substansi Perbaikan
Membangun dari Akademisi 5 5 5
Proses yang Akademisi 4 4 5

Sudah Ada (K1) Akademisi 5 5 5
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Berdasarkan hasil validasi pada Tabel 4.4, Hasil Scoring terhadap praktik sustainable
procurement yang disusun mengacu pada ISO 20400 telah memperoleh penilaian dari
para expert yang memiliki relevansi keahlian dengan bidang pengadaan berkelanjutan.
Validasi melibatkan tujuh responden, terdiri dari empat akademisi dan tiga praktisi, yang
diminta untuk menilai enam kategori pada Klausul 7 ISO 20400. Aspek yang dinilai
mencakup Scoring Disclosure, Scoring Substansi, serta usulan perbaikan.

Pengumpulan data validasi dilakukan melalui Focus Group Discussion yang
difasilitasi oleh dosen pembimbing, serta melalui penyebaran Google Form sebagai
instrumen penilaian. Skala yang digunakan dalam validasi adalah skala Likert 1 sampai
5, dengan keterangan skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3
netral atau ragu-ragu, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Secara umum, hasil validasi
menunjukkan bahwa mayoritas penilaian expert berada pada skor 4 dan 5. Hal ini
mengindikasikan bahwa hasil scoring dan usulan perbaikan yang disusun oleh peneliti
dinilai telah sesuai dengan pemahaman akademisi dan praktisi terhadap prinsip

sustainable procurement berdasarkan 1SO 20400.
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BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Analisis Pengungkapan Sustainable Procurement Mengacu Pada 1SO 20400
Analisis pengungkapan sustainable procurement dilakukan untuk menilai sejauh mana
informasi dalam Sustainability Report APRIL 2024 telah sesuai dengan indikator 1SO
20400. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kategori memiliki tingkat pengungkapan
yang berbeda. Beberapa kategori telah dijelaskan cukup baik karena didukung oleh
informasi mengenai kebijakan, mekanisme, standar, dan data pendukung. Namun,
terdapat pula kategori yang pengungkapannya masih terbatas atau belum ditemukan
secara eksplisit dalam laporan. Oleh karena itu, pembahasan berikut disajikan secara
berurutan pada masing-masing kategori agar dapat memberikan gambaran yang lebih
jelas mengenai kekuatan dan kelemahan pengungkapan sustainable procurement dalam
Sustainability Report APRIL 2024. Rekapitulasi hasil pengungkapan pada setiap kategori
kemudian disajikan untuk menunjukkan jumlah temuan pengungkapan, persentase
pengungkapan, rata-rata disclosure, serta rata-rata substansi. Hasil rekapitulasi akhir
tersebut ditampilkan pada Tabel 5.1.
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Akhir

No  Kategori Jumlah Persentase Rata Rata Rata-Rata
Pengungkapan  Pengungkapan  Disclosure  Substansi
1 K1 2 5% 67% 67%
2 K2 9 24% 67% 67%
3 K3 11 30% 87% 93%
4 K4 5 14% 50% 58%
5 K5 10 271% 57% 5%
6 K6 0 0% 0% 0%
Total

37 100%
Pengungkapan
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Berdasarkan Tabel 5.1, terlihat bahwa tingkat pengungkapan sustainable
procurement pada setiap kategori 1SO 20400 Klausul 7 belum menunjukkan distribusi
yang merata. Perbedaan nilai disclosure dan substansi pada masing-masing kategori
mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki fokus pengungkapan yang berbeda pada
setiap tahapan proses pengadaan. Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan
ke dalam Spesifikasi (K3) memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kategori Meninjau dan
Mempelajari Kontrak (K6) tidak ditemukan pengungkapannya dalam Sustainability
Report APRIL 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih banyak

mengungkapkan informasi mengenai tahap awal hingga pertengahan proses pengadaan,
seperti penyusunan persyaratan keberlanjutan, pengelolaan pemasok, dan proses evaluasi
sebelum kontrak dilaksanakan. Sebaliknya, tahapan yang berkaitan dengan evaluasi
pascakontrak, pembelajaran, serta perbaikan berkelanjutan masih relatif terbatas dalam
pengungkapan. Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kualitas
pengungkapan sustainable procurement belum sepenuhnya mencerminkan seluruh
tahapan proses pengadaan sebagaimana direkomendasikan dalam I1SO 20400 Klausul 7.
5.1.1 Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1)
Kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1) berkaitan dengan kemampuan
perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip sustainable procurement ke dalam proses
pengadaan yang telah berjalan, sehingga pengadaan berkelanjutan tidak berdiri sebagai
proses paralel. Berdasarkan hasil rekapitulasi, K1 memperoleh 2 pengungkapan atau 5%
dari total pengungkapan, dengan rata-rata disclosure 67% dan substansi 67%.

Pada kategori ini terdapat satu dimensi, yaitu Proses yang Sudah Ada (KPI 7.1.1),
yang memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 2. Laporan mengungkapkan bahwa
APRIL tetap berpegang pada komitmen keberlanjutan yang tertuang dalam Sustainable
Forest Management Policy (SFMP) 2.0 dan terus menerapkan praktik terbaik dalam
operasi sehari-hari. SFMP 2.0 juga dijelaskan sebagai dasar komitmen keberlanjutan yang
mencakup pencegahan deforestasi dalam rantai pasok, perlindungan dan pemulihan
hutan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta

pengelolaan keluhan.
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Skor 67% pada disclosure menunjukkan bahwa informasi telah diungkapkan secara
kualitatif, tetapi belum dilengkapi data kuantitatif yang mendukung. Sementara itu, skor
67% pada substansi menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan telah tergambar dalam
kebijakan dan komitmen operasional perusahaan, tetapi belum dijelaskan secara teknis
bagaimana prinsip tersebut diintegrasikan ke dalam tahapan pengadaan yang sudah ada,
seperti perencanaan kebutuhan, seleksi pemasok, evaluasi penawaran, kontrak, dan
pemantauan pemasok.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan komitmen
terhadap keberlanjutan sebagai landasan dalam proses pengadaan. Namun, pengungkapan
masih lebih banyak menjelaskan kebijakan dan komitmen secara umum dibandingkan
mekanisme operasional yang menggambarkan bagaimana prinsip keberlanjutan
diterapkan pada setiap tahapan pengadaan. Akibatnya, informasi yang disampaikan
belum sepenuhnya memberikan gambaran mengenai integrasi sustainable procurement
dalam proses pengadaan secara menyeluruh.

5.1.2 Perencanaan (K2)

Kategori Perencanaan (K2) berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam
memasukkan pertimbangan keberlanjutan sejak tahap awal pengadaan. Aspek ini
mencakup pelibatan pemangku kepentingan, penilaian risiko keberlanjutan, analisis
biaya, analisis kebutuhan perusahaan, analisis pasar, serta strategi mendapatkan pemasok.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, K2 memperoleh 9 pengungkapan atau 24% dari total
pengungkapan, dengan rata-rata disclosure 67% dan substansi 67%.

Dimensi Program Kolaboratif (KPI 7.2.1) memperoleh skor disclosure 3 dan
substansi 3. Laporan menunjukkan bahwa APRIL berinteraksi langsung dengan berbagai
kelompok pemangku kepentingan untuk memahami perkembangan eksternal,
menentukan peluang, dan mengidentifikasi risiko. Bukti gambar pendukung pada Tabel
4.1 memperkuat skor tersebut karena menunjukkan adanya forum pemangku kepentingan
yang dilaksanakan di Jakarta, Samarinda, dan Pekanbaru, dengan lebih dari 200 peserta
yang terdiri atas bank, LSM, lembaga akademis, dan instansi pemerintah daerah. Bukti
ini menunjukkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan tidak hanya disampaikan

secara naratif, tetapi juga didukung data kegiatan dan jumlah peserta.
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Dimensi Risiko Keberlanjutan (KPI 7.2.2) memperoleh skor disclosure 2 dan
substansi 2. Laporan telah mengungkapkan adanya audit internal dan eksternal,
pemeriksaan uji tuntas tahunan terhadap mitra pemasok, serta konsultasi internal dan
lokakarya lintas unit bisnis. Namun, pengungkapan ini belum sepenuhnya menjelaskan
metode penilaian risiko, tingkat risiko, hasil prioritas risiko, maupun mekanisme mitigasi
yang digunakan dalam perencanaan pengadaan.

Dimensi Analisis Biaya (KPI 7.2.3) memperoleh skor disclosure 0 dan substansi 0
karena tidak ditemukan informasi yang menjelaskan penerapan analisis biaya sepanjang
daur hidup barang atau jasa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek life cycle cost atau biaya
total sepanjang masa penggunaan belum tergambar dalam perencanaan pengadaan.

Dimensi Kebutuhan Perusahaan (KPI 7.2.4) memperoleh skor disclosure 3 dan
substansi 3. Laporan menyajikan informasi mengenai ketertelusuran pasokan kayu dan
serat, termasuk 100% kayu dan serat yang dapat dilacak hingga negara asal panen, serta
99% pasokan dari Indonesia yang dapat dilacak hingga unit pengelolaan hutan. Informasi
ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan data internal untuk mendukung
kebutuhan bisnis dan pengelolaan pasokan secara terukur.

Dimensi Analisis Pasar (KPI 7.2.5) memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 2.
Laporan menjelaskan kondisi pasar global, seperti konflik geopolitik, gangguan rantai
pasok, volatilitas harga bahan baku dan energi, peningkatan biaya pengiriman, serta
ketidakpastian pasar produk serat. Namun, informasi tersebut masih bersifat analisis
umum dan belum menjelaskan secara spesifik bagaimana hasil analisis pasar digunakan
dalam keputusan pengadaan atau strategi pemasok.

Dimensi Memilih Pemasok (KPI 7.2.6) memperoleh skor disclosure 2 dan substansi
2. Laporan menyebutkan bahwa pemasok harus mematuhi SFMP 2.0, Kebijakan
Pengadaan Kayu dan Serat, serta Kode Etik Pengadaan RGE. Hal ini menunjukkan bahwa
pertimbangan keberlanjutan telah masuk dalam strategi pemilihan pemasok, tetapi belum
dijelaskan secara rinci dalam bentuk bobot evaluasi, ambang batas penilaian, atau
mekanisme seleksi pemasok berbasis keberlanjutan.

Secara keseluruhan, K2 menunjukkan bahwa aspek perencanaan pengadaan

berkelanjutan telah cukup tergambar, terutama pada pelibatan pemangku kepentingan dan
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pemanfaatan data kebutuhan perusahaan. Namun, aspek analisis biaya masih menjadi
kelemahan utama karena belum ditemukan pengungkapan terkait biaya siklus hidup
barang atau jasa.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan beberapa aspek
perencanaan pengadaan berkelanjutan, seperti identifikasi risiko dan pengelolaan
pemasok. Namun, pengungkapan mengenai metode perencanaan Yyang lebih
komprehensif, seperti analisis Total Cost of Ownership (TCO), Life Cycle Cost (LCC),
maupun supply market research, masih belum ditemukan. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa informasi mengenai proses perencanaan pengadaan
berkelanjutan masih dapat ditingkatkan agar lebih selaras dengan rekomendasi 1SO
20400.

5.1.3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3)

Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3)
berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memasukkan persyaratan keberlanjutan
ke dalam dokumen pengadaan, jenis persyaratan, persyaratan minimum, sertifikasi, dan
mekanisme evaluasi pemenuhan persyaratan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, K3
merupakan kategori dengan jumlah pengungkapan tertinggi, yaitu 11 pengungkapan atau
30% dari total pengungkapan, dengan rata-rata disclosure 87% dan substansi 93%.

Dimensi Dokumen Pengadaan (KPI 7.3.1) memperoleh skor disclosure 2 dan
substansi 2. Laporan menjelaskan bahwa pemasok wajib mematuhi SFMP 2.0, Kebijakan
Pengadaan Kayu dan Serat, serta Kode Etik Pengadaan RGE. Selain itu, pemasok harus
menyelesaikan penilaian mandiri dan melakukan tinjauan dokumen utama, seperti
sertifikat, izin hukum, data penggunaan lahan dan tutupan lahan, serta penilaian HCV dan
HCS. Skor 2 diberikan karena persyaratan telah diungkapkan secara kualitatif, tetapi
belum dijelaskan dalam bentuk format dokumen pengadaan, alur verifikasi, atau struktur
pengambilan keputusan.

Dimensi Jenis Persyaratan (KPI 7.3.2) memperoleh skor disclosure 2 dan substansi
3. Laporan mengungkapkan adanya sertifikasi PEFC Chain of Custody pada pabrik
terintegrasi dan sertifikasi PEFC pada Restorasi Ekosistem Riau. Informasi tersebut

menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem yang memastikan bahan berbasis
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hutan berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan. Substansi diberikan skor 3
karena implementasi telah didukung oleh sistem sertifikasi yang relevan dan selaras
dengan standar internasional.

Dimensi Persyaratan Minimum dan Tambahan (KPI 7.3.3) memperoleh skor
disclosure 3 dan substansi 3. Laporan menjelaskan bahwa APRIL menetapkan batas
waktu kepatuhan tahun 2015, yang lebih ketat dibandingkan batas waktu EUDR tahun
2020. Selain itu, perusahaan berkomitmen tidak melakukan pengembangan di kawasan
HCV dan HCS, serta menerapkan pemantauan terhadap konsesi perusahaan dan pemasok
menggunakan citra satelit dan drone. Pemantauan tersebut juga diperkuat dengan survei
yang dilakukan oleh tim analis penginderaan jauh setiap 16 hari untuk mendeteksi
perubahan tutupan lahan. Informasi ini menunjukkan bahwa persyaratan minimum
keberlanjutan telah ditetapkan secara jelas dan didukung oleh mekanisme pemantauan
yang terstruktur, berkala, serta berbasis teknologi.

Dimensi Sertifikasi (KPI 7.3.4) memperoleh skor disclosure 3 dan substansi 3.
Laporan mengungkapkan bahwa konsesi APRIL telah 100% bersertifikat PHPL dan
SVLK, serta 88% perkebunan telah bersertifikat PEFC-FM per Desember 2024. Gambar
bukti pendukung pada Tabel 4.1 memperkuat skor tersebut karena menampilkan data
sertifikasi PEFC-FM, termasuk luas area, persentase sertifikasi, dan capaian antar tahun.
Dengan adanya data kuantitatif dan standar sertifikasi yang jelas, dimensi ini
menunjukkan pengungkapan dan implementasi yang kuat.

Dimensi Evaluasi Persyaratan (KPI 7.3.5) memperoleh skor disclosure 3 dan
substansi 3. Laporan menjelaskan bahwa mitra pemasok tunduk pada audit internal dan
eksternal serta pemeriksaan uji tuntas tahunan. Selain itu, implementasi SFMP 2.0
diverifikasi secara independen oleh KPMG Performance Registrar Inc. pada tahun 2024,
yang merupakan laporan ke-12 secara berturut-turut sejak pengumuman awal SFMP pada
tahun 2014. Informasi tersebut menunjukkan adanya mekanisme evaluasi yang
terstruktur, berkelanjutan, dan didukung pihak independen.

Secara keseluruhan, K3 merupakan kategori paling kuat karena seluruh dimensi
memiliki pengungkapan, dan sebagian besar dimensi memperoleh skor tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa persyaratan keberlanjutan dalam pengadaan APRIL telah cukup
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kuat, terutama pada aspek sertifikasi, persyaratan minimum, dan evaluasi pemenuhan
persyaratan.

Tingginya nilai disclosure dan substansi pada kategori ini menunjukkan bahwa
perusahaan memberikan perhatian yang besar terhadap pengungkapan persyaratan
keberlanjutan dalam proses pengadaan. Pengungkapan mengenai sertifikasi, legalitas,
due diligence, dan berbagai persyaratan keberlanjutan lainnya menunjukkan bahwa aspek
spesifikasi menjadi salah satu fokus utama perusahaan dalam Sustainability Report.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah berupaya memastikan pemasok
memenuhi standar keberlanjutan sebelum memasuki tahap kerja sama.

5.1.4 Memilih Pemasok (K4)

Kategori Memilih Pemasok (K4) berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam
menilai kapasitas pemasok, melakukan prakualifikasi, mengelola tender, dan
memberikan kontrak dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Berdasarkan hasil
rekapitulasi, K4 memperoleh 5 pengungkapan atau 14% dari total pengungkapan, dengan
rata-rata disclosure 50% dan substansi 58%.

Dimensi Kapasitas Pemasok (KPI 7.4.1) memperoleh skor disclosure 2 dan substansi
2. Laporan menjelaskan bahwa pemasok wajib menyelesaikan penilaian mandiri dan
melakukan tinjauan dokumen utama. APRIL juga melakukan verifikasi data perubahan
tutupan lahan pemasok sejak tahun 2015, menilai kegiatan pengelolaan hutan pemasok,
serta mewajibkan pelaporan kebakaran, korban jiwa, sanksi pemerintah, dan keluhan
yang diterima. Skor 2 diberikan karena mekanisme penilaian telah tergambar, tetapi
belum dilengkapi data hasil penilaian kapasitas pemasok secara rinci.

Dimensi Prakualifikasi Pemasok (KPI 7.4.2) memperoleh skor disclosure 2 dan
substansi 2. Laporan menyebutkan adanya komunikasi ketentuan SFMP 2.0 kepada
pemasok dan pelaksanaan uji tuntas komprehensif. Pemasok juga diwajibkan
menyelesaikan penilaian mandiri serta menyerahkan dokumen pendukung seperti
sertifikat, izin hukum, data penggunaan lahan, data tutupan lahan, serta penilaian HCV
dan HCS. Gambar bukti pendukung pada Tabel 4.1 memperkuat pemberian skor karena
menunjukkan tahapan uji tuntas dan mitigasi risiko untuk pemasok pasar terbuka baru,

mulai dari sosialisasi SFMP 2.0, pengumpulan informasi pemasok, penilaian kepatuhan



87

awal, identifikasi risiko, penyusunan rencana mitigasi, hingga persetujuan manajemen.
Namun, skor belum mencapai 3 karena laporan belum menjelaskan secara rinci ambang
batas penerimaan, bobot penilaian, atau klasifikasi kelayakan pemasok dalam proses
prakualifikasi.

Dimensi Mengelola Tender (KPI 7.4.3) memperoleh skor disclosure 0 dan substansi
0 karena dalam Sustainability Report APRIL 2024 tidak ditemukan pengungkapan yang
secara eksplisit menjelaskan proses tender, kriteria evaluasi tender, metode penilaian
penawaran, maupun bobot evaluasi pemasok. Ketiadaan pengungkapan ini tidak dapat
langsung diartikan bahwa perusahaan tidak memiliki mekanisme seleksi pemasok, karena
laporan telah menjelaskan adanya proses uji tuntas, penilaian mandiri, dan verifikasi
dokumen pemasok. Namun, mekanisme tersebut lebih menggambarkan proses
prakualifikasi dan kepatuhan pemasok, bukan pengelolaan tender sebagaimana dimaksud
dalam KPI 7.4.3. Oleh karena itu, skor O diberikan karena aspek pengelolaan tender tidak
ditemukan secara spesifik dalam laporan yang dianalisis.

Dimensi Pemberian Kontrak (KPI 7.4.4) memperoleh skor disclosure 2 dan substansi
3. Skor disclosure 2 diberikan karena laporan telah menjelaskan secara kualitatif bahwa
pemasok tunduk pada audit internal, audit eksternal, dan uji tuntas tahunan, serta wajib
mematuhi Kode Etik Pengadaan, SFMP 2.0, kebijakan terbaru perusahaan, dan Kerangka
Kerja Keberlanjutan Grup RGE. Namun, pengungkapan tersebut belum dilengkapi data
kuantitatif seperti jumlah pemasok yang diaudit, persentase pemasok yang memenuhi
ketentuan, atau jumlah kontrak yang memuat persyaratan keberlanjutan. Sementara itu,
skor substansi 3 diberikan karena kutipan tersebut menunjukkan bahwa persyaratan
keberlanjutan telah menjadi bagian dari mekanisme kepatuhan pemasok dalam hubungan
kontraktual, didukung oleh audit, uji tuntas tahunan, dan keselarasan dengan kebijakan
keberlanjutan perusahaan.

Secara keseluruhan, K4 menunjukkan bahwa proses pemilihan pemasok telah cukup
tergambar pada aspek kapasitas, prakualifikasi, dan pemberian kontrak. Namun, kategori
ini masih memiliki kelemahan pada dimensi Mengelola Tender karena belum ditemukan

informasi mengenai transparansi kriteria evaluasi.



88

Meskipun perusahaan telah mengungkapkan beberapa informasi mengenai evaluasi
pemasok, pengungkapan tersebut masih didominasi oleh informasi yang bersifat umum
dan belum menjelaskan mekanisme evaluasi secara rinci. Informasi mengenai metode
penilaian, pembobotan kriteria, maupun prosedur pengambilan keputusan dalam
pemilihan pemasok belum diungkapkan secara jelas. Oleh karena itu, kualitas
pengungkapan pada kategori ini masih memiliki peluang untuk ditingkatkan agar
memberikan gambaran proses evaluasi yang lebih komprehensif.

5.1.5 Mengelola Kontrak (K5)

Kategori Mengelola Kontrak (K5) berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam
mengelola hubungan pemasok, menerapkan kontrak, menyusun rencana kontrak,
mengelola kinerja pemasok, mendorong inisiatif bersama, menangani kegagalan
pemasok, serta mempertimbangkan akhir masa pakai barang atau jasa. Berdasarkan hasil
rekapitulasi, K5 memperoleh 10 pengungkapan atau 27% dari total pengungkapan,
dengan rata-rata disclosure 57% dan substansi 57%.

Dimensi Hubungan Pemasok (KPI 7.5.1) memperoleh skor disclosure 2 dan
substansi 2. Laporan menjelaskan bahwa pada tahun 2024 APRIL memfokuskan kegiatan
keterlibatan pemasok pada penyelarasan praktik operasional dengan standar
keberlanjutan perusahaan serta mengidentifikasi bidang yang memerlukan dukungan.
Namun, informasi tersebut belum dilengkapi indikator kualitas hubungan pemasok,
frekuensi komunikasi, hasil evaluasi hubungan, atau mekanisme pengukuran efektivitas
komunikasi.

Dimensi Menerapkan Kontrak (KPI 7.5.2) memperoleh skor disclosure 3 dan
substansi 3. Laporan menyebutkan bahwa pemasok wajib mematuhi Kode Etik
Pengadaan, SFMP 2.0, kebijakan terbaru perusahaan, dan Kerangka Kerja Keberlanjutan
Grup RGE. Selain itu, APRIL melakukan pemantauan terhadap 100% pemasok yang ada
dan memastikan bahwa 100% volume pasokan tahun 2024 bebas dari deforestasi. Data
kuantitatif tersebut memperkuat bahwa pelaksanaan kontrak telah dijalankan secara
terukur.

Dimensi Rencana Kontrak (KPI 7.5.3) memperoleh skor disclosure 0 dan substansi

0 karena tidak ditemukan informasi mengenai rencana manajemen kontrak yang memuat
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target keberlanjutan, identifikasi risiko kontrak, pembagian tanggung jawab, jadwal
pemantauan, maupun rencana mitigasi risiko selama siklus kontrak.

Dimensi Kinerja dan Hubungan (KPI 7.5.4) memperoleh skor disclosure 3 dan
substansi 3. Laporan menjelaskan bahwa konsesi APRIL dan pemasok dipantau untuk
mendeteksi deforestasi melalui citra satelit dan drone. Tim verifikasi lapangan
mengidentifikasi, memverifikasi, dan mendokumentasikan perubahan tutupan lahan,
sedangkan tim analis penginderaan jauh melakukan survei setiap 16 hari. Informasi ini
menunjukkan adanya mekanisme pemantauan pemasok yang sistematis, rutin, dan
didukung teknologi.

Dimensi Wadah Inisiatif (KPI 7.5.5) memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 2.
Laporan menjelaskan bahwa APRIL bekerja sama dengan pemasok untuk membantu
pemenuhan persyaratan kebijakan, termasuk rehabilitasi kawasan hutan terdegradasi,
dukungan sertifikasi hutan, bantuan teknis pengelolaan hutan berkelanjutan, serta
pencegahan ketidakpatuhan. Namun, skor belum mencapai 3 karena belum ditemukan
data kuantitatif mengenai jumlah pemasok yang didampingi, target program, frekuensi
kegiatan, atau capaian hasil inisiatif.

Dimensi Kegagalan Pemasok (KPI 7.5.6) memperoleh skor disclosure 2 dan
substansi 2. Laporan menjelaskan bahwa apabila terdeteksi perubahan tutupan lahan,
APRIL memberi tahu pemasok, meminta verifikasi lapangan, menilai kondisi aktual, dan
menyusun rencana tindakan restorasi untuk area terdampak. Selain itu, perusahaan
memberikan dukungan sertifikasi dan bantuan teknis kepada pemasok. Skor 2 diberikan
karena mekanisme tindak lanjut telah dijelaskan, tetapi belum dilengkapi informasi
mengenai jumlah kasus, batas waktu penyelesaian, status pemulihan, sanksi, atau hasil
tindakan korektif.

Dimensi Akhir Masa Pakai (KPI 7.5.7) memperoleh skor disclosure 0 dan substansi
0 karena tidak ditemukan pengungkapan mengenai strategi akhir masa pakai barang atau
jasa, penggunaan kembali, daur ulang, pemulihan nilai, maupun penerapan konsep life
cycle costing dalam pengelolaan kontrak.

Secara keseluruhan, K5 menunjukkan bahwa APRIL telah memiliki pengungkapan

yang cukup kuat pada aspek penerapan kontrak serta pemantauan kinerja pemasok.
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Namun, terdapat kelemahan pada rencana manajemen kontrak dan akhir masa pakai
karena keduanya belum ditemukan dalam laporan. Hal ini menunjukkan bahwa
pengelolaan kontrak telah berjalan pada aspek kepatuhan dan pemantauan, tetapi belum
sepenuhnya mencakup perencanaan kontrak berbasis risiko serta pendekatan siklus hidup
barang atau jasa.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan berbagai
aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan bersama pemasok. Namun,
pengungkapan mengenai mekanisme pengelolaan kontrak, pemantauan target
keberlanjutan, maupun evaluasi efektivitas pelaksanaan kontrak masih relatif terbatas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi mengenai pengelolaan kontrak berkelanjutan
belum disampaikan secara menyeluruh dalam Sustainability Report.

5.1.6 Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6)

Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6) berkaitan dengan kemampuan
perusahaan untuk melakukan evaluasi setelah kontrak diimplementasikan,
mendokumentasikan pembelajaran, dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai
dasar perbaikan pengadaan berkelanjutan di masa depan. Berdasarkan hasil rekapitulasi,
K6 tidak memperolen pengungkapan, sehingga jumlah pengungkapan, rata-rata
disclosure, dan rata-rata substansi seluruhnya bernilai 0%.

Dimensi Meninjau dan Mempelajari Kontrak (KPI 7.6.1) memperoleh skor
disclosure 0 dan substansi O karena tidak ditemukan informasi mengenai evaluasi pasca
kontrak, dokumentasi lesson learned, maupun penggunaan hasil evaluasi kontrak untuk
memperbaiki strategi pengadaan berkelanjutan berikutnya. Tidak adanya pengungkapan
pada dimensi ini menunjukkan bahwa Sustainability Report APRIL 2024 belum
menjelaskan mekanisme pembelajaran dari pelaksanaan kontrak sebagai bagian dari
perbaikan berkelanjutan.

Tidak ditemukannya pengungkapan pada kategori ini menunjukkan bahwa informasi
mengenai proses post-contract review maupun pembelajaran dari pelaksanaan kontrak
belum disampaikan dalam Sustainability Report. Namun demikian, hasil tersebut tidak
serta-merta menunjukkan bahwa perusahaan tidak melaksanakan aktivitas tersebut,

melainkan hanya menunjukkan bahwa informasi mengenai aspek tersebut belum
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diungkapkan dalam laporan yang dianalisis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas
pengungkapan pada kategori ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai

siklus sustainable procurement sesuai dengan 1SO 20400.

5.2 Analisis Perbandingan Scoring Substansi

Penilaian pengungkapan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat dua aspek
penilaian, yaitu disclosure dan substansi (Anggraeni & Djakman, 2018; Kusrini et al.,
2026; Santos et al., 2025). Disclosure digunakan untuk menilai sejauh mana informasi
terkait indikator 1SO 20400 diungkapkan dalam Sustainability Report APRIL 2024, baik
dari sisi keberadaan, kejelasan, maupun kelengkapan informasi yang disampaikan.
Sementara itu, substansi digunakan untuk menilai kedalaman isi pengungkapan, yaitu
apakah informasi yang disampaikan hanya berupa pernyataan umum atau telah
menunjukkan adanya praktik, mekanisme pelaksanaan, pihak yang terlibat, bukti
implementasi, pengukuran, serta tindak lanjut dalam penerapan sustainable procurement.

Meskipun penelitian ini menilai dua aspek, yaitu disclosure dan substansi,
pembahasan lanjutan akan lebih difokuskan pada hasil scoring substansi. Fokus tersebut
dipilih karena penilaian substansi tidak hanya melihat ada atau tidaknya suatu
pengungkapan, tetapi juga menilai kualitas informasi yang diungkapkan melalui
keberadaan bukti, kebijakan, mekanisme, maupun bentuk implementasi yang dijelaskan
dalam Sustainability Report. Suatu indikator dapat saja telah diungkapkan dalam laporan,
namun informasi yang disajikan masih bersifat umum sehingga belum mencerminkan
substansi pengungkapan yang kuat. Oleh karena itu, pembahasan substansi memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pengungkapan sustainable
procurement berdasarkan informasi yang disajikan dalam Sustainability Report APRIL
2024.

Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh kategori pada Klausul 7 memiliki skor
substansi di bawah 100%. Kategori tersebut meliputi K1 Membangun dari Proses yang
Sudah Ada sebesar 67%, K2 Perencanaan sebesar 67%, K3 Mengintegrasikan
Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi sebesar 93%, K4 Memilih Pemasok

sebesar 58%, K5 Mengelola Kontrak sebesar 57%, dan K6 Meninjau dan Mempelajari
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Kontrak sebesar 0%. Oleh karena itu, pembahasan pada subbab ini difokuskan pada
keenam kategori tersebut untuk melihat perbedaan tingkat substansi pada setiap dimensi,
sekaligus mengidentifikasi aspek yang sudah kuat dan aspek yang masih memerlukan
penguatan dalam pengungkapan praktik sustainable procurement APRIL 2024.

5.2.1 Kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1)

Pada kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1), hasil scoring
divisualisasikan untuk menunjukkan tingkat substansi pada kategori Proses yang Sudah

Ada. Visualisasi hasil scoring K1 ditampilkan pada Gambar 5.1.

7.1 Membangun Dari Proses Yang Sudah
Ada

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Gambar 5. 1 Visualisasi Hasil Scoring K1

Pada kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1) dapat dilihat bahw
kategori ini hanya memiliki satu dimensi, yaitu Proses yang Sudah Ada (KPI 7.1.1). Hasil
scoring menunjukkan bahwa dimensi ini memperoleh nilai substansi sebesar 67%, yang
berarti implementasi sudah diungkapkan, tetapi masih berada pada tingkat terbatas.
Laporan telah menunjukkan adanya integrasi keberlanjutan melalui kebijakan
APRIL2030 dan SFMP 2.0. Namun, pengungkapan tersebut belum sepenuhnya
menjelaskan mekanisme operasional yang terstruktur dalam proses pengadaan, seperti
bagaimana prinsip keberlanjutan diterapkan pada tahap perencanaan kebutuhan,
penyusunan spesifikasi, seleksi pemasok, pelaksanaan kontrak, dan evaluasi kontrak.
Oleh karena itu, dimensi ini belum memperoleh nilai 100% karena bukti implementasinya

belum menunjukkan proses yang tersistematis secara lengkap.
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5.2.2 Kategori Perencanaan (K2)

Pada kategori Perencanaan (K2), visualisasi digunakan untuk menunjukkan perbandingan
nilai substansi pada setiap dimensi, sehingga dapat terlihat dimensi yang memiliki
pengungkapan paling kuat dan dimensi yang masih belum ditemukan dalam laporan.

Visualisasi grafik kategori K2 ditampilkan pada Gambar 5.2.

7.2 Perencanaan

Memilih Pemasok e 7%
Analisis Pasar s 7%

Kebutuhan Perusahaan s 100%
Analisis Biaya = 0%

Risiko Keberlanjutan —e——— (70

Program Kolaboratif —s——— 100%0
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gambar 5. 2 Visualisasi Hasil Scoring K2

Pada kategori Perencanaan (K2), nilai substansi tertinggi terdapat pada dimensi
Program Kolaboratif (KPI 7.2.1) dan Kebutuhan Perusahaan (KPI 7.2.4), yaitu masing-
masing sebesar 100%. Nilai tinggi pada Program Kolaboratif menunjukkan bahwa
laporan telah menggambarkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses
perencanaan keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan KPI 7.2.1 yang menekankan
kemampuan perusahaan dalam membangun program kerja kolaboratif untuk menentukan
kriteria keberlanjutan. Sementara itu, nilai tinggi pada Kebutuhan Perusahaan
menunjukkan bahwa laporan telah menjelaskan kebutuhan perusahaan terhadap
ketertelusuran bahan baku, sehingga substansinya dinilai kuat karena telah didukung oleh
capaian dan indikator yang terukur.

Nilai substansi sedang terdapat pada dimensi Risiko Keberlanjutan (KPI 7.2.2),
Analisis Pasar (KPI1 7.2.5), dan Melengkapi Strategi Mendapatkan Pemasok (KPI 7.2.6),
yaitu sebesar 67%. Ketiga dimensi tersebut sudah menunjukkan adanya praktik yang
relevan, seperti uji tuntas pemasok, audit, pemantauan risiko pasar, serta kewajiban
pemasok terhadap kebijakan keberlanjutan. Namun, nilainya belum mencapai 100%

karena laporan belum menjelaskan metode penilaian risiko, prioritas risiko, strategi pasar,
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maupun mekanisme penyusunan strategi pemasok secara rinci. Adapun nilai terendah
terdapat pada dimensi Analisis Biaya (KPI 7.2.3) sebesar 0%, karena belum ditemukan
pengungkapan mengenai analisis biaya berbasis keberlanjutan, seperti life cycle cost,
biaya lingkungan, biaya sosial, atau total biaya kepemilikan dalam proses perencanaan
pengadaan.

5.2.3 Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3)
Pada kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3),
visualisasi digunakan untuk memperlihatkan perbandingan nilai substansi antar dimensi,
khususnya antara dimensi yang sudah mencapai nilai 100% dan dimensi Dokumen
Pengadaan yang masih memperoleh nilai 67%. Visualisasi grafik kategori K3

ditampilkan pada Gambar 5.3:

7.3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan
ke Dalam Spesifikasi

Evaluasi Persyaratan essssssss—————— 1 00%
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Dokumen Pengadaan ee—c— G700
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gambar 5. 3 Visualisasi Hasil Scoring K3

Pada kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi
(K3), sebagian besar dimensi memperoleh nilai substansi tinggi. Dimensi Jenis
Persyaratan (KPI 7.3.2), Persyaratan Minimum dan Tambahan (KPI 7.3.3), Sertifikasi
(KPI 7.3.4), dan Evaluasi Persyaratan (KPI 7.3.5) memperoleh nilai substansi sebesar
100%. Nilai ini menunjukkan bahwa persyaratan keberlanjutan telah tergambar cukup
kuat dalam laporan, terutama melalui penerapan sertifikasi, ketentuan HCV dan HCS,
batas waktu kepatuhan yang lebih ketat, audit, uji tuntas, serta pemantauan tutupan lahan
menggunakan satelit, drone, dan survei penginderaan jauh setiap 16 hari. Hal ini

menunjukkan bahwa persyaratan keberlanjutan tidak hanya diungkapkan sebagai
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komitmen, tetapi juga didukung oleh mekanisme pengendalian dan pemantauan yang
lebih konkret.

Nilai yang lebih rendah terdapat pada dimensi Dokumen Pengadaan (KPI 7.3.1)
sebesar 67%. Dimensi ini sudah menunjukkan adanya kewajiban pemasok untuk
mematuhi kebijakan keberlanjutan perusahaan, seperti SFMP 2.0, Kebijakan Pengadaan
Kayu dan Serat, serta Kode Etik Pengadaan RGE. Namun, substansinya belum mencapai
100% karena laporan belum menampilkan secara eksplisit bentuk dokumen pengadaan
yang memuat persyaratan keberlanjutan, seperti dokumen spesifikasi, dokumen tender,
klausul teknis, atau format kriteria evaluasi pemasok. Dengan demikian, K3 menjadi
kategori dengan substansi paling kuat, tetapi aspek dokumentasi pengadaan masih dapat
diperjelas.

5.2.4 Kategori Memilih Pemasok (K4)

Pada kategori Memilih Pemasok (K4), visualisasi digunakan untuk menunjukkan
perbedaan tingkat substansi antar dimensi, terutama untuk memperlihatkan bahwa
dimensi Pemberian Kontrak memiliki nilai tertinggi, sedangkan dimensi Mengelola
Tender belum ditemukan pengungkapannya. Visualisasi grafik kategori K4 ditampilkan

pada Gambar 5.4.

7.4 Memilih Pemasok

Pemberian Kontrak [ 100%
Mengelola Tender | 0%

Prakualifikasi Pemasok GGG G 7%0
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0% 20%  40% 60% 80% 100% 120%

Gambar 5. 4 Visualisasi Hasil Scoring K4
Pada kategori Memilih Pemasok (K4), dimensi dengan nilai substansi tertinggi
adalah Pemberian Kontrak (KPI 7.4.4) sebesar 100%. Nilai ini diberikan karena laporan
telah menunjukkan bahwa pemberian kontrak berkaitan dengan kewajiban pemasok
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untuk mematuhi persyaratan keberlanjutan, seperti Kode Etik Pengadaan, SFMP 2.0,
kebijakan terbaru perusahaan, dan Kerangka Kerja Keberlanjutan RGE. Pengungkapan
tersebut dinilai memiliki substansi tinggi karena kepatuhan pemasok tidak hanya disebut
sebagai komitmen, tetapi menjadi bagian dari hubungan kontraktual.

Dimensi Kapasitas Pemasok (KPI 7.4.1) dan Prakualifikasi Pemasok (KPI 7.4.2)
memperoleh nilai 67%. Kedua dimensi ini sudah menunjukkan adanya proses penilaian
pemasok, seperti penilaian mandiri, verifikasi dokumen, pemeriksaan legalitas, data
penggunaan lahan, data tutupan lahan, serta penilaian HCV dan HCS. Namun, nilai
tersebut belum mencapai 100% karena laporan belum menjelaskan secara teknis standar
kapasitas minimum pemasok, ambang batas kelayakan, bobot penilaian, atau klasifikasi
risiko pemasok. Dengan demikian, implementasinya sudah tergambar, tetapi belum
sepenuhnya tersistematis dalam bentuk Kkriteria penilaian yang rinci.

Dimensi Mengelola Tender (KPI 7.4.3) memperoleh nilai 0%. Nilai ini diberikan
karena tidak ditemukan pengungkapan yang secara spesifik menjelaskan proses tender,
kriteria evaluasi tender, metode penilaian penawaran, atau bobot evaluasi pemasok. Skor
0% pada dimensi ini tidak berarti perusahaan tidak memiliki mekanisme seleksi pemasok,
tetapi menunjukkan bahwa aspek tender sebagaimana dimaksud dalam KPI 7.4.3 tidak
tergambar secara eksplisit dalam Sustainability Report APRIL 2024.

5.2.5 Kategori Mengelola Kontrak(K5)

Pada kategori Mengelola Kontrak (K5), visualisasi digunakan untuk memperlihatkan
variasi nilai substansi pada setiap dimensi, mulai dari dimensi yang telah diungkapkan
secara kuat hingga dimensi yang belum ditemukan dalam Sustainability Report APRIL

2024. Visualisasi grafik kategori K5 ditampilkan pada Gambar 5.5.
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7.5 Mengelola Kontrak
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Gambar 5. 5 Visualisasi Hasil Scoring K5

Pada kategori Mengelola Kontrak (K5), nilai tertinggi terdapat pada dimensi
Menerapkan Kontrak (KPI 7.5.2) dan Kinerja dan Hubungan (KPI 7.5.4), yaitu masing-
masing sebesar 100%. Nilai 100% diberikan karena kedua dimensi tersebut menunjukkan
implementasi yang lebih konkret, yaitu adanya kewajiban pemasok, pemantauan
kepatuhan, penggunaan teknologi, serta tindak lanjut atas temuan.

Menerapkan Kontrak memperoleh nilai tinggi karena laporan menunjukkan bahwa
pemasok wajib mematuhi kebijakan keberlanjutan perusahaan dan kepatuhan tersebut
dipantau dalam pelaksanaan hubungan pemasok. Kinerja dan Hubungan juga
memperoleh nilai 100% karena laporan menjelaskan adanya pemantauan deforestasi,
verifikasi lapangan, penggunaan teknologi pemantauan, serta penyusunan rencana
restorasi apabila ditemukan perubahan tutupan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa
pengelolaan kontrak tidak berhenti pada ketentuan tertulis, tetapi dilanjutkan dengan
pemantauan dan tindakan korektif.

Dimensi Hubungan Pemasok (KPI 7.5.1), Wadah Inisiatif (KPI 7.5.5), dan
Kegagalan Pemasok (KPI 7.5.6) memperoleh nilai 67%. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa laporan telah mengungkapkan adanya hubungan, pendampingan, bantuan teknis,
dukungan sertifikasi, dan penanganan ketidaksesuaian pemasok. Namun, pengungkapan
ini belum cukup untuk memperoleh nilai 100% karena belum dijelaskan secara lengkap

target program, jumlah pemasok yang terlibat, jadwal pelaksanaan, indikator
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keberhasilan, serta hasil perbaikan yang dicapai. Oleh karena itu, ketiga dimensi ini
dinilai sudah memiliki implementasi, tetapi masih terbatas dari sisi keterukuran dan
sistematisasi.

Dimensi Rencana Kontrak (KPI 7.5.3) dan Akhir Masa Pakai (KPI 7.5.7)
memperoleh nilai 0%. Rencana Kontrak memperoleh nilai 0% karena tidak ditemukan
pengungkapan mengenai rencana manajemen kontrak yang memuat sasaran
keberlanjutan, risiko kontrak, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme evaluasi
selama masa kontrak. Sementara itu, Akhir Masa Pakai memperoleh nilai 0% karena
laporan tidak mengungkapkan mekanisme pengelolaan barang atau material setelah masa
pakainya berakhir, seperti penggunaan kembali, daur ulang, take-back system, atau
analisis dampak akhir masa pakai dalam pengadaan.

5.2.6 Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6)

Pada kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6), analisis disajikan secara naratif
karena kategori ini hanya memiliki satu dimensi, yaitu Meninjau dan Mempelajari
Kontrak (KPI 7.6.1). Berdasarkan hasil scoring, dimensi ini memperoleh nilai substansi
sebesar 0%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam Sustainability Report APRIL 2024
belum ditemukan pengungkapan yang secara spesifik menjelaskan proses peninjauan
kontrak setelah implementasi, evaluasi hasil pelaksanaan kontrak, dokumentasi
pembelajaran, maupun penggunaan hasil evaluasi kontrak sebagai dasar perbaikan
pengadaan berkelanjutan di masa mendatang.

Kondisi ini tidak dapat langsung diartikan bahwa perusahaan tidak melakukan
evaluasi kontrak, tetapi menunjukkan bahwa aspek tersebut belum tergambar secara
eksplisit dalam laporan yang dianalisis. Dengan demikian, K6 menjadi kategori dengan
nilai substansi terendah karena belum terdapat bukti pengungkapan mengenai mekanisme
post-contract review atau lesson learned yang digunakan untuk memperkuat proses
sustainable procurement berikutnya.

5.2.7 Perbandingan Rata-Rata Scoring Substansi Antar Kategori
Perbandingan rata-rata scoring substansi antar kategori digunakan untuk melihat kategori
ISO 20400 Klausul 7 yang memiliki tingkat substansi paling kuat dan paling lemah.

Visualisasi rata-rata scoring substansi antar kategori ditampilkan pada Gambar 5.6.
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Gambar 5. 6 Visualisasi Rata-rata Scoring Substansi Antar Kategori

Berdasarkan perbandingan rata-rata scoring substansi antar kategori, kategori dengan
nilai tertinggi adalah Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi
(K3) sebesar 93%. Nilai ini menunjukkan bahwa pengungkapan APRIL paling kuat pada
aspek penetapan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi pengadaan. Hal tersebut
terlihat karena sebagian besar dimensi pada kategori ini telah didukung oleh bukti
implementasi yang kuat, seperti penerapan sertifikasi, ketentuan HCV dan HCS, batas
waktu kepatuhan, audit, uji tuntas, serta pemantauan berbasis teknologi. Dengan
demikian, K3 dapat dikategorikan sebagai aspek dengan substansi paling kuat karena
pengungkapan tidak hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga menunjukkan mekanisme
pelaksanaan, pemantauan, dan standar yang digunakan.

Kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1) dan Perencanaan (K2)
memperoleh nilai substansi sebesar 67%. Nilai ini menunjukkan bahwa laporan telah
menampilkan substansi yang cukup baik pada aspek integrasi awal dan perencanaan

sustainable procurement, tetapi belum sepenuhnya kuat. Pada K1, keberlanjutan telah
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tergambar melalui kebijakan APRIL2030 dan SFMP 2.0, tetapi belum dijelaskan secara
rinci bagaimana kebijakan tersebut diterapkan ke dalam tahapan teknis pengadaan.
Sementara itu, pada K2, laporan sudah menunjukkan praktik yang baik dalam program
kolaboratif dan ketertelusuran bahan baku, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek
analisis biaya keberlanjutan yang belum ditemukan pengungkapannya. Oleh karena itu,
kedua kategori ini dapat dinilai berada pada tingkat substansi menengah karena
praktiknya sudah terlihat, tetapi belum seluruh dimensi dijelaskan secara terstruktur dan
terukur.

Kategori Memilih Pemasok (K4) memperoleh nilai substansi sebesar 58%, sedangkan
Mengelola Kontrak (K5) memperoleh nilai sebesar 57%. Nilai ini menunjukkan bahwa
substansi pengungkapan pada tahap seleksi pemasok dan pengelolaan kontrak masih
belum merata. Pada K4, perusahaan sudah menunjukkan praktik yang cukup kuat dalam
pemberian kontrak dan penilaian pemasok, tetapi masih belum ditemukan pengungkapan
terkait pengelolaan tender. Pada K5, perusahaan sudah cukup kuat dalam penerapan
kontrak dan pemantauan kinerja pemasok, tetapi masih lemah pada aspek rencana kontrak
dan pengelolaan akhir masa pakai. Dengan demikian, kedua kategori ini belum
menunjukkan substansi pengungkapan yang lengkap karena masih terdapat beberapa
dimensi penting yang belum tergambar dalam laporan.

Kategori dengan nilai terendah adalah Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6)
sebesar 0%. Nilai ini menunjukkan bahwa Sustainability Report APRIL 2024 belum
mengungkapkan mekanisme pembelajaran pascakontrak. Hal ini disebabkan karena
laporan belum mengungkapkan adanya mekanisme post-contract review, evaluasi hasil
kontrak, dokumentasi lesson learned, maupun penggunaan hasil evaluasi kontrak untuk
memperbaiki proses pengadaan berikutnya. Secara keseluruhan, hasil perbandingan
menunjukkan bahwa substansi pengungkapan APRIL lebih kuat pada tahap penetapan
persyaratan keberlanjutan dan pemantauan pemasok, cukup kuat pada tahap integrasi
kebijakan dan perencanaan, tetapi masih perlu diperkuat pada tahap pengelolaan tender,
perencanaan kontrak, pengelolaan akhir masa pakai, serta pembelajaran pascakontrak.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis scoring substansi, penelitian ini menunjukkan

bahwa kualitas pengungkapan sustainable procurement dalam Sustainability Report
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APRIL 2024 belum merata pada setiap kategori 1SO 20400 Klausul 7. Kategori yang
memperoleh nilai substansi tinggi umumnya didukung oleh informasi yang menjelaskan
kebijakan, mekanisme, maupun bukti pendukung secara lebih rinci, sedangkan kategori
dengan nilai substansi rendah masih didominasi oleh informasi yang bersifat umum
sehingga belum mampu menggambarkan proses pengadaan secara komprehensif.
Temuan ini memberikan insight bahwa kualitas pengungkapan sustainable procurement
tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang diungkapkan, tetapi juga oleh
kedalaman substansi informasi yang disampaikan. Dengan kata lain, keberadaan suatu
pengungkapan belum tentu menunjukkan bahwa informasi tersebut telah memiliki
kualitas substansi yang baik apabila belum didukung oleh penjelasan mengenai
mekanisme, proses, maupun bukti pendukung yang memadai. Oleh karena itu,
peningkatan kualitas pengungkapan tidak cukup hanya dengan menambahkan informasi
pada indikator yang belum diungkapkan, tetapi juga perlu didukung oleh penyampaian
informasi yang lebih sistematis, spesifik, dan terdokumentasi sehingga mampu
memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik sustainable procurement sesuai
dengan indikator 1SO 20400.

5.3 Analisis Hasil Validasi Expert

Setelah dilakukan scoring terhadap indikator sustainable procurement berdasarkan
klausul 7 ISO 20400, tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil validasi expert.
Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penilaian yang digunakan
telah sesuai dengan pemahaman teoritis dan praktis di lapangan. Validasi tidak diarahkan
untuk menilai kondisi internal perusahaan secara langsung, melainkan untuk menilai
kesesuaian scoring disclosure, scoring substansi, dan usulan perbaikan yang telah
disusun berdasarkan indikator sustainable procurement. Expert yang terlibat dalam
validasi berasal dari akademisi dan praktisi yang memiliki pemahaman terkait pengadaan,
keberlanjutan, dan praktik industri. Adapun rekapitulasi hasil validasi oleh akademisi dan
praktisi disajikan pada Tabel 5.2 berikut:



Tabel 5. 2 Pengolahan Data Validasi

Kategori Aspek Validasi Skor Skor Skor
Max Min Rata-
Rata
Membangun dari Scoring Disclosure 5 3 4,43
Proses yang Sudah : :
Scoring Substansi 5 4 4,43
Ada (K1)
Usulan Perbaikan 5 4 4,57
Perencanaan (K2) Scoring Disclosure 5 4 4,43
Scoring Substansi 5 4 4,86
Usulan Perbaikan 5 4 4,71
Mengintegrasikan Scoring Disclosure 5 4 4,57
Persyaratan : :
) Scoring Substansi 5 4 4,43
Keberlanjutan ke
Dalam Spesifikasi
(K3) Usulan Perbaikan 5 4 4,71
Memilih Pemasok Scoring Disclosure 5 4 4,57
(K4) . .
Scoring Substansi 5 4 4,57
Usulan Perbaikan 5 4 4,71
Scoring Disclosure 5 3 4,29
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Kategori Aspek Validasi Skor Skor Skor
Max Min Rata-
Rata
Mengelola Kontrak Scoring Substansi 5 4 4,71
(K5)
Usulan Perbaikan 5 4 4,57
Meninjau dan Scoring Disclosure 5 3 4,43
Mempelajari Kontrak : :
Scoring Substansi 5 3 4,29
(K6)
Usulan Perbaikan 5 4 4,57

Berdasarkan hasil pengolahan data validasi pada Tabel 5.2, seluruh kategori 1SO
20400 Klausul 7 memperoleh skor rata-rata di atas 4,00 pada aspek scoring disclosure,
scoring substansi, dan usulan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa para expert secara
umum berada pada kategori setuju hingga sangat setuju terhadap instrumen dan hasil
analisis yang digunakan. Pada aspek scoring disclosure, skor rata-rata berada pada
rentang 4,29 hingga 4,57, dengan nilai tertinggi pada kategori Mengintegrasikan
Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3) dan Memilih Pemasok (K4), serta
nilai terendah pada kategori Mengelola Kontrak (K5). Pada aspek scoring substansi, skor
rata-rata berada pada rentang 4,29 hingga 4,86, dengan nilai tertinggi pada kategori
Perencanaan (K2) dan nilai terendah pada kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak
(K6). Sementara itu, aspek usulan perbaikan memperoleh skor rata-rata antara 4,57
hingga 4,71, yang menunjukkan bahwa rekomendasi yang disusun dinilai relevan, logis,
dan sesuai dengan gap yang ditemukan.

Selain hasil penilaian kuantitatif, proses FGD juga menghasilkan beberapa masukan

penting dari expert. Pertama, dokumen kontrak perlu ditinjau ulang secara berkala dan



104

klausul di dalamnya perlu diperbaiki agar tetap sesuai dengan kondisi, kebutuhan produk,
dan prinsip keberlanjutan. Kedua, hasil penilaian disclosure dan substansi yang memiliki
pola hampir sama perlu dianalisis lebih lanjut karena terdapat kemungkinan redundansi
dalam proses penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara penilaian kualitas
pengungkapan dan kedalaman implementasi perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang
tindih. Ketiga, expert menilai bahwa instrumen penilaian yang digunakan telah sesuai
dengan prinsip ISO 20400 dan cukup representatif untuk mengevaluasi tingkat
implementasi sustainable procurement.

Secara keseluruhan, hasil validasi expert menunjukkan bahwa instrumen scoring
disclosure, scoring substansi, dan usulan perbaikan memperoleh tingkat penerimaan yang
baik. Mayoritas skor berada pada nilai 4 dan 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa
penilaian yang dilakukan telah sesuai dengan pemahaman teoritis dan praktis mengenai
sustainable procurement. Hasil validasi ini juga memperkuat objektivitas penelitian
karena instrumen dan rekomendasi tidak hanya disusun berdasarkan interpretasi peneliti,
tetapi juga telah memperoleh konfirmasi dari expert yang memiliki pemahaman relevan

di bidang pengadaan, keberlanjutan, dan praktik industri.

5.4 Analisis Kesenjangan Pengungkapan Sustainable Procurement

Berdasarkan hasil scoring substansi klausul 7, seluruh kategori memperoleh nilai di
bawah 100%, yaitu Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1) sebesar 67%,
Perencanaan (K2) sebesar 67%, Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam
Spesifikasi (K3) sebesar 93%, Memilih Pemasok (K4) sebesar 58%, Mengelola Kontrak
(K5) sebesar 57%, dan Meninjau serta Mempelajari Kontrak (K6) sebesar 0%. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan praktik sustainable procurement telah
tergambar dalam Sustainability Report APRIL 2024, namun belum sepenuhnya
memenuhi Kriteria substansi maksimal, yaitu implementasi yang terstruktur, sistematis,
terukur, didukung pelatihan, audit, teknologi, perbaikan berkelanjutan, serta selaras
dengan regulasi dan standar. Oleh karena itu, seluruh kategori akan dianalisis lebih lanjut

menggunakan Fishbone Diagram.
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Fishbone Diagram atau diagram tulang ikan adalah sebuah metode yang digunakan
untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya nilai substansi pada
beberapa kategori sustainable procurement berdasarkan 1SO 20400. Analisis dilakukan
dengan mengelompokkan penyebab ke dalam enam faktor utama, yaitu manusia (man),
metode (method), material (material), mesin (machine), pengukuran (measurement), dan
lingkungan (environment). Selanjutnya, hasil identifikasi akar permasalahan pada
Fishbone Diagram akan diperkuat menggunakan pendekatan 5 Whys untuk menelusuri
akar penyebab secara lebih mendalam. Metode 5 Whys digunakan dengan cara
mengajukan pertanyaan “mengapa” secara berulang terhadap penyebab yang ditemukan,
sehingga akar masalah dapat diidentifikasi secara lebih jelas. Dengan demikian,
kombinasi Fishbone Diagram dan 5 Whys membantu memperjelas akar penyebab masih
terbatasnya kualitas pengungkapan sustainable procurement, sehingga dapat menjadi
dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan.

5.4.1 Kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1)

Pada kategori ini, permasalahan utama yang ditemukan adalah belum tergambarnya
secara teknis bagaimana prinsip keberlanjutan dalam SFMP 2.0 diintegrasikan ke dalam
tahapan pengadaan yang sudah berjalan. Sustainability Report APRIL 2024 telah
menjelaskan SFMP 2.0 sebagai dasar komitmen keberlanjutan perusahaan. Namun,
pengungkapan tersebut masih dominan berada pada level kebijakan dan capaian
keberlanjutan, belum menunjukkan secara rinci bagaimana prinsip keberlanjutan
diterapkan dalam aktivitas pengadaan, seperti perencanaan kebutuhan, seleksi pemasok,
evaluasi penawaran, pengambilan keputusan pengadaan, dan pemantauan pemasok.
Dengan demikian, kesenjangan pada K1 bukan terletak pada ketiadaan komitmen
keberlanjutan, melainkan pada belum tergambarnya mekanisme integrasi keberlanjutan
ke dalam proses pengadaan secara operasional, terdokumentasi, tersistem, dan terukur.
Adapun hasil identifikasi faktor penyebab permasalahan pada kategori K1 disajikan

dalam fishbone diagram pada Gambar 5.7:
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Pada faktor Method, permasalahan yang terlihat adalah alur teknis penerapan prinsip
keberlanjutan dalam setiap tahapan pengadaan belum dijelaskan dalam Sustainability
Report APRIL 2024. SR telah menjelaskan SFMP 2.0 sebagai landasan komitmen
keberlanjutan, tetapi belum menguraikan bagaimana prinsip tersebut diterapkan
secara teknis dalam proses pengadaan. Laporan belum menunjukkan apakah aspek
keberlanjutan mulai dipertimbangkan sejak tahap perencanaan kebutuhan, seleksi
pemasok, evaluasi penawaran, atau hanya pada tahap pemantauan pemasok.
Akibatnya, pembaca laporan belum dapat mengetahui bagaimana prinsip
keberlanjutan digunakan dalam alur pengadaan yang sudah berjalan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan Method tidak hanya terletak pada belum
adanya alur kerja yang ditampilkan, tetapi juga pada belum tergambarnya titik
keputusan pengadaan yang memuat pertimbangan keberlanjutan. SR belum
menjelaskan pada tahap mana aspek keberlanjutan diperiksa, siapa pihak yang
memeriksa, bagaimana hasil pemeriksaan didokumentasikan, dan bagaimana hasil
tersebut memengaruhi keputusan pengadaan. Dengan demikian, akar permasalahan
pada faktor Method adalah pengungkapan SR masih berfokus pada komitmen
kebijakan dan capaian akhir, belum pada prosedur teknis penerapan keberlanjutan
dalam proses pengadaan yang berjalan. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan Diansyah et al (2022) yang menekankan bahwa aspek keberlanjutan
perlu dimasukkan secara eksplisit dalam tahapan pengadaan agar dapat diverifikasi
dan dinilai secara objektif.

Pada faktor Material, permasalahan yang terlihat adalah dokumen yang membuktikan
integrasi keberlanjutan ke dalam tahapan pengadaan operasional belum tergambar
dalam Sustainability Report APRIL 2024. SR telah menampilkan SFMP 2.0 sebagai
dokumen utama yang mencerminkan komitmen keberlanjutan perusahaan. Namun,
dokumen tersebut masih bersifat kebijakan strategis tingkat korporat, bukan dokumen
operasional pengadaan. Dokumen turunan yang seharusnya dapat menjadi bukti
integrasi keberlanjutan, seperti SOP pengadaan berbasis keberlanjutan, checklist
seleksi pemasok, panduan evaluasi penawaran, atau formulir penilaian pemasok yang

memuat kriteria keberlanjutan, belum ditemukan dalam laporan.
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Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya dokumen teknis tersebut

menunjukkan bahwa hubungan antara komitmen SFMP 2.0 dan aktivitas pengadaan
sehari-hari belum dapat ditelusuri secara jelas melalui SR. Laporan lebih banyak
menampilkan capaian keberlanjutan secara agregat, seperti sertifikasi, ketertelusuran
pasokan, dan pasokan bebas deforestasi, tetapi belum menunjukkan dokumen kerja
yang menjelaskan bagaimana keberlanjutan diperiksa dan diterapkan pada setiap
tahapan pengadaan. Dengan demikian, akar permasalahan pada faktor Material adalah
dokumen yang diungkap dalam SR masih berada pada level kebijakan dan capaian,
belum pada dokumen teknis operasional yang menjembatani SFMP 2.0 dengan
praktik pengadaan. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suci
et al (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi pengadaan berkelanjutan
memerlukan perangkat pelaksanaan yang operasional agar kebijakan tidak hanya
berhenti pada level komitmen, tetapi dapat diterapkan dan diverifikasi dalam praktik
pengadaan.
Pada faktor Machine, permasalahan yang terlihat adalah sistem atau tools pengadaan
yang memastikan prinsip keberlanjutan diperiksa dalam setiap tahapan pengadaan
belum tergambar dalam Sustainability Report APRIL 2024. SR telah menjelaskan
SFMP 2.0 sebagai dasar kebijakan keberlanjutan, tetapi belum menunjukkan apakah
sistem pengadaan yang digunakan telah memiliki fitur untuk memastikan kriteria
keberlanjutan diperiksa sebelum keputusan pengadaan diambil. Belum tergambar
adanya approval gate berbasis keberlanjutan, checklist digital, database evaluasi
pemasok, atau kontrol sistem yang menghubungkan keputusan pengadaan dengan
Kriteria keberlanjutan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya sistem pendukung tersebut
menunjukkan bahwa integrasi keberlanjutan ke dalam proses pengadaan belum
terlihat didukung oleh infrastruktur teknologi yang terdokumentasi dalam SR.
Laporan belum menjelaskan apakah sistem yang digunakan mampu menghubungkan
kebijakan keberlanjutan, data pemasok, hasil evaluasi, dan keputusan pengadaan
secara terkontrol. Dengan demikian, akar permasalahan pada faktor Machine adalah

SR belum mengungkapkan sistem atau tools pengadaan yang digunakan untuk
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memastikan pertimbangan keberlanjutan diterapkan secara konsisten dalam setiap
tahapan pengadaan. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
Firmansyah et al (2024) yang menjelaskan bahwa transformasi sistem pengadaan
membutuhkan dukungan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi,
dan akuntabilitas proses pengadaan.

Pada faktor Measurement, permasalahan yang terlihat adalah indikator yang
mengukur sejauh mana keberlanjutan telah terintegrasi dalam setiap tahapan
pengadaan belum diungkapkan dalam Sustainability Report APRIL 2024. SR telah
menampilkan indikator keberlanjutan seperti sertifikasi, ketertelusuran pasokan,
pasokan bebas deforestasi, dan target APRIL2030. Indikator tersebut relevan untuk
menunjukkan capaian keberlanjutan perusahaan secara umum, tetapi belum secara
spesifik mengukur proses integrasi keberlanjutan dalam pengadaan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, indikator yang ditampilkan dalam SR belum
menunjukkan sejauh mana aspek keberlanjutan telah masuk ke dalam proses
pengadaan secara teknis. Belum ditemukan indikator seperti persentase dokumen
pengadaan yang memuat kriteria keberlanjutan, persentase keputusan pengadaan
yang mempertimbangkan SFMP 2.0, persentase tahapan pengadaan Yyang
menggunakan checklist keberlanjutan, atau tingkat kepatuhan proses pengadaan
terhadap kriteria keberlanjutan. Dengan demikian, akar permasalahan pada faktor
Measurement adalah pengukuran dalam SR masih berfokus pada capaian
keberlanjutan secara agregat, belum pada indikator proses yang dapat mengukur
integrasi keberlanjutan dalam pengadaan. Permasalahan ini sejalan dePudjijono &
Nursani (2022)ukan Pudjijono & Nursani (2022) yang menjelaskan bahwa indikator
pengadaan berkelanjutan diperlukan pada setiap tahapan pengadaan agar aspek
keberlanjutan tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga dapat digunakan sebagai

ukuran Kinerja.

5.4.2 Kategori Perencanaan (K2)

Pada kategori ini, permasalahan utama yang ditemukan adalah proses perencanaan

sustainable procurement belum sepenuhnya tergambar secara lengkap dalam
Sustainability Report APRIL 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh belum
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ditemukannya analisis biaya keberlanjutan, sedangkan aspek risiko keberlanjutan,
analisis pasar, dan strategi pemasok masih dijelaskan secara umum tanpa metode dan
indikator yang terukur. SR APRIL 2024 memang telah menampilkan beberapa bukti
perencanaan, seperti data ketertelusuran pasokan, audit, uji tuntas, konsultasi lintas unit,
serta komitmen keberlanjutan melalui APRIL2030 dan SFMP 2.0. Namun,
pengungkapan tersebut belum menunjukkan bagaimana data, metode, peran manajemen,
sistem, dan indikator digunakan secara teknis untuk mendukung proses perencanaan
pengadaan. Dengan demikian, kesenjangan pada K2 bukan terletak pada tidak adanya
aktivitas perencanaan, melainkan pada belum tergambarnya proses perencanaan
sustainable procurement yang lengkap, teknis, dan terukur. Adapun hasil identifikasi
faktor penyebab permasalahan pada kategori K2 disajikan dalam fishbone diagram pada
Gambar 5.8.



MATERIAL
Data dan dokumen teknis untuk
mendukung perencanaan belum lengkap.
|_, Karena SR sudah menampilkan data ketertelusuran pasokan. \

Karena data tersebut lebih fokus paa kefertelusuran dan kepatuhan
> pemasok, bukan pada analisis perencanaan pengadaan

Karena data yang tersedia fidak mencakup dimensi analisis yang
L—» dibutunkan dalam perencanaan sepert biaya fingkungan, I cycle
matriks risiko, dan analisis pasar

Karena belum teriihat dokumen teknis seperti matriks risiko
pemasok, matriks analisis pasar, atau paritungan biaya skius
hidup

—— Karena dokumen yang diungkap belum mendukung analisis

biaya, risiko, pasar, dan straleqi pemasok secara teknis

Kerena sistem yang tersedia belum dikembangken untuk mendukung
* kebutuhan analisis di lahap perencanaan pengadaan

Karena tidak tergambar tools spesifik seperti perhitungan life cycie cost,
tatal cosf of ownership, atau pemodelan risiko pasar yang mendukung
pengambilan keputusan perancanaan,

Karena integrasi sistem pemantauan pemasok dengan analisis biaya dan

nisiko belum djelaskan

Karena sistem tarsebut lebih terlinat untuk veriikasi pemasok

Karena SR menjelaskan IMS dan Prosedur Kepatuhan Pemasok untuk

pemantauan kepatuhan

Sistem atau tools anall

METHOD

MAN

Metode perencanaan biaya, ri
dan strategi pemasok belum dijelaskan.
teknis.

Karana SR hanya manjelaskan adanya audit, uji tuntas, dan
konsuitasi lintas unit sebagai bentuk perencanaan \

Karena kegiatan tersebut menunj
totapi belum menj

Karena fidak ditemukan penjslasan metode penilaian yang
spasifk, baik unfuk analisis biaya separti ffa cycla cost, maupun
untuk penilaian risiko, pasar, dan strateg) pemasok.

kkan adanya proses
metode

Karena mtode perencanaan yang diungkap masih deskriptit
dan belum terstruktur

\ Karena SR belum menggambarkan kerangka metode

perencanaan pengadaan yang lerstruklur, sehingga aspek
biaya, fisika, pasar, dan stiategi pemasok tidak dapat dinilai
secara teknis dari laporan yang ada.

|

arena belum ada indikator yang menghubungkan keberlanjutan dengan
keputusan biaya, risko, dan straleqi pemasok secara terukur dalam SR
Karena indikator yang ada

bukan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pengadaan

Karena indikator digunak;

Peran

puncak dalam

procurement belum tergambar secara
spesifik.

Karena komitmen keberlanjutan dalam SR hanya dijelaskan melal&
APRIL2020 dan SFMP 2.0 di level korporal, belum diurunkan ke
perencanaan pengadaan.
Karena SR belum menjelaskan secara rinci bagaimana komitmen
tersebul diarahkan ke dalam perencanaan pengadaan secara

operasional
Karena belum tergamber peran manajemen puncek dalam

menetapkan prionlas analisss biaya, risike keberlanjulan, analisis
pasar, dan stralegi pemasak

puncak diterjemahkan oleh fungsi procurement, finance,

Karena belum dijelaskan bagaimana arahan manajemen \

ncanaan pengadaan

sustamability, sk management, dan unil pengguna dalam
Proses.
Karena lidak ada fungsi atau individu yang secara eksplisit
ditugaskan untuk menerjemankan komitmen keberianjutan
korporat ke dalam proses perencanaan pengadaan
\ operasional.

A

Karena metrik seperti e cyclo cost, tofal cost of ownership, skala
nsiko, dan bobot evaluasi pemasok belum ditetapkan sebagal indikatar
perencanaan pengadaen berkelanjutan dalem SR APRIL 2024.

capaian hasil aknir

Karena indikator tersebut Isbin menunjukkan capaian kepatuhan dan
keberianjutan rantai pasok

perencanaan belum tergambar.

unfuk mengukur

berpusat pada kepatuhan pemasok dan ketertelusuran rantai pasokan

Indikator biaya, risiko, pasar, dan
strategi pemasok belum terukur.

MACHINE

MEASUREMENT

Gambar 5. 8 Fishbone Diagram K2
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Pada faktor Man, permasalahan yang terlihat adalah peran manajemen puncak dalam
mengarahkan perencanaan sustainable procurement belum tergambar secara spesifik.
SR APRIL 2024 telah menjelaskan komitmen keberlanjutan melalui APRIL2030 dan
SFMP 2.0 pada level korporat. Namun, SR belum menunjukkan bagaimana komitmen
tersebut diturunkan ke dalam perencanaan pengadaan secara operasional. Selain itu,
belum tergambar peran manajemen puncak dalam menetapkan prioritas analisis
biaya, risiko keberlanjutan, analisis pasar, dan strategi pemasok.

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan pada faktor Man juga terlihat dari belum
dijelaskannya arahan manajemen puncak kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam
perencanaan pengadaan. SR belum menggambarkan bagaimana fungsi procurement,
finance, sustainability, risk management, dan unit pengguna diarahkan untuk
menyusun perencanaan pengadaan berbasis keberlanjutan. Belum terlihat pula
individu atau fungsi yang secara eksplisit ditugaskan untuk menerjemahkan
komitmen keberlanjutan korporat ke dalam proses perencanaan pengadaan
operasional. Akar permasalahan pada faktor Man adalah belum tergambarnya peran
dan akuntabilitas pihak terkait dalam mengarahkan serta menerjemahkan komitmen
keberlanjutan ke dalam perencanaan pengadaan. Permasalahan ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Ilma & Rarasati (2025) yang menjelaskan bahwa
kematangan pengadaan berbasis keberlanjutan dipengaruhi oleh tata kelola,
kapabilitas sumber daya manusia, proses, kepatuhan, dan kolaborasi dengan
pemangku kepentingan. Dengan demikian, peran pihak internal menjadi penting agar
komitmen keberlanjutan dapat diterjemahkan ke dalam proses perencanaan
pengadaan.

Pada faktor Method, permasalahan yang terlihat adalah metode perencanaan biaya,
risiko, pasar, dan strategi pemasok belum dijelaskan secara teknis. SR APRIL 2024
hanya menjelaskan adanya audit, uji tuntas, dan konsultasi lintas unit sebagai bentuk
perencanaan. Kegiatan tersebut memang menunjukkan adanya proses perencanaan,
tetapi belum menjelaskan metode penilaiannya. SR belum menunjukkan metode

penilaian yang spesifik, baik untuk analisis biaya seperti life cycle cost, maupun untuk
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penilaian risiko, pasar, dan strategi pemasok. Akibatnya, metode perencanaan yang
diungkap masih bersifat deskriptif dan belum terstruktur.

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan pada faktor Method menunjukkan

bahwa SR belum menggambarkan kerangka metode perencanaan pengadaan yang
sistematis. Belum terlihat bagaimana risiko dinilai, bagaimana pasar dianalisis,
bagaimana strategi pemasok ditentukan, dan bagaimana biaya keberlanjutan dihitung
dalam proses perencanaan. Kondisi ini membuat aspek biaya, risiko, pasar, dan
strategi pemasok belum dapat dinilai secara teknis dari laporan yang tersedia. Akar
permasalahan pada faktor Method adalah SR belum menggambarkan kerangka
metode perencanaan pengadaan yang terstruktur, sehingga proses perencanaan
sustainable procurement belum terlihat memiliki dasar analisis yang jelas.
Permasalahan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pudjijono & Nursani
(2022) yang menjelaskan bahwa indikator pengadaan berkelanjutan dapat
diidentifikasi pada setiap tahapan pengadaan agar dapat digunakan sebagai pedoman
dalam perencanaan, kriteria dalam tender, dan ukuran kinerja pelaksanaan.
Pada faktor Material, permasalahan yang terlihat adalah data dan dokumen teknis
untuk mendukung perencanaan belum lengkap. Sustainability Report APRIL 2024
telah menampilkan data ketertelusuran pasokan, namun data tersebut lebih banyak
berfokus pada Kketertelusuran dan kepatuhan pemasok, bukan pada analisis
perencanaan pengadaan. Data yang tersedia belum mencakup dimensi analisis yang
dibutuhkan dalam perencanaan, seperti biaya lingkungan, life cycle cost, matriks
risiko, dan analisis pasar. Selain itu, dokumen teknis seperti matriks risiko pemasok,
matriks analisis pasar, atau perhitungan biaya siklus hidup juga belum terlihat dalam
SR.

Jika ditelusuri lebih lanjut, keterbatasan data dan dokumen teknis ini
menyebabkan proses perencanaan sustainable procurement belum dapat dianalisis
secara mendalam. Perencanaan pengadaan berkelanjutan tidak cukup hanya didukung
oleh data ketertelusuran pemasok, tetapi juga membutuhkan data biaya, risiko, pasar,
dan strategi pemasok agar keputusan pengadaan dapat mempertimbangkan dampak

ekonomi, lingkungan, dan sosial secara lebih menyeluruh. Akar permasalahan pada



4)

5)

114

faktor Material adalah dokumen dan data yang diungkap dalam SR belum
mendukung analisis biaya, risiko, pasar, dan strategi pemasok secara teknis.
Permasalahan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Jati, 2022) yang
menjelaskan bahwa life cycle costing digunakan untuk menghitung biaya selama
umur hidup aset, sehingga perencanaan tidak hanya melihat biaya awal, tetapi juga
kebutuhan biaya jangka panjang.

Pada faktor Machine, permasalahan yang terlihat adalah sistem atau tools pendukung
analisis perencanaan belum tergambar. SR APRIL 2024 menjelaskan adanya
Integrated Management System (IMS) dan Prosedur Kepatuhan Pemasok untuk
pemantauan kepatuhan. Namun, sistem tersebut lebih terlihat digunakan untuk
verifikasi pemasok, bukan untuk mendukung analisis perencanaan pengadaan. SR
belum menjelaskan adanya tools spesifik untuk menghitung life cycle cost, total cost
of ownership, atau pemodelan risiko pasar yang mendukung pengambilan keputusan
perencanaan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan pada faktor Machine terletak pada
belum tergambarnya integrasi antara sistem pemantauan pemasok dengan analisis
biaya dan risiko dalam perencanaan. Data dari sistem pemantauan pemasok belum
terlihat digunakan untuk mendukung analisis biaya, pemetaan risiko, analisis pasar,
atau penyusunan strategi pemasok. Akar permasalahan pada faktor Machine adalah
sistem yang tersedia belum tergambar dalam SR sebagai alat yang mendukung
kebutuhan analisis pada tahap perencanaan pengadaan. Permasalahan ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Kalupe et al (2025) mengenai optimalisasi
pengadaan di era digital yang menjelaskan bahwa digitalisasi pengadaan diperlukan
untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi implementasinya
masih dapat terhambat jika teknologi belum terintegrasi secara optimal dengan proses
pengadaan.

Pada faktor Measurement, permasalahan yang terlihat adalah indikator biaya, risiko,
pasar, dan strategi pemasok belum terukur. SR APRIL 2024 telah menggunakan
indikator untuk mengukur keberlanjutan berupa data kepatuhan pemasok dan

ketertelusuran rantai pasok. Namun, indikator tersebut lebih menunjukkan capaian
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kepatuhan dan keberlanjutan rantai pasok, bukan proses pengambilan keputusan
dalam perencanaan pengadaan. Indikator yang ditampilkan juga lebih banyak
menunjukkan capaian hasil akhir keberlanjutan, bukan proses perencanaan yang
menghubungkan keberlanjutan dengan keputusan biaya, risiko, dan strategi pemasok.
Jika ditelusuri lebih lanjut, belum ditemukan metrik seperti life cycle cost, total
cost of ownership, skala risiko, bobot evaluasi pemasok, atau indikator strategi
pemasok sebagai indikator perencanaan pengadaan berkelanjutan dalam SR APRIL
2024. Belum ada indikator yang menghubungkan aspek keberlanjutan dengan
keputusan biaya, risiko, dan strategi pemasok secara terukur. Akar permasalahan pada
faktor Measurement adalah belum adanya indikator biaya, risiko, pasar, dan strategi
pemasok yang dapat digunakan untuk menilai proses perencanaan sustainable
procurement secara objektif. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Pudjijono & Nursani (2022) yang menjelaskan bahwa indikator pengadaan
berkelanjutan diperlukan pada setiap tahapan agar dapat digunakan sebagai pedoman
perencanaan, kriteria tender, dan ukuran kinerja pelaksanaan.
5.4.3 Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3)
Pada kategori ini, permasalahan utama yang ditemukan adalah Sustainability Report
APRIL 2024 belum menampilkan dokumen pengadaan formal yang memuat kriteria
keberlanjutan secara eksplisit, serta belum menggambarkan bagaimana kriteria tersebut
digunakan dalam pengambilan keputusan pengadaan. SR telah menjelaskan bahwa
pemasok wajib mematuhi SFMP 2.0, Kebijakan Pengadaan Kayu dan Serat, Kode Etik
Pengadaan RGE, serta persyaratan seperti sertifikasi, izin hukum, data lahan, dan
penilaian HCV maupun HCS. Namun, pengungkapan tersebut masih lebih banyak
menunjukkan bukti kepatuhan pemasok, belum menunjukkan bagaimana persyaratan
keberlanjutan diterjemahkan ke dalam dokumen pengadaan formal seperti dokumen
spesifikasi, dokumen tender, checklist keberlanjutan, klausul teknis, atau format evaluasi
pemasok. Dengan demikian, kesenjangan pada K3 bukan terletak pada tidak adanya
kriteria keberlanjutan, melainkan pada belum tergambarnya proses dokumentasi dan

penggunaan kriteria tersebut dalam dokumen serta keputusan pengadaan. Adapun hasil
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identifikasi faktor penyebab permasalahan pada kategori K3 disajikan dalam fishbone
diagram pada Gambar 5.9.
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SR APRIL 2024 belum menampilkan }
‘dokumen pengadaan formal yang memuat
kriteria keberlanjutan secara eksplisit, ‘
serta belum menggambarkan bagaimana
kriteria tersebut digunakan dalam
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Pada faktor Method, permasalahan yang terlihat adalah prosedur penurunan
persyaratan keberlanjutan ke dalam dokumen pengadaan belum tergambar. SR telah
menjelaskan bahwa pemasok wajib mematuhi SFMP 2.0, Kebijakan Pengadaan Kayu
dan Serat, serta Kode Etik Pengadaan RGE. Akan tetapi, kewajiban tersebut masih
dijelaskan sebagai persyaratan kepatuhan pemasok, bukan sebagai prosedur teknis
penyusunan dokumen pengadaan. SR belum menjelaskan langkah teknis untuk
menerjemahkan persyaratan keberlanjutan ke dalam dokumen spesifikasi, klausul
teknis, kriteria evaluasi, atau format penilaian pemasok.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya prosedur tersebut menyebabkan
pembaca laporan belum dapat mengetahui bagaimana persyaratan keberlanjutan
disusun, diverifikasi, disetujui, dan digunakan dalam proses pengadaan. SR belum
menunjukkan apakah terdapat tahapan formal untuk memastikan bahwa persyaratan
keberlanjutan masuk ke dalam dokumen pengadaan sebelum proses seleksi atau
penetapan pemasok dilakukan. Akar permasalahan pada faktor Method adalah belum
tergambarnya prosedur formal yang memastikan persyaratan keberlanjutan
dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan secara terstruktur. Permasalahan ini
sejalan dengaan penelitian yang dilakukan Akili et al (2024) yang menjelaskan bahwa
integrasi ESG dalam pengadaan memerlukan pengembangan dokumen seleksi
berbasis ESG dan sistem evaluasi yang mempertimbangkan kriteria ESG agar prinsip
keberlanjutan dapat diterapkan dalam proses pengadaan.

Pada faktor Material, permasalahan yang terlihat adalah dokumen pengadaan formal
yang memuat kriteria keberlanjutan belum ditampilkan dalam SR. Sustainability
Report APRIL 2024 telah menjelaskan beberapa dokumen dan bukti yang diminta
dari pemasok, seperti sertifikat, izin hukum, data lahan, serta penilaian HCV dan
HCS. Namun, dokumen tersebut merupakan bukti kepatuhan dari pemasok, bukan
dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai dasar pelaksanaan
pengadaan. SR belum menampilkan contoh dokumen spesifikasi, dokumen tender,
checklist keberlanjutan, atau klausul keberlanjutan yang menunjukkan bahwa kriteria

keberlanjutan telah dimasukkan secara formal ke dalam dokumen pengadaan.
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Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan pada faktor Material menunjukkan

bahwa hubungan antara kriteria keberlanjutan dan dokumen pengadaan belum dapat
ditelusuri secara jelas melalui SR. Kriteria seperti sertifikasi, HCV, HCS, legalitas
lahan, dan kebijakan pengadaan kayu telah dijelaskan sebagai persyaratan kepatuhan,
tetapi belum tergambar bagaimana kriteria tersebut diturunkan ke dalam dokumen
formal yang digunakan dalam proses pengadaan dan pengambilan keputusan. Akar
permasalahan pada faktor Material adalah SR belum menampilkan bukti dokumen
pengadaan formal yang memuat kriteria keberlanjutan sebagai dasar penetapan
spesifikasi dan keputusan pengadaan. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian
Pudjijono & Nursani (2022) yang menjelaskan bahwa indikator pengadaan
barang/jasa berkelanjutan dapat diterapkan pada setiap tahapan pengadaan, termasuk
sebagai pedoman dalam perencanaan, kriteria dalam proses tender, dan ukuran kinerja
pelaksanaan. Dengan demikian, kriteria keberlanjutan seharusnya tidak hanya muncul
sebagai persyaratan kepatuhan pemasok, tetapi juga terdokumentasi secara eksplisit
dalam dokumen pengadaan formal.
Pada faktor Man, permasalahan yang terlihat adalah kapasitas tim pengadaan dalam
menetapkan dan mendokumentasikan kriteria keberlanjutan ke dalam dokumen
pengadaan belum tergambar dalam SR. SR telah menyebutkan adanya tim
keberlanjutan, auditor internal, dan verifier independen yang terlibat dalam
pemantauan keberlanjutan. Namun, keterlibatan pihak tersebut lebih banyak berfokus
pada pemantauan dan verifikasi kepatuhan, bukan pada penyusunan dokumen
pengadaan berbasis keberlanjutan. Belum tergambar apakah tim pengadaan memiliki
kapasitas teknis untuk menerjemahkan kriteria keberlanjutan ke dalam dokumen
spesifikasi, klausul teknis, atau format evaluasi pemasok.

Jika ditelusuri lebih lanjut, SR juga belum menjelaskan adanya pelatihan,
panduan, atau dukungan teknis yang diberikan kepada tim pengadaan untuk
menetapkan kriteria keberlanjutan dalam dokumen pengadaan. Padahal, proses
memasukkan kriteria keberlanjutan ke dalam spesifikasi dan dokumen tender
membutuhkan pemahaman teknis agar kriteria yang digunakan tidak hanya bersifat

umum, tetapi dapat diterapkan, diverifikasi, dan digunakan sebagai dasar
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pengambilan keputusan. Akar permasalahan pada faktor Man adalah SR belum
menggambarkan kapasitas teknis dan akuntabilitas tim pengadaan dalam menetapkan
serta mendokumentasikan kriteria keberlanjutan ke dalam dokumen pengadaan dan
proses keputusan. Permasalahan ini sejalan dengan Akili et al. (2024) yang
menyatakan bahwa salah satu tantangan utama penerapan ESG dalam pengadaan
adalah rendahnya kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan,
sehingga pelatihan dan edukasi menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi
personel pengadaan.

Pada faktor Measurement, permasalahan yang terlihat adalah indikator yang
mengukur sejaun mana kriteria keberlanjutan telah terintegrasi ke dalam dokumen
pengadaan belum diungkapkan dalam SR. SR telah menampilkan indikator
keberlanjutan seperti capaian APRIL2030, sertifikasi, kepatuhan pemasok,
ketertelusuran pasokan, dan pasokan bebas deforestasi. Namun, indikator tersebut
lebih menunjukkan capaian keberlanjutan secara umum, bukan indikator yang
mengukur proses integrasi kriteria keberlanjutan ke dalam dokumen pengadaan.
Belum ditemukan indikator yang menunjukkan persentase dokumen pengadaan yang
memuat kriteria keberlanjutan, jumlah dokumen spesifikasi yang mencantumkan
persyaratan HCV/HCS, atau jumlah evaluasi pemasok yang menggunakan kriteria
keberlanjutan secara eksplisit.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum adanya indikator tersebut menyebabkan tingkat
integrasi persyaratan keberlanjutan dalam dokumen pengadaan belum dapat dinilai
secara objektif melalui SR. Pengukuran yang ada belum menunjukkan sejauh mana
persyaratan keberlanjutan telah masuk ke dalam dokumen spesifikasi, dokumen
tender, klausul teknis, dan format evaluasi pemasok. Akar permasalahan pada faktor
Measurement adalah sistem pengukuran dalam SR masih berfokus pada capaian
keberlanjutan umum, belum pada indikator proses yang mengukur integrasi Kkriteria
keberlanjutan ke dalam dokumen dan keputusan pengadaan. Permasalahan ini sejalan
dengan Pudjijono & Nursani (2022) yang menjelaskan bahwa indikator pengadaan
berkelanjutan dapat diterapkan pada setiap tahapan pengadaan sebagai pedoman

dalam perencanaan, kriteria dalam proses tender, dan ukuran kinerja pelaksanaan.
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5.4.4 Kategori Memilih Pemasok (K4)

Pada kategori ini, permasalahan utama yang ditemukan adalah proses seleksi pemasok
berbasis keberlanjutan belum tergambar secara teknis dan terukur dalam Sustainability
Report APRIL 2024. SR telah menjelaskan adanya penilaian mandiri, uji tuntas, verifikasi
dokumen, audit, prosedur kepatuhan pemasok, serta persetujuan manajemen untuk
pemasok baru. Namun, pengungkapan tersebut masih lebih kuat menunjukkan
pemeriksaan awal terhadap kepatuhan pemasok, belum menggambarkan proses seleksi
yang lengkap sampai tahap evaluasi, pembandingan calon pemasok, pengelolaan tender,
dan dasar keputusan sebelum kontrak diberikan. Dengan demikian, kesenjangan pada K4
bukan terletak pada tidak adanya pemeriksaan pemasok, melainkan pada belum
tergambarnya mekanisme seleksi pemasok berbasis keberlanjutan yang objektif,
terdokumentasi, tersistem, dan terukur. Adapun hasil identifikasi faktor penyebab

permasalahan pada kategori K4 disajikan dalam fishbone diagram pada Gambar 5.10.
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Pada faktor Man, permasalahan yang terlihat adalah peran pihak yang menilai dan
memutuskan pemilihan pemasok belum tergambar jelas dalam SR. SR menjelaskan
adanya proses uji tuntas, audit, dan persetujuan manajemen untuk pemasok baru.
Namun, peran yang terlihat masih berfokus pada verifikasi kepatuhan dan persetujuan
akhir, bukan pada proses evaluasi dan pembandingan calon pemasok. SR belum
menjelaskan siapa yang menetapkan kriteria seleksi, menilai calon pemasok, serta
membandingkan hasil evaluasi antar calon pemasok.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya peran antar fungsi menyebabkan

proses seleksi pemasok belum terlihat memiliki pembagian tanggung jawab yang
jelas. SR belum menjelaskan peran fungsi pengadaan, sustainability, legal, user, dan
manajemen dalam proses seleksi pemasok berbasis keberlanjutan. Akar permasalahan
pada faktor Man adalah SR belum menjelaskan secara eksplisit fungsi mana yang
bertanggung jawab menetapkan kriteria seleksi, melakukan penilaian,
membandingkan calon pemasok, dan mengambil keputusan pemilihan pemasok
berbasis keberlanjutan. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Laulita (2021)
yang menjelaskan bahwa sustainable supplier selection pada proses tender
merupakan faktor penting dalam pengadaan berkelanjutan dan membutuhkan peran
pengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan.
Pada faktor Method, permasalahan yang terlihat adalah alur seleksi pemasok belum
dijelaskan sampai tahap evaluasi dan pembandingan calon pemasok. SR telah
menjelaskan adanya penilaian mandiri, uji tuntas, verifikasi dokumen, audit, dan
prosedur kepatuhan pemasok. Namun, proses tersebut lebih menunjukkan
pemeriksaan awal terhadap kepatuhan pemasok, bukan alur seleksi yang lengkap. SR
belum menjelaskan bagaimana calon pemasok yang telah memenuhi kepatuhan
kemudian dievaluasi dan dibandingkan satu sama lain sebelum keputusan pemilihan
dibuat.

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan Method terlihat dari belum
tergambarnya proses tender, evaluasi penawaran, serta dasar pemilihan pemasok

secara eksplisit dalam SR. Belum terlihat metode yang menjelaskan bagaimana
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kriteria keberlanjutan, risiko pemasok, kemampuan teknis, dan hasil kepatuhan
digunakan dalam proses seleksi. Akar permasalahan pada faktor Method adalah SR
belum mengungkapkan alur seleksi pemasok secara lengkap, mulai dari pemeriksaan
awal kepatuhan sampai evaluasi, pembandingan, dan keputusan pemilihan pemasok.
PermasalahanRahmadani & Suparno (2021)tian Rahmadani & Suparno (2021) yang
menekankan bahwa pemilihan pemasok berkelanjutan perlu mempertimbangkan
kinerja pemasok sekaligus risiko yang mungkin muncul, sehingga proses seleksi
memerlukan metode analisis yang lebih terstruktur.

Pada faktor Material, permasalahan yang terlihat adalah dokumen hasil evaluasi dan
seleksi pemasok belum ditampilkan dalam SR. Sustainability Report APRIL 2024
telah menjelaskan dokumen yang diminta dari pemasok, seperti sertifikat, izin hukum,
data lahan, serta penilaian HCV dan HCS. Namun, dokumen tersebut masih berfungsi
sebagai bukti awal kepatuhan pemasok, bukan sebagai dokumen hasil evaluasi yang
dihasilkan perusahaan dalam proses seleksi. SR belum menampilkan dokumen seperti
matriks penilaian pemasok, formulir evaluasi penawaran, dokumen tender, atau hasil
pembandingan calon pemasok.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya dokumen hasil evaluasi
menunjukkan bahwa proses pengolahan dokumen pemasok menjadi dasar keputusan
seleksi belum dapat ditelusuri secara jelas melalui SR. Dokumen yang diminta dari
pemasok memang penting untuk membuktikan kepatuhan, tetapi belum cukup untuk
menunjukkan bagaimana perusahaan menilai, membandingkan, dan menentukan
pemasok yang paling layak dipilih. Akar permasalahan pada faktor Material adalah
dokumen yang diungkap dalam SR masih berfokus pada bukti kepatuhan pemasok,
belum pada dokumen hasil evaluasi dan seleksi yang dihasilkan perusahaan sebagai
dasar pemilihan pemasok. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Aisyah et al.
(2024) mengenai supplier selection berbasis TOPSIS yang menunjukkan bahwa
proses pemilihan pemasok membutuhkan data kinerja, catatan pengadaan, expert
judgment, dan dokumentasi evaluasi agar keputusan pemilihan pemasok dapat

dilakukan secara lebih objektif dan konsisten.
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Pada faktor Machine, permasalahan yang terlihat adalah sistem yang mendukung
proses seleksi, evaluasi, dan pengelolaan tender pemasok berbasis keberlanjutan
belum tergambar dalam SR. SR telah menjelaskan adanya IMS dan sistem
pemantauan pemasok menggunakan citra satelit dan drone. Namun, sistem tersebut
lebih terlihat digunakan untuk memantau kepatuhan dan kinerja pemasok
pascakontrak, bukan untuk mendukung proses seleksi dan evaluasi calon pemasok
pada tahap awal pengadaan. SR belum menggambarkan adanya sistem e-
procurement, database seleksi pemasok, atau platform penilaian yang mendukung
prakualifikasi, evaluasi penawaran, dan pengelolaan tender berbasis keberlanjutan.
Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya sistem seleksi pemasok
menunjukkan bahwa proses pembandingan calon pemasok dan pengambilan
keputusan seleksi belum terlihat didukung oleh data yang terstruktur dalam SR.
Sistem yang ada lebih banyak diarahkan pada pemantauan kepatuhan, bukan pada
pengelolaan data calon pemasok, evaluasi penawaran, pembobotan kriteria, atau
ranking pemasok. Akar permasalahan pada faktor Machine adalah sistem yang
diungkap dalam SR lebih banyak tergambar untuk pemantauan dan verifikasi
kepatuhan pemasok, belum menunjukkan dukungan sistem terhadap proses seleksi,
evaluasi penawaran, pembandingan calon pemasok, dan pengelolaan tender berbasis
keberlanjutan. Permasalahan ini sejalan dengan Cahyono et al. (2026) yang
menunjukkan bahwa decision support system dan e-procurement semakin banyak
digunakan untuk mendukung supplier selection, multi-criteria decision making,
digitalisasi, dan integrasi teknologi cerdas dalam pengadaan.
Pada faktor Measurement, permasalahan yang terlihat adalah ukuran penilaian
pemasok belum dijelaskan secara terukur dalam SR. SR telah menjelaskan adanya
audit, uji tuntas, verifikasi kepatuhan, dan pemantauan pemasok. Namun, ukuran
yang terlihat lebih mengarah pada kepatuhan pemasok terhadap kebijakan
perusahaan, bukan pada penilaian kelayakan relatif antar calon pemasok. SR belum
menampilkan skor kapasitas pemasok, bobot evaluasi, Kklasifikasi risiko, ranking

pemasok, atau bobot keberlanjutan dalam evaluasi penawaran.
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Jika ditelusuri lebih lanjut, belum adanya ukuran seleksi yang terukur
menyebabkan pembaca laporan belum dapat mengetahui perbedaan antara pemasok
yang hanya memenuhi kepatuhan dasar dan pemasok yang paling layak dipilih.
Pengukuran yang ada belum menunjukkan bagaimana Kkriteria keberlanjutan
digunakan untuk membandingkan calon pemasok secara objektif. Akar permasalahan
pada faktor Measurement adalah pengukuran yang diungkap dalam SR masih
berfokus pada kepatuhan pemasok, belum pada indikator seleksi yang dapat
digunakan untuk membandingkan dan memilih calon pemasok secara objektif dan
terukur. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Ariadi & Abdi (2025) yang
menjelaskan bahwa keterbatasan evaluasi pemasok dapat terjadi ketika penilaian
masih bergantung pada kedekatan subjektif evaluator, sehingga diperlukan model
berbasis kriteria tertimbang untuk menghasilkan keputusan seleksi pemasok yang
lebih kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.4.5 Kategori Mengelola Kontrak (K5)

Pada kategori ini, permasalahan utama yang ditemukan adalah SR APRIL 2024 belum
menggambarkan secara lengkap mekanisme pengelolaan kontrak berbasis keberlanjutan.
Permasalahan ini terutama terlihat karena rencana manajemen kontrak dan pengelolaan
akhir masa pakai belum ditemukan dalam laporan, sedangkan hubungan pemasok,
inisiatif bersama, dan penanganan kegagalan pemasok belum dijelaskan secara terukur.
SR telah menjelaskan adanya kewajiban pemasok terhadap kebijakan keberlanjutan,
audit, uji tuntas, pemantauan deforestasi, tindakan restorasi, dukungan sertifikasi, dan
pemantauan pemasok. Namun, pengungkapan tersebut masih lebih banyak menunjukkan
pemantauan kepatuhan pemasok, belum menggambarkan bagaimana kontrak dikelola
secara menyeluruh selama masa kontrak berjalan. Dengan demikian, kesenjangan pada
K5 bukan terletak pada tidak adanya pemantauan pemasok, melainkan pada belum
tergambarnya pengelolaan kontrak yang terencana, terdokumentasi, tersistem, dan
terukur. Adapun hasil identifikasi faktor penyebab permasalahan pada kategori K5

disajikan dalam fishbone diagram pada Gambar 5.11.
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Pada faktor Man, permasalahan yang terlihat adalah peran dan tanggung jawab pihak
yang mengelola kontrak berbasis keberlanjutan belum tergambar jelas dalam SR. SR
hanya menyebutkan Kepala Operasi Keberlanjutan dan Pasokan Kayu serta Direktur
Keberlanjutan sebagai pihak yang terlibat dalam evaluasi pemasok. Namun, peran
yang tergambar masih lebih banyak berkaitan dengan pemantauan kepatuhan dan
evaluasi pemasok, belum pada pengelolaan kontrak secara operasional. SR belum
menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab menyusun rencana kontrak,
menetapkan target, dan memantau pelaksanaan kontrak selama masa berjalan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambar pula pembagian peran antara fungsi
pengadaan, legal/kontrak, operasional, sustainability, manajemen risiko, dan
pemasok dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pemasok. Laporan belum menjelaskan
siapa yang bertanggung jawab mengubah hasil evaluasi menjadi tindakan korektif,
menjalankan inisiatif bersama, memantau penyelesaian tindak lanjut, serta
memastikan kontrak tetap berjalan sesuai target keberlanjutan. Akar permasalahan
pada faktor Man adalah SR belum menjelaskan akuntabilitas fungsi terkait dalam
mengelola kontrak berbasis keberlanjutan selama masa kontrak berjalan.
Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Suparwanto (2025) yang menjelaskan
bahwa kinerja pengadaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, manajemen dan
kepemimpinan, tata kelola proses, komunikasi pemangku kepentingan, sistem
informasi, serta pembinaan penyedia. Dengan demikian, pengelolaan kontrak
membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas agar tindak lanjut
terhadap pemasok dapat dilakukan secara konsisten.

Pada faktor Method, permasalahan yang terlihat adalah prosedur pengelolaan kontrak
berbasis keberlanjutan belum tergambar secara terstruktur. SR telah menjelaskan
kewajiban pemasok terhadap kebijakan keberlanjutan, audit, uji tuntas, pemantauan
deforestasi, dan tindakan restorasi. Namun, prosedur tersebut lebih banyak
menunjukkan pemantauan kepatuhan dan penanganan temuan tertentu, bukan
prosedur pengelolaan kontrak yang menyeluruh. SR belum menjelaskan prosedur

penyusunan rencana manajemen kontrak yang memuat target keberlanjutan,



3)

129

pembagian tanggung jawab, jadwal monitoring, dan mekanisme eskalasi selama
kontrak berjalan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, penanganan kegagalan pemasok yang tergambar dalam
SR masih terbatas pada tindakan korektif ketika terdeteksi perubahan tutupan lahan.
Laporan belum menggambarkan prosedur sistematis untuk berbagai jenis kegagalan
pemasok lainnya, seperti keterlambatan pemenuhan kewajiban, ketidaksesuaian
pelaporan, kegagalan menjalankan inisiatif bersama, atau penyimpangan terhadap
target kontrak. Pengelolaan akhir masa pakai juga belum dijelaskan sebagai bagian
dari prosedur kontrak. Akar permasalahan pada faktor Method adalah SR belum
mengungkapkan prosedur formal yang mengatur pengelolaan kontrak secara
menyeluruh, mulai dari penyusunan rencana kontrak, penanganan kegagalan, hingga
pengelolaan akhir masa pakai barang atau jasa. Permasalahan ini sejalan dengan
penelitian Jusuf et al. (2024) yang menjelaskan bahwa pengelolaan kontrak dalam
proses pengadaan perlu dilihat dari tahapan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Artinya, pengelolaan kontrak tidak cukup
hanya berhenti pada pemantauan kepatuhan, tetapi harus memiliki prosedur tindak
lanjut yang jelas selama kontrak berjalan.
Pada faktor Material, permasalahan yang terlihat adalah dokumen operasional
pengelolaan kontrak belum ditampilkan secara lengkap dalam SR. SR APRIL 2024
telah menampilkan SFMP 2.0, Kode Etik Pengadaan, Prosedur Kepatuhan Pemasok,
dan Due Diligence System (DDS) sebagai dasar hubungan dengan pemasok. Namun,
dokumen tersebut lebih berfungsi sebagai kebijakan dan panduan kepatuhan
pemasok, bukan sebagai dokumen operasional yang mengatur pelaksanaan kontrak
secara menyeluruh. Dokumen seperti contract management plan, risk register
kontrak, supplier improvement plan, corrective action plan, atau rencana monitoring
kontrak belum ditemukan dalam laporan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya dokumen operasional tersebut
menyebabkan pengelolaan kontrak belum dapat dilihat sebagai proses yang terencana
dan terdokumentasi. SR juga belum menampilkan dokumen yang menjelaskan

pengelolaan akhir masa pakai barang atau jasa, seperti strategi penggunaan kembali,
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daur ulang, pemulihan nilai, atau pengelolaan material setelah kontrak berakhir. Akar
permasalahan pada faktor Material adalah dokumen yang diungkap dalam SR masih
berfokus pada kepatuhan pemasok, belum pada dokumen operasional yang mengatur
pengelolaan kontrak selama masa kontrak berjalan hingga akhir masa pakai.
Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Bueno et al. (2024) yang menjelaskan
bahwa kontribusi procurement terhadap circular economy perlu memperhatikan
siklus hidup, pengelolaan data, dan dukungan teknologi dalam proses procurement,
termasuk contract management. Selain itu, Rokan et al. (2025) juga menekankan
bahwa persyaratan keberlanjutan perlu dituangkan secara lebih konkret dalam kontrak
pengadaan agar dapat menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kontrak.

Pada faktor Machine, permasalahan yang terlihat adalah sistem yang digunakan
belum tergambar mampu menghubungkan hasil evaluasi pemasok dengan proses
pengelolaan kontrak yang berjalan secara internal. SR APRIL 2024 menyebutkan
penggunaan IMS, pemantauan satelit, drone, dan sistem pemantauan pemasok. Sistem
tersebut lebih banyak tergambar sebagai alat pemantauan kepatuhan pemasok,
terutama untuk memantau aspek lingkungan, legalitas pasokan, dan perubahan
tutupan lahan. Namun, SR belum menjelaskan adanya sistem yang secara khusus
mengolah akumulasi hasil evaluasi pemasok menjadi dasar tindakan korektif dan
pengelolaan inisiatif selama masa kontrak berjalan.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum dijelaskan pula bagaimana sistem yang ada
mendukung pemantauan progres tindakan korektif pemasok, supplier improvement,
risiko kontrak, hasil inisiatif bersama, serta keterkaitannya dengan rencana kontrak.
Sistem yang diungkap dalam SR masih lebih kuat menunjukkan fungsi pemantauan
kepatuhan, belum menunjukkan fungsi pengelolaan kontrak secara end-to-end. Akar
permasalahan pada faktor Machine adalah SR belum menggambarkan sistem yang
mengintegrasikan hasil evaluasi pemasok dengan proses pengelolaan kontrak, tindak
lanjut kontraktual, dan perbaikan selama kontrak berjalan. Permasalahan ini sejalan
dengan penelitian Akili et al. (2024) yang menjelaskan bahwa integrasi ESG dalam
e-procurement dapat mendukung pengadaan berkelanjutan melalui pengembangan

dokumen seleksi, sistem evaluasi berbasis ESG, dan peningkatan akuntabilitas. Selain
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itu, penelitian Gunawan & Mutagin (2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi
pengadaan melalui sistem manajemen kontrak dapat membantu pengendalian
kontrak, penyimpanan data, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Pada faktor Measurement, permasalahan yang terlihat adalah indikator pengelolaan
kontrak berbasis keberlanjutan belum dijelaskan secara terukur. SR telah mengukur
kinerja pemasok melalui indikator seperti persentase sertifikasi PEFC, volume
pasokan bebas deforestasi, dan tingkat kepatuhan pemasok sebesar 100%. Namun,
indikator tersebut lebih menunjukkan status kepatuhan pemasok terhadap kebijakan
keberlanjutan, belum menunjukkan efektivitas pengelolaan kontrak selama masa
berjalan. SR belum menampilkan indikator yang secara khusus mengukur
pengelolaan kontrak, seperti target kontrak, tren kinerja pemasok, pola risiko
pemasok, efektivitas tindakan korektif, tingkat keberhasilan inisiatif bersama, atau
status penanganan kegagalan pemasok.

Jika ditelusuri lebih lanjut, indikator evaluasi pemasok dalam SR lebih terlihat
dirancang untuk membuktikan kepatuhan kepada pemangku kepentingan, belum
untuk menghasilkan data kinerja kontrak yang dapat ditindaklanjuti secara internal.
Belum terdapat ukuran yang menunjukkan apakah hasil evaluasi pemasok digunakan
untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, memperbaiki hubungan pemasok,
memantau tindakan korektif, atau mengevaluasi keberhasilan inisiatif bersama. Akar
permasalahan pada faktor Measurement adalah indikator yang diungkap dalam SR
masih berfokus pada kepatuhan pemasok, belum pada indikator pengelolaan kontrak
yang mencakup target, tindak lanjut, hasil perbaikan, inisiatif bersama, dan
pengelolaan akhir masa pakai. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Zakaria.
(2021) yang menjelaskan bahwa evaluasi kinerja pemasok dapat dilakukan
menggunakan Vendor Performance Indicator dan Traffic Light System untuk
mengetahui kinerja pemasok serta menentukan kriteria yang perlu diperhatikan dari
hasil evaluasi. Dengan demikian, indikator evaluasi pemasok seharusnya tidak hanya
menunjukkan status kepatuhan, tetapi juga menghasilkan informasi yang dapat

digunakan untuk mengelola dan memperbaiki kontrak.
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5.4.6 Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6)

Pada kategori ini, permasalahan utama yang ditemukan adalah SR APRIL 2024 belum
menggambarkan mekanisme peninjauan kontrak dan pembelajaran dari pelaksanaan
kontrak sebagai dasar perbaikan sustainable procurement pada periode berikutnya. SR
telah menjelaskan adanya audit, uji tuntas tahunan, pemantauan pemasok, verifikasi
lapangan, dan tindakan restorasi. Namun, pengungkapan tersebut masih lebih kuat
menunjukkan pemantauan kepatuhan pemasok selama kontrak berjalan, belum
menunjukkan mekanisme evaluasi kontrak setelah pelaksanaan, dokumentasi lesson
learned, serta penggunaan hasil pembelajaran untuk memperbaiki spesifikasi, kriteria
pemasok, klausul kontrak, atau proses pengadaan berikutnya. Dengan demikian,
kesenjangan pada K6 bukan terletak pada tidak adanya pemantauan pemasok, melainkan
pada belum tergambarnya mekanisme review kontrak dan pembelajaran kontrak yang
sistematis, terdokumentasi, tersistem, dan terukur. Adapun hasil identifikasi faktor
penyebab permasalahan pada kategori K6 disajikan dalam fishbone diagram pada
Gambar 5.12.
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1) Pada faktor Man, permasalahan yang terlihat adalah peran pihak yang bertanggung

2)

jawab melakukan peninjauan kontrak dan mendokumentasikan lesson learned belum
tergambar dalam SR. SR APRIL 2024 menyebutkan adanya Kepala Operasi
Keberlanjutan, Direktur Keberlanjutan, tim audit, dan verifier independen KPMG
sebagai pihak yang terlibat dalam evaluasi pemasok. Namun, peran pihak-pihak
tersebut lebih terlihat pada pemantauan kepatuhan dan pelaporan kepada pemangku
kepentingan eksternal, bukan pada proses peninjauan kontrak setelah pelaksanaan. SR
belum menjelaskan siapa yang bertanggung jawab melakukan review terhadap hasil
pelaksanaan kontrak.

Jika ditelusuri lebih lanjut, SR juga belum menunjukkan adanya post-contract
review yang terintegrasi ke dalam deskripsi peran fungsi pengadaan, sustainability,
legal/kontrak, operasional, HSE, dan manajemen risiko. Belum tergambar siapa yang
bertanggung jawab mengolah hasil evaluasi menjadi lesson learned, siapa yang
menyetujui rekomendasi perbaikan, dan siapa yang memastikan pembelajaran
tersebut digunakan dalam pengadaan berikutnya. Akar permasalahan pada faktor Man
adalah SR belum menjelaskan akuntabilitas fungsi terkait dalam melakukan
peninjauan kontrak dan mengubah hasil evaluasi menjadi pembelajaran untuk
pengadaan berikutnya. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Suparwanto
(2025) yang menjelaskan bahwa kinerja pengadaan dipengaruhi oleh sumber daya
manusia, manajemen dan kepemimpinan, tata kelola proses, komunikasi pemangku
kepentingan, sistem informasi, serta pembinaan penyedia. Dengan demikian, proses
review kontrak membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas agar
hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara konsisten.

Pada faktor Method, permasalahan yang terlihat adalah prosedur peninjauan dan
pembelajaran kontrak belum tergambar dalam SR. SR APRIL 2024 telah menjelaskan
adanya audit, uji tuntas tahunan, pemantauan pemasok, verifikasi lapangan, dan
tindakan restorasi. Namun, mekanisme tersebut lebih menggambarkan pemantauan
kepatuhan pemasok selama kontrak berjalan, bukan prosedur peninjauan kontrak
setelah pelaksanaan kontrak selesai atau setelah periode kontrak dievaluasi. Belum

tergambar proses formal untuk menganalisis hasil kontrak, mengidentifikasi
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kelemahan, menyusun pembelajaran, dan menggunakan hasil pembelajaran tersebut
untuk memperbaiki pengadaan berikutnya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan pada faktor Method menunjukkan

bahwa hasil evaluasi pemasok belum memiliki alur yang jelas menuju proses
pembelajaran kontrak. SR belum menjelaskan bagaimana hasil audit, uji tuntas,
pemantauan, dan tindakan perbaikan dikompilasi menjadi bahan review kontrak.
Belum terlihat pula tahapan formal yang menghubungkan hasil pelaksanaan kontrak
dengan pembaruan spesifikasi, kriteria pemasok, klausul kontrak, atau prosedur
pengadaan berikutnya. Akar permasalahan pada faktor Method adalah SR belum
mengungkapkan prosedur formal yang menghubungkan hasil pelaksanaan kontrak
dengan proses pembelajaran dan perbaikan sustainable procurement. Permasalahan
ini sejalan dengan penelitian Jusuf et al. (2024) yang menjelaskan bahwa pengelolaan
kontrak dalam proses pengadaan perlu memperhatikan tahapan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan
bahwa pengelolaan kontrak seharusnya tidak berhenti pada pemantauan, tetapi juga
mencakup evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran.
Pada faktor Material, permasalahan yang terlihat adalah dokumen hasil peninjauan
kontrak dan lesson learned belum ditemukan dalam SR. SR APRIL 2024 telah
menampilkan dokumen seperti SFMP 2.0, Kode Etik Pengadaan, Prosedur Kepatuhan
Pemasok, dan proses DDS. Namun, dokumen tersebut lebih berfungsi sebagai dasar
kebijakan dan pemenuhan kepatuhan pemasok, bukan sebagai dokumen evaluasi
kontrak setelah pelaksanaan. Belum ditemukan dokumen seperti laporan evaluasi
kontrak, laporan penutupan kontrak, hasil review kinerja pemasok setelah kontrak
berjalan, atau catatan lesson learned dari pelaksanaan kontrak sebelumnya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum adanya dokumen lesson learned menyebabkan
hasil pelaksanaan kontrak belum tergambar sebagai bahan pembelajaran untuk
memperbaiki pengadaan berikutnya. SR belum menunjukkan dokumen yang
menjelaskan bagaimana pengalaman dari kontrak sebelumnya digunakan untuk
memperbaiki spesifikasi, kriteria pemasok, klausul kontrak, maupun mekanisme

pengawasan pada periode berikutnya. Akar permasalahan pada faktor Material adalah
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dokumen yang diungkap dalam SR masih berfokus pada kebijakan dan kepatuhan,
belum pada dokumen evaluasi dan pembelajaran kontrak. Permasalahan ini sejalan
dengan penelitian Nusantara & Sutardi (2024) yang menjelaskan bahwa hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan kontrak dapat digunakan sebagai lesson learned untuk
pelaksanaan pekerjaan atau kontrak berikutnya. Dengan demikian, dokumentasi hasil
review kontrak penting agar pengalaman pelaksanaan kontrak tidak berhenti sebagai
catatan periode berjalan, tetapi menjadi dasar perbaikan pengadaan di masa depan.
Pada faktor Machine, permasalahan yang terlihat adalah sistem atau tools untuk
menyimpan dan mengelola hasil pembelajaran kontrak belum tergambar dalam SR.
SR APRIL 2024 telah menjelaskan adanya sistem dan teknologi seperti IMS,
pemantauan satelit, drone, dan penginderaan jauh. Namun, sistem tersebut lebih
banyak digunakan untuk memantau kondisi pemasok, kepatuhan lingkungan, dan
perubahan tutupan lahan. Belum tergambar sistem yang menyimpan hasil review
kontrak, histori kinerja pemasok, status tindak lanjut, maupun catatan pembelajaran
kontrak.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum tergambarnya sistem penyimpanan
pembelajaran menyebabkan data hasil pemantauan dan evaluasi pemasok belum
terlihat digunakan kembali untuk memperbaiki kontrak, spesifikasi, atau proses
pengadaan berikutnya. SR belum menjelaskan apakah terdapat sistem yang dapat
menghubungkan hasil evaluasi pemasok dengan rekomendasi perbaikan kontrak,
pembaruan klausul, atau penyusunan strategi pengadaan periode berikutnya. Akar
permasalahan pada faktor Machine adalah sistem yang diungkap dalam SR masih
berfokus pada pemantauan kepatuhan pemasok, belum pada pengelolaan pengetahuan
dan pembelajaran kontrak. Permasalahan ini sejalan dengan penelitian Gunawan &
Mutagin (2025) yang menjelaskan bahwa sistem informasi kinerja penyedia penting
dalam tata kelola pengadaan karena dapat mendukung evaluasi kinerja penyedia.
Selain itu, pedoman lessons learned dalam pengelolaan kontrak juga menekankan
bahwa hasil pembelajaran perlu ditangkap, dianalisis, dan diterapkan kembali untuk
memperbaiki contract management plan, manajemen risiko, pelatihan, serta model

kontrak berikutnya. Dengan demikian, sistem tidak hanya diperlukan untuk
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pemantauan, tetapi juga untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan hasil review
kontrak.

Pada faktor Measurement, permasalahan yang terlihat adalah indikator peninjauan
dan pembelajaran kontrak belum dijelaskan secara terukur. SR APRIL 2024 telah
menampilkan indikator seperti sertifikasi, audit, uji tuntas, pemantauan deforestasi,
ketertelusuran pasokan, dan kepatuhan pemasok. Namun, indikator tersebut lebih
menunjukkan kinerja dan kepatuhan pemasok pada periode pelaporan, belum
menunjukkan efektivitas peninjauan kontrak dan pembelajaran yang mendukung
perbaikan sustainable procurement. Belum ditemukan indikator seperti jumlah
kontrak yang ditinjau, jumlah lesson learned yang dihasilkan, jumlah rekomendasi
perbaikan kontrak, atau tingkat penerapan hasil review kontrak.

Jika ditelusuri lebih lanjut, belum adanya indikator peninjauan kontrak
menyebabkan pembaca laporan belum dapat mengetahui apakah hasil evaluasi
kontrak digunakan untuk memperbaiki spesifikasi, kriteria pemasok, klausul kontrak,
atau prosedur pengadaan berikutnya. Pengukuran yang ada belum menunjukkan
hubungan antara hasil evaluasi pemasok dan proses pembelajaran kontrak. Akar
permasalahan pada faktor Measurement adalah pengukuran dalam SR masih berfokus
pada kepatuhan pemasok, belum pada indikator peninjauan kontrak dan pembelajaran
yang mendukung perbaikan sustainable procurement. Permasalahan ini sejalan
dengan penelitian Zakaria (2021) yang menjelaskan bahwa evaluasi kinerja pemasok
dapat dilakukan menggunakan Vendor Performance Indicator dan Traffic Light
System untuk mengetahui kinerja pemasok serta menentukan kriteria yang perlu
diperhatikan dari hasil evaluasi. Dengan demikian, indikator evaluasi tidak hanya
perlu menunjukkan kepatuhan pemasok, tetapi juga perlu menghasilkan informasi
yang dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan kontrak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator 1SO 20400

yang belum diungkapkan secara optimal dalam Sustainability Report APRIL 2024.

Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan

praktik tersebut, melainkan dapat dipengaruhi oleh ruang lingkup informasi yang dipilih

perusahaan untuk diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Pada umumnya,
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Sustainability Report disusun mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan seperti GRI
yang memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam menentukan isu material serta
informasi yang akan diungkapkan. Oleh karena itu, tidak seluruh aspek sustainable
procurement yang direkomendasikan dalam 1SO 20400 secara otomatis tercermin dalam
laporan keberlanjutan perusahaan.

Selain dipengaruhi oleh ruang lingkup pelaporan, peningkatan kualitas pengungkapan
sustainable procurement juga menjadi semakin penting seiring meningkatnya perhatian
terhadap aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam rantai pasok global.
Berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, pelanggan, maupun lembaga
keuangan, semakin menuntut transparansi mengenai praktik pengadaan berkelanjutan
yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan yang lebih lengkap tidak
hanya meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, tetapi juga dapat memperkuat
akuntabilitas perusahaan dalam menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan rantai
pasok yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memiliki relevansi terhadap perkembangan regulasi
internasional yang semakin menekankan transparansi rantai pasok, salah satunya
European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut mendorong
perusahaan untuk menyediakan informasi yang lebih komprehensif mengenai asal-usul
bahan baku, proses uji tuntas, pengelolaan pemasok, serta mekanisme pengendalian risiko
dalam rantai pasok. Meskipun penelitian ini tidak mengevaluasi tingkat kepatuhan
perusahaan terhadap EUDR, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas
pengungkapan pada beberapa indikator 1ISO 20400 dapat mendukung transparansi
informasi yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan regulasi
keberlanjutan di tingkat global.

5.5 Rekomendasi Usulan Perbaikan

Berdasarkan hasil identifikasi root cause utama pada masing-masing kategori
menggunakan fishbone diagram, tahap selanjutnya adalah penyusunan rekomendasi
usulan perbaikan. Rekomendasi disusun dengan mengacu pada best practices SCOR 14

yang sesuai dengan akar permasalahan serta didukung oleh jurnal yang relevan. Pada
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penelitian ini, rekomendasi usulan perbaikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu
rekomendasi bagi perusahaan dan rekomendasi bagi supplier/mitra perusahaan.
Rekomendasi bagi perusahaan difokuskan pada upaya mengatasi akar permasalahan yang
telah diidentifikasi, sedangkan rekomendasi bagi supplier/mitra diarahkan untuk
mendukung implementasi perbaikan tersebut sehingga penerapan sustainable
procurement dapat berjalan secara optimal.

5.5.1 Usulan Perbaikan Perusahaan

Usulan perbaikan bagi perusahaan disusun berdasarkan hasil identifikasi root cause pada
masing-masing kategori 1ISO 20400 Klausul 7. Setiap rekomendasi dirumuskan dengan
mengacu pada best practices SCOR 14 yang relevan serta didukung oleh jurnal
pendukung, sehingga diharapkan mampu mengatasi akar permasalahan dan
meningkatkan penerapan sustainable procurement. Ringkasan usulan perbaikan bagi

perusahaan disajikan pada Tabel 5.3.
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No

1

Kategori

7.1 Membangun dari
Proses yang Sudah
Ada (K1)

Root Cause Utama

APRIL belum menjelaskan
prosedur teknis yang
menunjukkan bagaimana
prinsip keberlanjutan dalam
SFMP 2.0 diterapkan ke proses
pengadaan yang sudah
berjalan, seperti perencanaan
kebutuhan, seleksi pemasok,
evaluasi penawaran, kontrak,

dan pemantauan pemasok.

BP dan Jurnal
Pendukung
BP.155 Standard
Operating Procedures,
didukung BP.074
Process and Metrics
Alignment, dan BP.082

Continuous

Improvement

Usulan Perbaikan

Menyusun SOP Integrasi Sustainable
Procurement berbasis SFMP 2.0
untuk  menjembatani  kebijakan
keberlanjutan dengan praktik
pengadaan operasional. SOP ini
mengatur tahapan pengadaan, titik
pemeriksaan keberlanjutan,
penanggung jawab, dokumen
pemeriksaan, dan indikator proses.
Perbaikan ini didukung BP.074 agar
proses memiliki metrik yang terukur
dan BP.082 agar SOP dapat dievaluasi
serta disempurnakan secara berkala.
Usulan ini sejalan dengan Akili et al.
(2024) dan Charkaoui (2025).
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No Kategori Root Cause Utama BP dan Jurnal Usulan Perbaikan
Pendukung
2 1.2 Perencanaan APRIL belum menggambarkan BP.100 Strategic Menyusun kerangka metode
(K2) metode perencanaan Sourcing,  didukung perencanaan sustainable procurement

sustainable procurement yang
terstruktur untuk menganalisis
biaya, risiko keberlanjutan,
kondisi pasar, dan strategi

pemasok.

oleh BP.266 Total Cost
of Ownership Analysis,
BP.001 Supply Chain
Risk Management, dan
BP.241 Supply Market

Research.

berbasis strategic sourcing. BP.100
digunakan sebagai kerangka utama
penyusunan strategi pemasok; BP.266
digunakan untuk menghitung biaya
totall/TCO atau LCC; BP.001
digunakan untuk mengidentifikasi dan
memprioritaskan risiko keberlanjutan
pemasok; sedangkan BP.241
digunakan untuk menganalisis kondisi
pasar, tren harga, regulasi, dan
pemasok utama. Usulan ini didukung
oleh Orfanidou et al. (2023) terkait
penerapan LCC dalam green
procurement, Han & Um (2024)
terkait strategi manajemen risiko

keberlanjutan rantai pasok, dan




142

Mengintegrasikan

Persyaratan

Keberlanjutan

dalam
(K3)

ke
Spesifikasi

dokumen

yang
memuat Kriteria keberlanjutan

secara jelas

pengadaan formal

sebagai  dasar  spesifikasi,
evaluasi pemasok, dan
pengambilan keputusan
pengadaan.

Specification
Development,
didukung oleh BP.155
Standard  Operating
BP.239
Contract Drafting, dan
BP.074 Process and

Metrics Alignment.

Procedures,

No Kategori Root Cause Utama BP dan Jurnal Usulan Perbaikan
Pendukung
Barbanti et al. (2022) terkait praktik
sustainable procurement dalam proses
pemilihan pemasok.
3 73 APRIL belum menampilkan BP.244  Sustainable Menyusun dokumen  pengadaan

formal berbasis keberlanjutan yang
SFMP 2.0,
HCV/HCS, sertifikasi, legalitas, dan
Kode Etik Pengadaan.

memuat  kriteria
Dokumen
tersebut dapat berupa spesifikasi
teknis, dokumen tender, checklist
evaluasi, format penilaian pemasok,
dan klausul kontrak keberlanjutan.
BP.244 digunakan untuk menetapkan
kriteria

dan  mendokumentasikan

keberlanjutan  dalam  spesifikasi;

BP.155 untuk mengatur prosedur

penyusunan, verifikasi, dan

persetujuan dokumen; BP.239 untuk
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No Kategori Root Cause Utama BP dan Jurnal Usulan Perbaikan

Pendukung

memastikan kriteria masuk ke klausul
kontrak; dan BP.074 untuk mengukur
persentase dokumen pengadaan yang
sudah memuat kriteria keberlanjutan.
Usulan ini didukung oleh Akili et al.
(2024), Barbanti et al. (2022), dan
Pudjijono & Nursani (2022).

4 74 Memilih  APRIL belum menggambarkan BP.134 Supplier Menyusun  SOP  evaluasi  dan
Pemasok (K4) metode seleksi pemasok secara Evaluation, didukung pemilihan pemasok berbasis
lengkap, terutama pada tahap oleh BP.155 Standard sustainability — weighted  scoring.

evaluasi, pembandingan, Operating Procedures BP.134 digunakan untuk

pembobotan, ranking, dan dan BP.074 Process mengevaluasi pemasok berdasarkan

keputusan pemilihan pemasok and Metrics Alignment harga, kualitas teknis, kapasitas,

berbasis keberlanjutan. keberlanjutan, histori Kkinerja, dan

kesesuaian kontrak. BP.155

digunakan untuk membakukan alur

dari prakualifikasi, evaluasi,

pembandingan, ranking, hingga
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No Kategori Root Cause Utama BP dan Jurnal Usulan Perbaikan
Pendukung
keputusan pemasok. BP.074
digunakan untuk menetapkan bobot,
skor, indikator evaluasi, dan ranking
pemasok. Usulan ini didukung oleh
Barbanti et al. (2022), Karakog et al.
(2023), dan Hou et al. (2022).
5 75 Mengelola APRIL belum menggambarkan BP.155 Standard Menyusun SOP pengelolaan kontrak
Kontrak (K5) prosedur pengelolaan kontrak Operating Procedures, berkelanjutan yang memuat rencana

berbasis keberlanjutan secara
menyeluruh, terutama pada
rencana kontrak, pemantauan
Kinerja pemasok, tindak lanjut
kegagalan  pemasok, serta
strategi akhir masa pakai dan

Life Cycle Costing.

didukung oleh BP.068
Supplier Performance

Reporting, BP.082
Continuous
Improvement, dan

BP.266 Total Cost of

Ownership Analysis.

kontrak, target keberlanjutan,
pembagian tanggung jawab, jadwal
monitoring,

pelaporan Kinerja

pemasok, mekanisme  corrective
action, evaluasi efektivitas tindakan
perbaikan, serta perhitungan biaya
TCO/LCC.

untuk

siklus
BP.155

memformalkan prosedur pengelolaan

hidup melalui

digunakan

kontrak dari tahap perencanaan,




No

Kategori

Root Cause Utama

BP dan Jurnal
Pendukung
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Usulan Perbaikan

pemantauan, tindak lanjut, hingga
evaluasi kontrak. BP.068 digunakan
untuk memonitor dan melaporkan
kinerja pemasok selama kontrak
berjalan berdasarkan ukuran yang
disepakati, seperti kualitas, biaya,
ketepatan waktu, pemenuhan target
kontrak, dan kepatuhan terhadap
persyaratan keberlanjutan. BP.082
digunakan untuk memastikan hasil
evaluasi  tersebut  ditindaklanjuti
melalui  corrective action dan
perbaikan berkelanjutan, sedangkan
BP.266 digunakan untuk
mengintegrasikan perhitungan total
biaya kepemilikan dan Life Cycle
Costing dalam pengelolaan kontrak.

Usulan ini didukung oleh Changalima
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No Kategori Root Cause Utama BP dan Jurnal Usulan Perbaikan
Pendukung

etal. (2022), Changalima et al. (2023),
dan Orfanidou & Rachaniotis (2023).
6 7.6 Meninjau dan APRIL belum menggambarkan BP.082  Continuous Menyusun SOP post-contract review
Mempelajari mekanisme  formal  post- Improvement, dan contract learning. BP.082
Kontrak (K6) contract review yang didukung oleh BP.155 digunakan sebagai mekanisme utama
menghubungkan hasil Standard Operating untuk mengubah hasil evaluasi
pelaksanaan kontrak dengan Procedures. kontrak menjadi lesson learned dan

pembelajaran dan perbaikan
untuk pengadaan berikutnya,

seperti pembaruan spesifikasi,

kriteria  pemasok,  klausul
kontrak, dan prosedur
pengadaan.

BP.155
memformalkan
pihak  yang
bertanggung jawab, dokumen yang
dibuat,

rekomendasi  perbaikan.

digunakan  untuk
tahapan  review,

harus proses persetujuan
rekomendasi, serta penerapan hasil
review pada pengadaan berikutnya.
Usulan ini sejalan dengan Hallberg

(2025) dan Rdiouat et al. (2021)
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a. Kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1)

Berdasarkan hasil analisis pada kategori K1 Membangun dari Proses yang Sudah Ada,
akar masalah utama berada pada faktor Method. Permasalahan ini terjadi karena
Sustainability Report APRIL 2024 telah menjelaskan SFMP 2.0 sebagai dasar komitmen
keberlanjutan perusahaan, tetapi belum menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut
diterjemahkan ke dalam prosedur teknis pengadaan. Artinya, prinsip keberlanjutan belum
tergambar sebagai bagian dari alur kerja pengadaan yang memiliki tahapan, titik kontrol,
kriteria pemeriksaan, penanggung jawab, dokumen bukti, dan aturan keputusan yang
jelas.

Faktor Method dipilih sebagai akar masalah utama karena integrasi sustainable
procurement ke dalam proses yang sudah ada membutuhkan prosedur kerja yang bersifat
end-to-end. Tanpa prosedur teknis, perusahaan sulit menunjukkan pada tahap mana aspek
keberlanjutan diperiksa, apakah pada perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi,
seleksi pemasok, evaluasi penawaran, pemberian kontrak, atau pemantauan pemasok.
Selain itu, belum adanya prosedur juga menyebabkan faktor lain ikut terdampak.
Dokumen teknis seperti checklist keberlanjutan dan formulir evaluasi pemasok belum
dapat disusun secara konsisten apabila belum ada prosedur yang menetapkan kebutuhan
dokumennya. Sistem pengadaan juga belum dapat membuat approval gate berbasis
keberlanjutan apabila parameter validasinya belum ditentukan. Indikator proses juga
belum dapat dirumuskan apabila alur integrasi keberlanjutan dalam pengadaan belum
didefinisikan secara jelas.

Best practice utama yang digunakan untuk menjawab akar masalah tersebut adalah
BP.155 Standard Operating Procedures. BP ini dipilih karena SOP dapat digunakan
untuk membakukan proses integrasi keberlanjutan ke dalam aktivitas pengadaan yang
sudah berjalan. Secara teknis, SOP perlu memuat alur pengadaan mulai dari perencanaan
kebutuhan, penyusunan spesifikasi, seleksi pemasok, evaluasi penawaran, pemberian
kontrak, hingga pemantauan pemasok. Pada setiap tahap tersebut perlu ditetapkan
sustainability control point yang menjelaskan kriteria keberlanjutan yang diperiksa,
dokumen yang harus dilampirkan, fungsi yang bertanggung jawab, output pemeriksaan,

dan konsekuensi keputusan apabila kriteria tidak terpenuhi.
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BP.155 perlu diperkuat dengan BP.074 Process and Metrics Alignment agar SOP
yang disusun tidak hanya menjelaskan alur kerja, tetapi juga memiliki indikator proses
yang terukur. Indikator tersebut dapat berupa persentase dokumen pengadaan yang
memuat Kkriteria keberlanjutan, persentase pemasok yang melalui sustainability
screening, persentase keputusan pengadaan yang memiliki bukti evaluasi keberlanjutan,
dan persentase tindak lanjut ketidaksesuaian pemasok yang diselesaikan tepat waktu.
Selain itu, BP.082 Continuous Improvement digunakan agar SOP tidak berhenti sebagai
dokumen tetap, tetapi dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil audit, hasil evaluasi
pemasok, temuan ketidaksesuaian, dan perubahan standar keberlanjutan.

Usulan perbaikan yang diberikan adalah menyusun SOP Integrasi Sustainable
Procurement berbasis SFMP 2.0 sebagai solusi utama untuk menjembatani kebijakan
strategis dengan praktik pengadaan operasional. SOP ini diperkuat dengan penyelarasan
metrik dari level strategi ke operasional melalui BP.074 agar proses memiliki indikator
yang terukur, serta mekanisme evaluasi berkala melalui BP.082 agar SOP terus
disempurnakan seiring berjalannya waktu. SOP memuat tahapan pengadaan, titik
pemeriksaan keberlanjutan, pihak yang bertanggung jawab, dokumen yang harus
diperiksa, serta indikator proses. Usulan ini sejalan dengan penelitian Akili et al. (2024)
yang menjelaskan bahwa integrasi ESG dalam pengadaan perlu didukung oleh kriteria
yang jelas, strategi penerapan, dan kapasitas pelaksana pengadaan. Selain itu, Charkaoui
(2025) menegaskan bahwa penerapan sustainable procurement perlu didukung alat ukur
kinerja berbasis 1ISO 20400 agar strategi yang diterapkan dapat dievaluasi secara lebih
terukur.

b. Kategori Perencanaan (K2)

Berdasarkan hasil analisis pada kategori K2 Perencanaan, akar masalah utama berada
pada faktor Method. Permasalahan ini terjadi karena Sustainability Report APRIL 2024
belum menggambarkan kerangka metode perencanaan sustainable procurement secara
teknis. Laporan telah menunjukkan adanya audit, uji tuntas, konsultasi lintas unit, dan
data ketertelusuran pasokan. Namun, pengungkapan tersebut belum menjelaskan
bagaimana analisis biaya, risiko keberlanjutan, analisis pasar, dan strategi pemasok

digunakan sebagai dasar perencanaan pengadaan. Dengan demikian, kelemahan utama
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pada K2 bukan terletak pada tidak adanya aktivitas perencanaan, melainkan pada belum
tergambarnya metode analisis yang sistematis, terstruktur, dan terukur.

Faktor Method dipilih sebagai akar masalah utama karena beberapa dimensi dalam
K2 menunjukkan kelemahan yang bersifat metodologis. Dimensi Analisis Biaya belum
memperoleh pengungkapan karena belum ditemukan informasi mengenai life cycle cost,
biaya lingkungan, biaya sosial, atau total cost of ownership dalam perencanaan
pengadaan. Selain itu, dimensi Risiko Keberlanjutan, Analisis Pasar, dan Strategi
Mendapatkan Pemasok sudah memiliki pengungkapan, tetapi masih belum menjelaskan
metode penilaian risiko, prioritas risiko, penggunaan hasil analisis pasar dalam keputusan
pengadaan, serta mekanisme penyusunan strategi pemasok secara rinci. Kondisi ini
menunjukkan bahwa proses perencanaan belum cukup hanya didukung oleh data
kepatuhan pemasok, tetapi perlu dilengkapi metode analisis yang dapat digunakan
sebelum keputusan pengadaan ditetapkan.

Best practice utama yang direkomendasikan adalah BP.100 Strategic Sourcing. BP
ini dipilih karena strategic sourcing dapat menjadi kerangka utama untuk menyusun
perencanaan pemasok secara lebih sistematis, mulai dari analisis kebutuhan pengadaan,
segmentasi kategori pembelian, analisis pasar, evaluasi calon pemasok, hingga penetapan
strategi pengadaan. BP.100 juga relevan karena permasalahan K2 tidak hanya berkaitan
dengan satu aspek, tetapi mencakup biaya, risiko, pasar, dan strategi pemasok. Oleh
karena itu, BP.100 digunakan sebagai payung perbaikan, sedangkan BP lainnya
digunakan sebagai metode pendukung pada setiap komponen perencanaan.

BP.100 perlu diperkuat dengan BP.266 Total Cost of Ownership Analysis, BP.001
Supply Chain Risk Management, dan BP.241 Supply Market Research. BP.266 digunakan
untuk memasukkan perhitungan biaya total atau life cycle cost ke dalam perencanaan,
sehingga keputusan pengadaan tidak hanya mempertimbangkan harga beli awal, tetapi
juga biaya penggunaan, pemeliharaan, risiko, dan biaya lain sepanjang siklus pasokan.
Usulan ini sejalan dengan Orfanidou et al. (2023) menunjukkan bahwa life cycle costing
dapat digunakan dalam proses pengadaan untuk menilai biaya secara lebih menyeluruh,
tidak hanya berdasarkan harga awal pembelian, tetapi juga mempertimbangkan biaya

selama siklus penggunaan barang atau jasa. BP.001 digunakan untuk menyusun metode
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identifikasi, penilaian, prioritisasi, dan mitigasi risiko keberlanjutan pemasok, seperti
risiko lingkungan, legalitas, sosial, dan kontinuitas pasokan. Hal ini didukung oleh
penelitian Han & Um (2024) yang menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko
keberlanjutan rantai pasok untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok. Sementara itu,
BP.241 digunakan untuk memperkuat analisis pasar pemasok agar kondisi pasar, tren
harga, persaingan, regulasi, dan pemasok utama dapat digunakan sebagai dasar
penyusunan strategi pengadaan. Penelitian Barbanti et al. (2022) juga menunjukkan
bahwa praktik sustainable procurement dalam proses pemilihan pemasok membutuhkan
kriteria dan evaluasi yang jelas agar aspek keberlanjutan benar-benar masuk ke dalam
keputusan pengadaan.

Usulan perbaikan yang diberikan adalah menyusun kerangka metode perencanaan
sustainable procurement berbasis strategic sourcing. Secara teknis, kerangka ini memuat
tahapan analisis kebutuhan pengadaan, segmentasi kategori pembelian, perhitungan
TCO/LCC, penyusunan matriks risiko keberlanjutan pemasok, analisis pasar pemasok,
dan penetapan strategi sourcing per kategori pengadaan. Output dari tahapan tersebut
dapat berupa matriks biaya total, risk scoring pemasok, laporan supply market research,
dan strategi pemasok per kategori. Dengan adanya perbaikan ini, perencanaan pengadaan
tidak hanya berfokus pada kepatuhan pemasok, tetapi juga mempertimbangkan biaya
jangka panjang, risiko keberlanjutan, kondisi pasar, dan strategi pemasok secara lebih
objektif dan terukur.

c. Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3)
Berdasarkan hasil analisis pada kategori K3 Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan
ke dalam Spesifikasi, akar masalah utama berada pada faktor Method dan Material.
Kedua faktor ini dipilih karena saling berkaitan. Faktor Method menunjukkan bahwa
prosedur formal untuk menurunkan persyaratan keberlanjutan ke dalam dokumen
pengadaan belum tergambar secara jelas. Sementara itu, faktor Material menunjukkan
bahwa dokumen pengadaan formal yang memuat kriteria keberlanjutan juga belum
ditampilkan dalam Sustainability Report APRIL 2024.

Permasalahan pada K3 bukan terletak pada tidak adanya persyaratan keberlanjutan.
APRIL/RAPP telah mengungkapkan adanya SFMP 2.0, Kebijakan Pengadaan Kayu dan
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Serat, Kode Etik Pengadaan RGE, sertifikasi PEFC, ketentuan HCV/HCS, audit, uji
tuntas, dan verifikasi independen. Namun, pengungkapan tersebut masih lebih banyak
menunjukkan bukti kepatuhan pemasok. Laporan belum menampilkan secara eksplisit
bentuk dokumen pengadaan formal yang memuat kriteria keberlanjutan, seperti dokumen
spesifikasi, dokumen tender, checklist evaluasi, format penilaian pemasok, klausul teknis,
atau matriks keputusan pengadaan. Hal ini sesuai dengan temuan pada dimensi Dokumen
Pengadaan, yang menunjukkan bahwa persyaratan keberlanjutan sudah disebutkan, tetapi
belum dijelaskan dalam bentuk format dokumen pengadaan, alur verifikasi, atau struktur
pengambilan keputusan.

Best practice utama yang direkomendasikan adalah BP.244 Sustainable Specification
Development. BP ini dipilih karena paling sesuai dengan tujuan K3, yaitu menetapkan
dan mendokumentasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi pengadaan.
Melalui BP.244, persyaratan seperti SFMP 2.0, HCV/HCS, sertifikasi, legalitas, dan
Kode Etik Pengadaan dapat diterjemahkan menjadi dokumen spesifikasi teknis, dokumen
tender, checklist evaluasi, dan format penilaian pemasok. Dengan demikian, persyaratan
keberlanjutan tidak hanya menjadi kewajiban kepatuhan pemasok, tetapi juga
terdokumentasi secara formal dalam dokumen pengadaan dan dapat digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan.

BP.244 perlu didukung oleh BP.155 Standard Operating Procedures, BP.239
Contract Drafting, dan BP.074 Process and Metrics Alignment. BP.155 digunakan untuk
menyusun prosedur formal mengenai tahapan penyusunan, pemeriksaan, persetujuan, dan
penggunaan dokumen pengadaan berbasis keberlanjutan. BP.239 digunakan untuk
memastikan kriteria keberlanjutan yang telah masuk ke dalam spesifikasi dan dokumen
tender juga dituangkan ke dalam klausul kontrak yang dapat dijadikan dasar pengendalian
pemasok. Sementara itu, BP.074 digunakan untuk menetapkan indikator proses, seperti
persentase dokumen spesifikasi yang memuat kriteria keberlanjutan, persentase dokumen
tender yang mencantumkan persyaratan HCV/HCS, persentase evaluasi pemasok yang
menggunakan Kkriteria keberlanjutan, dan persentase kontrak yang memuat klausul

keberlanjutan.
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Usulan ini diperkuat oleh Akili et al. (2024) yang menjelaskan bahwa integrasi ESG
dalam pengadaan memerlukan dokumen seleksi dan sistem evaluasi yang memuat kriteria
ESG. Hal ini mendukung perlunya kriteria keberlanjutan didokumentasikan secara jelas
dalam dokumen pengadaan. Penelitian yang dilakukan Barbanti et al., (2022) juga
menekankan bahwa praktik sustainable procurement dalam pemilihan pemasok
membutuhkan kriteria yang jelas agar aspek keberlanjutan benar-benar digunakan dalam
proses evaluasi. Selain itu, Pudjijono & Nursani (2022) menjelaskan bahwa indikator
pengadaan berkelanjutan dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan, kriteria tender,
dan ukuran kinerja pelaksanaan.

Secara teknis, perbaikan dilakukan dengan menyusun dokumen pengadaan formal
berbasis keberlanjutan. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri atas template
spesifikasi keberlanjutan, dokumen tender yang memuat persyaratan keberlanjutan,
checklist HCV/HCS, format evaluasi pemasok, matriks keputusan pengadaan, dan
template klausul kontrak keberlanjutan. Setiap dokumen perlu memuat kriteria yang
diperiksa, bukti yang wajib disampaikan pemasok, pihak yang melakukan verifikasi, hasil
penilaian, serta konsekuensi apabila pemasok tidak memenuhi persyaratan. Dengan
perbaikan ini, kriteria keberlanjutan dapat terdokumentasi secara formal dan digunakan
sebagai dasar teknis dalam proses spesifikasi, evaluasi pemasok, pemberian kontrak, dan
pengambilan keputusan pengadaan.

d. Kategori Memilih Pemasok (K4)

Berdasarkan hasil analisis pada kategori K4 Memilih Pemasok, akar masalah utama
berada pada faktor Method. Permasalahan ini terjadi karena Sustainability Report APRIL
2024 telah menjelaskan adanya penilaian mandiri, uji tuntas, verifikasi dokumen, audit,
serta kewajiban pemasok untuk memenuhi kebijakan keberlanjutan perusahaan. Namun,
pengungkapan tersebut masih lebih banyak menggambarkan tahap pemeriksaan awal atau
prakualifikasi pemasok. Laporan belum menjelaskan secara teknis bagaimana calon
pemasok yang telah memenuhi persyaratan awal kemudian dievaluasi, dibandingkan,
diberi bobot penilaian, diranking, dan dipilih sebagai pemasok yang paling sesuai dengan
kriteria keberlanjutan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil analisis K4 yang

menunjukkan bahwa aspek kapasitas dan prakualifikasi pemasok telah tergambar, tetapi



153

pengelolaan tender, kriteria evaluasi tender, metode penilaian penawaran, serta bobot
evaluasi pemasok belum ditemukan secara eksplisit dalam laporan.

Faktor Method dipilih sebagai root cause utama karena kelemahan utama pada K4
terletak pada belum tergambarnya metode seleksi pemasok secara lengkap. Sustainability
Report APRIL 2024 telah menjelaskan adanya pemeriksaan awal terhadap pemasok,
seperti penilaian mandiri, uji tuntas, audit, dan verifikasi dokumen. Namun, laporan
belum menjelaskan tahap setelah pemeriksaan awal tersebut, yaitu bagaimana calon
pemasok dievaluasi, dibandingkan, diberi bobot penilaian, diranking, dan dipilih sebagai
pemasok yang paling sesuai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemilihan pemasok masih lebih terlihat
sebagai pemeriksaan kepatuhan, belum sebagai proses evaluasi dan pengambilan
keputusan yang terstruktur. Oleh karena itu, faktor Method menjadi akar masalah utama
karena alur seleksi harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum faktor lain dapat berjalan.
Setelah metode seleksi jelas, perusahaan baru dapat menentukan siapa pihak yang
menilai, dokumen evaluasi apa yang digunakan, sistem apa yang mendukung proses
penilaian, serta indikator apa yang digunakan untuk mengukur hasil evaluasi pemasok.

Best practice utama yang direkomendasikan adalah BP.134 Supplier Evaluation. BP
ini dipilih karena paling sesuai dengan permasalahan K4, yaitu kebutuhan untuk
mengevaluasi pemasok secara objektif sebelum keputusan pemilihan dilakukan. BP.134
memungkinkan perusahaan menilai pemasok berdasarkan beberapa kriteria, seperti
harga, kualitas teknis, kapasitas, sustainability, histori kinerja, tingkat layanan, lokasi,
serta kesesuaian ketentuan kontrak. BP ini juga menekankan perlunya pembobotan
kriteria dan persetujuan skor akhir oleh komite evaluasi. Dengan demikian, BP.134 secara
langsung menjawab gap K4 yang berkaitan dengan belum adanya kriteria evaluasi, bobot
penilaian, pembandingan pemasok, ranking, dan dasar keputusan pemilihan pemasok.

Pemilihan BP.134 diperkuat oleh Barbanti et al. (2022) yang meneliti praktik
sustainable procurement dalam proses pemilihan pemasok dan menggunakan ISO 20400
sebagai dasar kajian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik sustainable
procurement perlu diterapkan secara nyata dalam proses supplier selection, bukan hanya

berhenti pada kebijakan umum. Selain itu, penelitian Hou et al. (2022) menjelaskan
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bahwa sustainable supplier selection perlu mempertimbangkan kriteria ekonomi,
lingkungan, dan sosial agar proses pemilihan pemasok lebih menyeluruh. Penelitian
Karakog et al. (2024) juga menekankan bahwa pemilihan pemasok yang selaras dengan
prinsip keberlanjutan dapat mendukung rantai pasok yang bertanggung jawab secara
lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut
mendukung perlunya metode evaluasi pemasok yang terstruktur, berbasis kriteria, dan
mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

BP.134 perlu didukung oleh BP.155 Standard Operating Procedures dan BP.074
Process and Metrics Alignment. BP.155 digunakan untuk membakukan alur seleksi
pemasok mulai dari prakualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi keberlanjutan, pembobotan
kriteria, pembandingan calon pemasok, ranking, hingga keputusan pemasok terpilih.
Sementara itu, BP.074 digunakan untuk menyusun indikator dan metrik evaluasi pemasok
agar proses seleksi dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Indikator tersebut dapat
berupa bobot sustainability, skor kapasitas pemasok, skor teknis, skor harga, skor risiko,
total weighted score, dan ranking pemasok.

Secara teknis, usulan perbaikan dilakukan dengan menyusun SOP evaluasi dan
pemilihan pemasok berbasis sustainability weighted scoring. SOP ini memuat tahapan
prakualifikasi pemasok, penetapan kriteria evaluasi, pembobotan kriteria, pengumpulan
bukti pendukung, penilaian oleh komite evaluasi, perhitungan skor akhir, penyusunan
ranking pemasok, serta penetapan pemasok terpilih. Output dari proses ini dapat berupa
formulir evaluasi pemasok, matriks pembobotan, lembar scoring, ranking pemasok, dan
berita acara keputusan pemilihan pemasok. Dengan perbaikan ini, proses pemilihan
pemasok APRIL tidak hanya menunjukkan kepatuhan pemasok terhadap kebijakan
keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan dasar evaluasi dan keputusan pemilihan pemasok
secara objektif, terdokumentasi, dan terukur.

e. Kategori Mengelola Kontrak (K5)

Berdasarkan hasil analisis pada kategori K5 Mengelola Kontrak, akar masalah utama
berada pada faktor Method. Hal ini karena APRIL telah mengungkapkan beberapa praktik
pengelolaan pemasok, seperti audit internal dan eksternal, uji tuntas tahunan, pemantauan

pemasok melalui citra satelit dan drone, serta tindakan terhadap kasus tertentu seperti
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perubahan tutupan lahan dan deforestasi. Namun, pengungkapan tersebut belum
menunjukkan prosedur pengelolaan kontrak yang menyeluruh dari awal hingga akhir.
Gap utama terlihat pada dimensi rencana kontrak dan akhir masa pakai yang belum
ditemukan dalam laporan, serta pada hubungan pemasok, wadah inisiatif, dan kegagalan
pemasok yang masih belum dijelaskan secara lengkap.

Faktor Method dipilih sebagai root cause utama karena permasalahan K5 bukan
terletak pada tidak adanya pemantauan pemasok, melainkan pada belum tergambarnya
alur pengelolaan kontrak secara sistematis. SR APRIL 2024 telah menunjukkan bahwa
pemasok dipantau dan diaudit, tetapi belum menjelaskan bagaimana target keberlanjutan
dimasukkan ke dalam rencana kontrak, bagaimana hasil pemantauan diterjemahkan
menjadi tindakan korektif, bagaimana progres perbaikan pemasok dievaluasi, serta
bagaimana akhir masa pakai dan Life Cycle Costing dipertimbangkan dalam pengelolaan
kontrak. Dengan demikian, proses yang terlihat masih berfokus pada kepatuhan pemasok,
belum pada contract management yang terstruktur, terdokumentasi, dan terukur.

Best practice utama yang direkomendasikan adalah BP.155 Standard Operating
Procedures. BP ini dipilih karena paling sesuai dengan akar masalah Method, yaitu
kebutuhan untuk membentuk prosedur kerja yang jelas dalam pengelolaan kontrak.
Melalui BP.155, APRIL dapat menyusun SOP pengelolaan kontrak berkelanjutan yang
memuat tahapan rencana kontrak, penetapan target keberlanjutan, pembagian tanggung
jawab, jadwal pemantauan, evaluasi kinerja pemasok, tindak lanjut kegagalan, serta
evaluasi hasil perbaikan. Penelitian Changalima et al. (2022) mendukung hal ini dengan
menunjukkan bahwa kesulitan dalam contract management dapat melemahkan hubungan
antara pengembangan pemasok dan kinerja pengadaan. Artinya, inisiatif pengembangan
pemasok tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh prosedur pengelolaan kontrak
yang jelas.

BP.155 perlu didukung oleh BP.068 Supplier Performance Reporting karena K5 juga
membutuhkan pelaporan kinerja pemasok selama kontrak berjalan. BP.068 digunakan
untuk menyusun indikator seperti tingkat pemenuhan target kontrak, tren Kinerja
pemasok, jumlah temuan ketidaksesuaian, status corrective action, progres supplier

improvement, dan keberhasilan inisiatif bersama. Peneltian Changalima et al. (2023)
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menjelaskan bahwa supplier monitoring berhubungan positif dengan kinerja pengadaan,
sedangkan kesulitan contract management dapat melemahkan hubungan tersebut. Selain
itu, Penelitian Gelderman et al. (2024) menekankan bahwa evaluasi ulang Kinerja
pemasok secara periodik dan sistematis penting dalam mengelola supply base dan
mendorong praktik keberlanjutan pemasok. Oleh karena itu, pelaporan kinerja pemasok
diperlukan agar pengelolaan kontrak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
berbasis evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

BP.082 Continuous Improvement digunakan untuk menjawab gap pada tindak lanjut
kegagalan pemasok. APRIL/RAPP telah menunjukkan adanya tindakan ketika ditemukan
perubahan tutupan lahan atau indikasi deforestasi, tetapi mekanisme tersebut belum
dijelaskan untuk berbagai jenis kegagalan lain, seperti keterlambatan pelaporan,
ketidaksesuaian target keberlanjutan, kegagalan inisiatif bersama, atau ketidakpatuhan
terhadap rencana perbaikan. Dengan BP.082, hasil evaluasi pemasok dapat diubah
menjadi corrective action plan, pemantauan progres, evaluasi efektivitas tindakan, dan
perbaikan berkelanjutan.

BP.266 Total Cost of Ownership Analysis digunakan untuk menjawab gap pada
dimensi akhir masa pakai dan Life Cycle Costing. Pengelolaan kontrak perlu
mempertimbangkan biaya selama siklus hidup barang atau jasa, tidak hanya biaya
pembelian awal. Penelitian Orfanidou et al. (2023) menjelaskan bahwa Life Cycle Costing
dalam pengadaan dapat digunakan untuk menilai biaya sepanjang siklus hidup produk,
termasuk biaya penggunaan dan biaya akhir masa pakai. Dengan demikian, BP.266
menjadi pendukung penting agar kontrak tidak hanya mengatur kewajiban pemasok
selama kontrak berjalan, tetapi juga mempertimbangkan biaya dan dampak jangka
panjang.

Secara teknis, usulan perbaikan dilakukan dengan menyusun SOP pengelolaan
kontrak berkelanjutan. SOP ini memuat contract management plan, target keberlanjutan
dalam kontrak, pembagian tanggung jawab, jadwal monitoring, supplier performance
report, corrective action plan, evaluasi efektivitas tindakan perbaikan, serta perhitungan
Total Cost of Ownership atau Life Cycle Costing. Dengan perbaikan ini, pengelolaan

kontrak APRIL tidak hanya menunjukkan bahwa pemasok telah dipantau dan diaudit,
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tetapi juga menunjukkan bagaimana kontrak direncanakan, dikendalikan, diukur,
ditindaklanjuti, dan dievaluasi sampai akhir masa pakai barang atau jasa.

f. Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6)

Berdasarkan hasil analisis pada kategori K6 Meninjau dan Mempelajari Kontrak, akar
masalah utama berada pada faktor Method. Hal ini karena Sustainability Report APRIL
2024 belum menunjukkan adanya mekanisme post-contract review yang
menghubungkan hasil pelaksanaan kontrak dengan pembelajaran untuk pengadaan
berikutnya. Permasalahan utama bukan hanya belum adanya dokumen, sistem, indikator,
atau pembagian peran, tetapi belum adanya tahapan formal yang menjelaskan bagaimana
hasil kontrak dievaluasi, diolah menjadi lesson learned, dan digunakan kembali untuk
memperbaiki spesifikasi, kriteria pemasok, klausul kontrak, maupun prosedur pengadaan
berikutnya.

BP.082 Continuous Improvement dipilih sebagai best practice utama karena paling
sesuai dengan kebutuhan K6, yaitu membentuk mekanisme perbaikan berkelanjutan dari
hasil evaluasi kontrak. Melalui BP.082, hasil pelaksanaan kontrak tidak hanya berhenti
sebagai evaluasi administratif, tetapi digunakan sebagai dasar pembelajaran untuk
memperbaiki proses pengadaan selanjutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hallberg.
(2025) yang menjelaskan pentingnya contractual learning dalam pengadaan, yaitu
kemampuan organisasi untuk belajar dari pengalaman kontraktual agar proses pengadaan
berikutnya dapat diperbaiki. Selain itu, penelitian Mutikanga et al., (2022) juga
menunjukkan bahwa pada tahap post-award contract management, pembelajaran dari
kontrak sebelumnya penting untuk mengurangi tantangan pengelolaan kontrak pada
proyek berikutnya.

BP.155 Standard Operating Procedures digunakan sebagai best practice pendukung
karena mekanisme continuous improvement tersebut perlu diformalkan ke dalam
prosedur tertulis. SOP diperlukan agar proses post-contract review memiliki tahapan
yang jelas, mulai dari penutupan kontrak, evaluasi hasil pelaksanaan, identifikasi
masalah, penyusunan lesson learned, perumusan rekomendasi perbaikan, persetujuan
hasil review, hingga penerapan hasil pembelajaran pada pengadaan berikutnya. Penelitian

yang dilakukan Rdiouat et al. (2021) mendukung pentingnya pendekatan berbasis proses
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dalam continuous improvement karena proses yang terdokumentasi membantu organisasi
memperbaiki cara kerja, mengelola pengetahuan, dan memanfaatkan best practice secara
lebih konsisten.

Secara teknis, usulan perbaikan dilakukan dengan menyusun SOP post-contract
review dan contract learning. SOP ini mewajibkan kontrak strategis yang telah selesai
untuk ditinjau melalui laporan evaluasi kontrak, laporan penutupan kontrak, catatan
lesson learned, dan rekomendasi perbaikan. Hasil review tersebut kemudian digunakan
untuk memperbarui spesifikasi pengadaan, kriteria pemasok, klausul kontrak, dan
prosedur pengadaan berikutnya. Dengan perbaikan ini, APRIL tidak hanya mengelola
kontrak sampai tahap pelaksanaan, tetapi juga membangun mekanisme pembelajaran
formal agar pengalaman dari kontrak sebelumnya dapat menjadi dasar perbaikan
sustainable procurement pada periode berikutnya.

5.5.2 Usulan Perbaikan Supplier/Mitra

Rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada perusahaan pada Subbab 5.5.1
memerlukan dukungan aktif dari pemasok (supplier) atau mitra sebagai bagian dari rantai
pasok. Dukungan tersebut diperlukan agar informasi mengenai praktik sustainable
procurement yang dilakukan perusahaan dapat didukung oleh ketersediaan data,
dokumen, dan informasi dari supplier. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyusun
usulan perbaikan yang ditujukan kepada supplier/mitra sebagai bentuk kolaborasi dalam
mendukung peningkatan kualitas pengungkapan sustainable procurement. Ringkasan
usulan perbaikan bagi supplier/mitra disajikan pada Tabel 5.4:

Tabel 5. 4 Usulan Perbaikan Supplier/Mitra

No Kategori Rekomendasi Dukungan Supplier/Mitra

Perusahaan

1 7.1 Membangun dari Menyusun  SOP Menginternalisasi SFMP 2.0 dalam

Proses yang Sudah Integrasi kegiatan operasional, menunjuk
Ada (K1) Sustainable penanggung jawab keberlanjutan,
Procurement serta menyiapkan seluruh dokumen

berbasis SFMP 2.0.
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No Kategori Rekomendasi Dukungan Supplier/Mitra
Perusahaan
keberlanjutan yang dibutuhkan
pada setiap tahapan pengadaan.

2 7.2 Perencanaan (K2) Menyusun Menyediakan data biaya, kapasitas
kerangka metode produksi, risiko keberlanjutan,
perencanaan kondisi  pasar, legalitas, dan
sustainable sertifikasi secara transparan untuk
procurement mendukung analisis TCO/LCC,
berbasis strategic supply market research, dan
sourcing. manajemen risiko perusahaan.

3 73 Menyusun Memenuhi  seluruh  persyaratan
Mengintegrasikan dokumen keberlanjutan yang ditetapkan
Persyaratan pengadaan formal perusahaan, menjaga validitas
Keberlanjutan ke berbasis sertifikasi dan dokumen
dalam  Spesifikasi keberlanjutan. pendukung, bersedia mengikuti
(K3) proses verifikasi, audit, serta

menyampaikan rencana perbaikan
apabila terdapat persyaratan yang
belum terpenuhi.

4 74 Memilih  Menyusun ~ SOP Menyediakan informasi Kinerja
Pemasok (K4) evaluasi dan keberlanjutan yang lengkap dan

pemilihan dapat diverifikasi, mengikuti proses

pemasok berbasis evaluasi secara terbuka, serta

sustainability meningkatkan aspek-aspek yang

weighted scoring.  menjadi Kriteria penilaian
perusahaan.

5 75 Mengelola Menyusun ~ SOP Memenuhi target keberlanjutan
Kontrak (K5) pengelolaan dalam kontrak, menyampaikan
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No Kategori Rekomendasi Dukungan Supplier/Mitra
Perusahaan
kontrak laporan Kkinerja secara berkala,
berkelanjutan. melaksanakan corrective action
atas ketidaksesuaian, serta

berpartisipasi  dalam  program
pengembangan dan inisiatif

keberlanjutan bersama perusahaan.

6 7.6 Meninjau dan Menyusun  SOP Berpartisipasi dalam  evaluasi
Mempelajari Kontrak post-contract pascakontrak, mendokumentasikan
(K6) review dan lesson learned, memberikan umpan

contract learning.  balik terhadap pelaksanaan kontrak,
serta menerapkan hasil evaluasi
sebagai dasar peningkatan Kinerja
pada kontrak berikutnya.

a. Kategori Membangun dari Proses yang Sudah Ada (K1)
Usulan perbaikan yang diberikan kepada supplier pada kategori Membangun dari Proses
yang Sudah Ada (K1) difokuskan pada peningkatan pemahaman dan penerapan
persyaratan keberlanjutan yang telah ditetapkan perusahaan. Perbaikan ini diperlukan
agar seluruh proses operasional supplier telah selaras dengan kebijakan keberlanjutan
perusahaan sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi
sustainable procurement tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga
didukung oleh kesiapan supplier dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Supplier perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang tercantum dalam
Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 ke dalam kegiatan operasional
sehari-hari, seperti memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menjaga
praktik pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta memenuhi komitmen

sosial dan lingkungan. Selain itu, supplier perlu menyiapkan seluruh dokumen
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pendukung yang dipersyaratkan perusahaan, seperti sertifikasi, legalitas, dan dokumen
keberlanjutan lainnya sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Supplier juga disarankan menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap
pemenuhan persyaratan Kkeberlanjutan sebagai penghubung dengan perusahaan.
Keberadaan penanggung jawab tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi,
mempercepat penyampaian informasi, serta memastikan bahwa seluruh persyaratan
keberlanjutan dapat dipenuhi secara konsisten selama proses pengadaan berlangsung.

b. Kategori Perencanaan (K2)

Usulan perbaikan yang diberikan kepada supplier pada kategori Perencanaan (K2)
difokuskan pada peningkatan transparansi informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam
menyusun perencanaan sustainable procurement. Ketersediaan informasi yang lengkap
dan akurat menjadi faktor penting karena akan memengaruhi proses pengambilan
keputusan perusahaan dalam menentukan strategi pengadaan, melakukan analisis biaya,
serta mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama rantai pasok berlangsung.

Supplier perlu menyediakan informasi mengenai kapasitas produksi, kondisi
operasional, legalitas usaha, sertifikasi, struktur biaya, serta potensi risiko keberlanjutan
yang dimiliki. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan
analisis Total Cost of Ownership (TCO), Life Cycle Cost (LCC), supply market research,
maupun penyusunan strategi mitigasi risiko. Selain itu, supplier juga diharapkan
menyampaikan perkembangan kapasitas usaha dan kondisi pasokan secara berkala
sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pengadaan apabila terjadi perubahan
kondisi pasar.

Melalui keterbukaan informasi tersebut, proses perencanaan pengadaan tidak hanya
mempertimbangkan aspek biaya, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan
sehingga keputusan pengadaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berorientasi
jangka panjang.

c. Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3)
Usulan perbaikan yang diberikan kepada supplier pada kategori Mengintegrasikan
Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi (K3) difokuskan pada peningkatan

kepatuhan terhadap seluruh persyaratan keberlanjutan yang ditetapkan perusahaan dalam
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dokumen pengadaan. Perbaikan ini bertujuan memastikan bahwa supplier memiliki
kesiapan untuk memenuhi spesifikasi keberlanjutan yang menjadi dasar dalam proses
seleksi maupun evaluasi pengadaan.

Supplier perlu memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan, seperti
sertifikasi yang masih berlaku, legalitas usaha, penerapan prinsip High Conservation
Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), serta dokumen pendukung lainnya selalu
tersedia, valid, dan dapat diverifikasi. Apabila terdapat persyaratan yang belum dapat
dipenuhi, supplier diharapkan menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka beserta
rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sehingga perusahaan dapat menentukan bentuk
pembinaan yang sesuai.

Selain itu, supplier perlu bersedia mengikuti proses audit maupun verifikasi lapangan
sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan sustainable procurement. Melalui
keterbukaan dan kepatuhan tersebut, proses pengadaan akan menjadi lebih transparan dan
mampu memastikan bahwa supplier yang dipilih telah memenuhi standar keberlanjutan
perusahaan.

d. Kategori Memilih Pemasok (K4)
Usulan perbaikan yang diberikan kepada supplier pada kategori Memilih Pemasok (K4)
difokuskan pada peningkatan kinerja keberlanjutan yang menjadi dasar dalam proses
evaluasi perusahaan. Perbaikan ini diperlukan agar proses pemilihan supplier tidak hanya
didasarkan pada aspek biaya dan kualitas, tetapi juga mempertimbangkan pencapaian
Kinerja keberlanjutan secara objektif.

Supplier perlu menyediakan informasi mengenai riwayat sertifikasi, hasil audit,
kepatuhan terhadap persyaratan perusahaan, kapasitas produksi, serta indikator
keberlanjutan lainnya secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi
tersebut akan menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan proses evaluasi
menggunakan metode sustainability weighted scoring.

Selain mengikuti proses evaluasi yang dilakukan perusahaan, supplier juga
disarankan melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap kinerja keberlanjutannya.

Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih
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perlu diperbaiki sehingga supplier dapat meningkatkan nilai evaluasi serta memperkuat
daya saingnya dalam proses pemilihan pemasok.

e. Kategori Mengelola Kontrak (K5)

Usulan perbaikan yang diberikan kepada supplier pada kategori Mengelola Kontrak (K5)
difokuskan pada peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan kontrak berkelanjutan
yang telah disepakati bersama perusahaan. Perbaikan ini bertujuan memastikan bahwa
seluruh komitmen keberlanjutan yang tercantum dalam kontrak dapat diimplementasikan
secara konsisten selama masa kerja sama.

Supplier perlu mengintegrasikan target keberlanjutan yang telah disepakati ke dalam
kegiatan operasionalnya serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala sesuai
indikator yang telah ditentukan perusahaan. Pelaporan tersebut dapat mencakup status
sertifikasi, kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan, maupun perkembangan
pencapaian target yang telah disepakati dalam kontrak.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian selama pelaksanaan kontrak, supplier perlu
segera menyusun dan melaksanakan corrective action plan yang disertai target
penyelesaian yang jelas. Selain itu, supplier juga diharapkan berpartisipasi dalam
program pelatihan, pendampingan, maupun kegiatan peningkatan kapasitas yang
diselenggarakan perusahaan sehingga hubungan kerja sama tidak hanya berorientasi pada
pemenuhan kontrak, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan secara
berkelanjutan.

f. Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak (K6)

Usulan perbaikan yang diberikan kepada supplier pada kategori Meninjau dan
Mempelajari Kontrak (K6) difokuskan pada peningkatan proses evaluasi dan
pembelajaran setelah kontrak berakhir. Perbaikan ini bertujuan agar pengalaman selama
pelaksanaan kontrak dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas kerja
sama pada periode berikutnya.

Supplier perlu berpartisipasi secara aktif dalam proses post-contract review dengan
memberikan masukan mengenai pelaksanaan kontrak, kendala yang dihadapi, serta
peluang perbaikan yang dapat dilakukan pada kerja sama selanjutnya. Selain itu, supplier

juga perlu mendokumentasikan pengalaman, inovasi, maupun lesson learned yang
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diperoleh selama pelaksanaan kontrak sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi
bersama.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dasar perbaikan bagi supplier,
tetapi juga memberikan masukan bagi perusahaan dalam menyempurnakan spesifikasi,
mekanisme evaluasi, maupun pengelolaan kontrak pada proses pengadaan berikutnya.
Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan dan
memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam rantai pasok.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi interpretasi
terhadap hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya menggunakan Sustainability Report
APRIL 2024 sebagai sumber data utama sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan
kualitas pengungkapan sustainable procurement berdasarkan informasi yang
dipublikasikan perusahaan. Oleh karena itu, indikator yang memperoleh nilai rendah
maupun tidak ditemukan pengungkapannya tidak dapat secara langsung diartikan bahwa
perusahaan belum menerapkan praktik tersebut, tetapi dapat pula disebabkan karena
informasi tersebut tidak diungkapkan dalam Sustainability Report. Kedua, penelitian
hanya berfokus pada analisis pengungkapan berdasarkan 1SO 20400 Klausul 7 sehingga
belum mencakup keseluruhan klausul dalam standar ISO 20400. Ketiga, penelitian
dilakukan pada satu objek penelitian sehingga hasil yang diperoleh belum dapat
digeneralisasikan pada perusahaan lain maupun sektor industri yang berbeda. Selain itu,
rekomendasi perbaikan yang disusun berdasarkan best practices SCOR versi 14 masih
bersifat konseptual dan belum dilakukan implementasi maupun evaluasi efektivitasnya
secara langsung di perusahaan. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan
gambaran mengenai tingkat kualitas pengungkapan sustainable procurement serta dapat
menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan analisis

menggunakan sumber data maupun objek penelitian yang lebih beragam.
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui content analysis terhadap

Sustainability Report APRIL tahun 2024 dengan mengacu pada kerangka SNI 1SO 20400,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil content analysis menggunakan NVivo 15 terhadap Sustainability
Report APRIL 2024, teridentifikasi 37 pengungkapan yang tersebar pada 6 kategori
Key Performance Indicator (KPI) yang mengacu pada Klausul 7 1SO 20400, yaitu
Membangun dari Proses yang Sudah Ada, Perencanaan, Mengintegrasikan
Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi, Memilih Pemasok, Mengelola
Kontrak, serta Meninjau dan Mempelajari Kontrak. Hasil penilaian disclosure
menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan sustainable procurement pada PT RAPP
berbeda pada setiap kategori. Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan
ke dalam Spesifikasi memperoleh nilai disclosure tertinggi sebesar 87%, diikuti oleh
Membangun dari Proses yang Sudah Ada dan Perencanaan yang masing-masing
memperoleh nilai 67%. Selanjutnya, kategori Mengelola Kontrak memperoleh nilai
disclosure sebesar 57%, Memilih Pemasok sebesar 50%, dan Meninjau serta
Mempelajari Kontrak sebesar 0%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan
dalam Sustainability Report APRIL 2024 paling kuat pada aspek persyaratan
keberlanjutan, sertifikasi, audit, dan evaluasi pemasok, sedangkan pengungkapan
terkait pembelajaran pascakontrak belum ditemukan.

Hasil penilaian substansi menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan
implementasi sustainable procurement pada PT RAPP juga belum merata pada
seluruh kategori. Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam
Spesifikasi memperoleh nilai substansi tertinggi sebesar 93%, yang menunjukkan
bahwa perusahaan telah cukup kuat dalam menetapkan dan memverifikasi
persyaratan keberlanjutan melalui sertifikasi, ketentuan HCV/HCS, batas waktu

kepatuhan, audit, uji tuntas, serta pemantauan pemasok berbasis teknologi. Kategori
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Membangun dari Proses yang Sudah Ada dan Perencanaan masing-masing
memperoleh nilai substansi sebesar 67%, sedangkan Memilih Pemasok memperoleh
nilai 58% dan Mengelola Kontrak sebesar 57%. Adapun kategori Meninjau dan
Mempelajari Kontrak memperoleh nilai substansi terendah sebesar 0% karena belum
ditemukan pengungkapan mengenai post-contract review, dokumentasi lesson
learned, maupun penggunaan hasil evaluasi kontrak sebagai dasar perbaikan
pengadaan berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sustainability Report
APRIL 2024 telah mengungkapkan berbagai aspek sustainable procurement,
terutama pada aspek penetapan persyaratan keberlanjutan, sertifikasi, audit, due
diligence, ketertelusuran pasokan, pemantauan pemasok, dan kepatuhan terhadap
kebijakan keberlanjutan perusahaan. Namun, nilai disclosure dan substansi yang
belum merata menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek 1SO 20400 yang
belum diungkapkan secara lengkap, sistematis, dan terdokumentasi dalam laporan,
seperti prosedur teknis integrasi keberlanjutan ke dalam proses pengadaan, analisis
biaya siklus hidup, pengelolaan tender, evaluasi pemasok, pengelolaan kontrak,
pengelolaan akhir masa pakai, serta pembelajaran pascakontrak.

Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan sustainable
procurement pada PT RAPP disusun berdasarkan root cause utama pada masing-
masing kategori dan mengacu pada SCOR best practices. Pada kategori K1,
rekomendasi diarahkan pada penyusunan SOP integrasi sustainable procurement
berbasis SFMP 2.0 agar prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara teknis dalam
tahapan pengadaan yang sudah berjalan. Pada kategori K2, rekomendasi diarahkan
pada penyusunan kerangka perencanaan sustainable procurement berbasis strategic
sourcing yang dilengkapi dengan analisis Total Cost of Ownership atau Life Cycle
Costing, manajemen risiko rantai pasok, serta riset pasar pemasok. Pada kategori K3,
rekomendasi diarahkan pada penyusunan dokumen pengadaan formal berbasis
keberlanjutan, seperti spesifikasi teknis, dokumen tender, checklist evaluasi, format
penilaian pemasok, dan klausul kontrak keberlanjutan. Pada kategori K4,

rekomendasi diarahkan pada penyusunan SOP evaluasi dan pemilihan pemasok



167

berbasis sustainability weighted scoring agar proses seleksi pemasok dapat dilakukan
secara objektif, transparan, dan terukur. Pada kategori K5, rekomendasi diarahkan
pada penyusunan SOP pengelolaan kontrak berkelanjutan yang memuat rencana
kontrak, target keberlanjutan, pelaporan Kinerja pemasok, corrective action, evaluasi
efektivitas tindakan perbaikan, serta integrasi TCO/LCC dalam pengelolaan kontrak.
Sementara itu, pada kategori K6, rekomendasi diarahkan pada penyusunan SOP post-
contract review dan contract learning agar hasil pelaksanaan kontrak dapat
dievaluasi, didokumentasikan sebagai lesson learned, dan digunakan sebagai dasar
perbaikan spesifikasi, kriteria pemasok, klausul kontrak, serta prosedur pengadaan
berikutnya. Selain rekomendasi bagi perusahaan, penelitian ini juga menghasilkan
usulan perbaikan bagi supplier/mitra yang difokuskan pada peningkatan kepatuhan
terhadap persyaratan keberlanjutan, transparansi informasi, kesiapan dokumen,
partisipasi dalam proses evaluasi, pelaksanaan kontrak, serta pembelajaran
pascakontrak. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pengungkapan sustainable procurement secara lebih
sistematis, lengkap, dan selaras dengan ISO 20400 Klausul 7.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat

diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih berfokus pada analisis Sustainability Report APRIL 2024 sebagai
sumber data utama, sehingga hasil penelitian menggambarkan praktik sustainable
procurement berdasarkan informasi yang diungkapkan secara publik dalam laporan
keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas
penggunaan data primer yang tidak hanya terbatas pada validasi expert, tetapi juga
melalui wawancara atau observasi langsung dengan pihak internal perusahaan, seperti
bagian procurement, sustainability, legal/kontrak, operasional, manajemen risiko,
serta pihak pemasok. Penggunaan data primer tersebut dapat membantu memperoleh
gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik aktual sustainable procurement

yang berjalan di internal perusahaan.
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2. Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan bantuan NVivo 15 dan
scoring disclosure serta substansi untuk menilai tingkat pengungkapan dan
kedalaman pengungkapan implementasi berdasarkan KPI 1SO 20400 Klausul 7.
Metode tersebut telah mampu menunjukkan kategori yang kuat dan kategori yang
masih memiliki gap, tetapi belum menentukan tingkat prioritas antar indikator secara
kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengombinasikan content analysis dengan metode pengambilan keputusan
multikriteria, seperti AHP, TOPSIS, Fuzzy AHP, dan ANP. Penggunaan metode
tambahan tersebut dapat membantu menentukan prioritas perbaikan sustainable
procurement secara lebih objektif, terutama pada kategori yang masih memiliki nilai
rendah seperti pengelolaan tender, rencana kontrak, akhir masa pakai, dan
pembelajaran pascakontrak.

3. Penelitian ini hanya menggunakan Sustainability Report sebagai dokumen utama,
sehingga aspek yang tidak ditemukan dalam laporan belum dapat dipastikan apakah
benar-benar belum diterapkan atau hanya belum diungkapkan secara eksplisit. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan dokumen
pendukung internal atau dokumen operasional lain, seperti SOP pengadaan, dokumen
tender, checklist evaluasi pemasok, matriks penilaian pemasok, dokumen kontrak,
laporan audit pemasok, laporan corrective action, contract management plan, serta
dokumen post-contract review atau lesson learned. Penggunaan beberapa sumber
data tersebut dapat memperkuat validitas hasil analisis dan memberikan pemahaman
yang lebih lengkap mengenai hubungan antara kebijakan, prosedur, pengelolaan

pemasok, pengelolaan kontrak, dan praktik operasional sustainable procurement.
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TRANSPARENCY FOR SUSTAINABLE PROCUREM

sTransparansi dalam pelaporan praktik Sustainable Procurement masih menjadi
terutama dalam menyampaikan informasi pengadaan berkelanjutan kepada stakehd

*Transparansi praktik Sustainable Procurement dapat dilihat melalui Sustainability |8
perusahaan yang mengacu pada standar pelaporan keberlanjutan, seperti GRI Standg

*Namun, masih terdapat kesenjangan antara praktik Sustainable Procurement yang
di lapangan dengan informasi yang disajikan dalam Sustainability Report perusahaan {em

dalam Sustainability Report, serta mengidenti
20400:2017 dan SCOR 14 Best Practice Model.

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis en%ungkapan praktik Sustainable P|

ikasi potensi perbaikan berda



Best Practice
BP.074 Process and

Metrics Alignment

C — Definisi Best Practices
Definisi
Process and Metrics Alignment adalah proses pengembangan
metrik secara terorganisasi dan terencana di seluruh organisasi.
Proses ini dimulai dengan penyusunan metrik pada tingkat
organisasi, bisnis, atau rantai pasok, kemudian dilanjutkan
dengan penyusunan metrik untuk proses organisasi dan tingkat

yang lebih spesifik apabila diperlukan.

BP.082 Continuous

Continuous Improvement adalah tindakan melakukan
perbaikan dan peningkatan secara bertahap, rutin, dan
berkelanjutan terhadap suatu proses atau produk untuk
mencapai hasil yang lebih baik atau mendekati keunggulan.

Improvement
BP.100  Strategic
Sourcing

Strategic Sourcing adalah pendekatan menyeluruh untuk
mencari, menentukan, dan memperoleh pemasok utama,
khususnya untuk material penting. Praktik ini biasanya
mencakup proses analisis total pengeluaran pada kategori
material tertentu agar perusahaan dapat menentukan strategi
pengadaan yang lebih efektif. Strategic sourcing juga berfokus
pada pengembangan hubungan jangka panjang dengan mitra
pemasok yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan
profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Dari sisi teknologi
informasi, strategic sourcing dapat mencakup otomatisasi
proses pengadaan seperti Request for Quote (RFQ), Request for
Proposal (RFP), e-auction atau reverse auction, serta proses

manajemen kontrak.
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BP.266 Total Cost of Total Cost of Ownership (TCO) Analysis adalah analisis

Ownership Analysis

terhadap seluruh biaya kepemilikan dalam sistem pengiriman
atau penyediaan barang/jasa. Biaya tersebut mencakup seluruh
biaya yang muncul pada setiap aktivitas dalam aliran pasok,
bukan hanya biaya pembelian awal. Inti dari TCO adalah
bahwa harga beli atau biaya akuisisi sering kali hanya menjadi
sebagian kecil dari total biaya kepemilikan. Artinya, dalam
pengadaan, perusahaan tidak cukup hanya membandingkan
harga awal dari pemasok, tetapi juga perlu mempertimbangkan
biaya lain seperti biaya pengiriman, penyimpanan,
penggunaan, pemeliharaan, risiko, penggantian, hingga biaya

akhir masa pakai.

BP.001 Supply
Chain Risk
Management

Supply Chain Risk Management (SCRM) adalah proses
mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko dalam rantai
pasok, kemudian mengelola sumber daya secara terkoordinasi
dan efisien untuk meminimalkan, memantau, serta
mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya.
SCRM juga dapat digunakan untuk memaksimalkan peluang

yang muncul dalam rantai pasok.

BP.241 Supply

Market Research

Supply Market Research adalah praktik melakukan riset pasar
pasokan agar fungsi pengadaan dapat memahami bagaimana
pasar pemasok bekerja, arah perkembangan pasar, tingkat
persaingan, serta pemasok utama yang ada di pasar tersebut.
Hasil analisis ini dapat membantu pembeli atau perusahaan
dalam memperbaiki strategi pengadaan dan proses tender,
sehingga perusahaan dapat memperoleh nilai yang lebih baik,

harga yang lebih efisien, atau peningkatan kualitas layanan.
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BP.239
Drafting

Contract

Contract Drafting adalah proses penyusunan isi kontrak setelah
spesifikasi dan dasar kebutuhan bisnis ditetapkan. Pada tahap
ini, tim pengadaan menentukan hal-hal apa saja yang perlu
dimasukkan ke dalam kontrak untuk proses pengadaan tertentu.
Isi kontrak dapat mencakup jenis pembayaran yang digunakan,
ketentuan pengiriman atau incoterm yang dipilih, waktu
pengiriman, serta faktor-faktor lain yang sebelumnya telah
ditetapkan dalam penyusunan spesifikasi. Biasanya, proses
penyusunan kontrak ini dilakukan dengan mempertimbangkan
kebutuhan para pemangku kepentingan dan dilakukan sebelum

proses pemilihan pemasok atau pencarian pemasok di pasar.

BP.155
Operaring

Procedurs

Standar

Standard Operating  Procedures merupakan praktik
penyusunan, penggunaan, dan pelaksanaan dokumen tertulis
atau panduan kerja yang menjelaskan seluruh tahapan serta
aktivitas dalam suatu proses atau prosedur. SOP memberikan
acuan bagi karyawan dalam menyelesaikan aktivitas,
pekerjaan, atau tugas bisnis yang dilakukan secara rutin. Bagi
karyawan baru, SOP juga dapat membantu menjawab
pertanyaan mengenai cara menjalankan suatu aktivitas tanpa
harus selalu meminta penjelasan langsung dari atasan.

SOP vyang terdokumentasi dengan baik membantu
memastikan konsistensi pelaksanaan proses. Selain itu, SOP
dapat digunakan untuk mendokumentasikan tahapan dan urutan
proses, aturan bisnis, praktik terbaik, penanganan kondisi
pengecualian, serta pihak yang bertanggung jawab pada setiap
tahapan.

Standar mutu internasional ISO 9001 pada dasarnya

mengharuskan organisasi menentukan dan
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mendokumentasikan proses-proses manufaktur yang dapat
memengaruhi  kualitas produk. Penerapan SOP dapat

mendukung pemenuhan persyaratan tersebut.

BP.134 Supplier

Evaluation

Supplier Evaluation adalah praktik mengevaluasi pemasok,
baik pemasok baru maupun pemasok yang sudah ada. Proses
evaluasi pemasok yang menyeluruh perlu mempertimbangkan
beberapa aspek, seperti harga, kualitas teknis, struktur dan
keberlanjutan pemasok, kapabilitas dan kapasitas, kesesuaian
dengan kebutuhan perusahaan pembeli, tingkat layanan,
riwayat kinerja, lokasi, serta syarat dan ketentuan kontrak yang
dapat diterima. Evaluasi pemasok sebaiknya dilakukan secara
objektif. Oleh karena itu, setiap kriteria evaluasi dapat diberi
bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingannya bagi
perusahaan, misalnya bobot untuk harga, kualitas, Kinerja,
Praktik ini tidak boleh disamakan dengan evaluasi terhadap
material atau barang yang disediakan pemasok. Fokus BP.134
adalah mengevaluasi pemasoknya, bukan hanya mengevaluasi
produk atau materialnya.

BP.244 Sustainable
Specification

Development

Sustainable Specification Development merupakan praktik
menetapkan dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dalam
proses pengadaan dengan menggunakan standar keberlanjutan.
Spesifikasi berkelanjutan disusun untuk menjelaskan secara
jelas persyaratan etika dan lingkungan yang harus dipenuhi,
kemudian dikomunikasikan kepada pemasok agar barang dan
jasa dapat dievaluasi berdasarkan spesifikasi yang telah
disepakati.

Spesifikasi tersebut mencerminkan komitmen organisasi

dalam membangun kegiatan bisnis yang berkelanjutan dari
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aspek etika dan lingkungan. Contoh penerapannya meliputi
penggunaan produk ramah lingkungan, pengurangan emisi,
penggunaan material daur ulang, pemilihan produk hemat

energi, serta persyaratan kepemilikan sertifikasi ISO 14001.

BP.068 Supplier
Performance

Reporting

Supplier  Performance Reporting merupakan praktik
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemasok utama
berdasarkan seperangkat ukuran yang telah disepakati. Aspek
yang dinilai dapat mencakup biaya, kualitas, kemampuan
teknis, proses pembelian, serta ketepatan waktu pengiriman
pemasok.

Evaluasi kinerja pemasok penting dilakukan, khususnya
pada pengadaan bahan baku dengan volume atau nilai yang
besar, agar perusahaan dapat memastikan bahwa penerimaan
bahan baku tidak terjadi terlalu awal secara terus-menerus.
Pengiriman yang terlalu awal dapat meningkatkan biaya
penyimpanan, penggunaan ruang gudang, dan risiko
penumpukan persediaan.

Untuk mendukung penerapannya, perusahaan perlu
memberikan pelatihan kepada bagian perencanaan, produksi,
dan gudang agar tidak menerima pengiriman yang datang
sebelum jadwal tanpa alasan yang jelas. Perusahaan juga dapat
menetapkan konsekuensi atau penalti kepada pemasok yang
melakukan pengiriman lebih awal dan tidak sesuai dengan

ketentuan yang telah disepakati.




